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KATA PENGANTAR

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk
melaksanakan Tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja
instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan
prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit
kerja yang bersangkutan. Tujuan Standar Operasional Prosedur adalah
menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja

instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance.

Setiap tahunnya Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melakukan Evaluasi
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, baik mengenai Penyelesaian
perkara maupun dukungan penyelesaian perkara (Non Teknis), Standar
Operasional Prosedur Teknis Penyelesaian Perkara merupakan penjabaran dari
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 214/KMA/SK/XI11/2014 yang
menggambarkan ruang lingkup tahapan proses penyelesaian perkara
khususnya ketika berkas berada di Kepaniteraan dari Registrasi berkas perkara

sampai dengan pengiriman berkas perkara.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perkara maupun
dukungan penyelesaian perkara (Non Teknis) ini menjadi rujukan
kesekretaritan Kepaniteraan dalam mendukung penyelesaian perkara Kasasi,

Peninjauan Kembali, Hak Uji Materi (HUM), Perkara Pajak dan lain-lainnya.

PA ERA

MADE RAWA ARYAWAN, SH., M.Hum.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 01/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Registrasi Perkara Kasasi

Nama SOP Pidana

SOP REGISTRASI PERKARA KASASI PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/111/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

e

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .




Pelaksana

Ket

Mutu Baku
No Uraian Prosedur operator Pranata Persyara
tan/
Panmud | Koordinator STAFF Perlengk Wakw | Output
Pidana apan
1. | Menerimaberkas Berkas 4 Jam | Berkas
Kasasi dari perkara, perkara
Direktorat Pranata C) ekspedisi
2. | meneliti kelengkapan Berkas 1 hari | Berkas
berkas Kasasi perkara perkara
sesuai dengan
checklist, termasuk
kelengkapan
dokumen elektronik
3 Menetapkan status A 1 hari
kelengkapan berkas \ Tidak
Kasasi / I
4, Mencatat dan Berkas 4 Jam Konsep
memberikan nomor perkara, relas
perkara Kasasi YA Buku nomor
dalam buku register register
5. | Menginput data . Konsep/ | 1hari | Data
perkara Kasasi ke Tindasan Websit
aplikasi SIAP , e SIAP
Kompute
r
6. Menyiapkan Mesin 2hari |2
berkas Perkara Fotocopy eksempl
Kasasi yang tidak v ar
memenuhi syarat Fotocop
formil ke PN y
Pengaju
Menggandakan
bundel B
7. Membuat surat Kompute | 1 hari [Relas
pemberitahuan r, Printer pemeberit
(relaas) berkas huan
perkara nomor
Membuat surat
pengantar
pengembalian
berkas Perkara
Kasasi yang tidak
memenuhi  syarat
formil ke PN v
Pengaju




Pelaksana

Ket

Mutu Baku
No Uraian Prosedur operator Pranata Persyara
tan/
Panmud | Koordinator STAFF Perlengk Wakw | Output
Pidana apan

8 Mengkoreksi dan Draft 1 hari [Relas
membububhi . paraf ~ Relas . pemeberita
surat pemberitahuan Ya ] pemeberi huan
(relaas) dan Tidak T tahuan nomor
pengembalian \/ nomor
Berkas Perkara
Kasasi yang tidak
memenuhi syarat
formil

9. | Menandatangani Relas 4 Jam [Relas
surat pemberitahuan ¥ pemeberit pemeberita
(relaas) dan ahuan huan
pengembalian nomor nomor
Berkas Perkara
Kasasi yang tidak
memenuhi syarat
formil

10. | - Mengirim surat Relas 4 Jam [Relas

pemberitahuan pemeberit pemeberita
(relaas)kePengadil ahuan huan

an pengaju dan nomor nomor
Para Pihak

- Mengirim  surat

pengembalian dan

Berkas Perkara

Kasasi

kepengadilan

pengaju

11. | Mencetak Advisblad Kompute 4 Jam Advisbl
perkara Kasasi yang r, Printer ad
sudah diregister

4

12. | Mengkoreksi dan Advisbla [1 hari Advisbl
membubuhi paraf YA /\ Tidak d ad
Advisblad  perkara
Kasasi \/

13. | Menandatangani v Advisbla @4 Jam Advisbl
advisblad yang d ad
sudah dikoreksi dan
diparaf

14. | Menyiapkan Kompute 4 Jam Memor
Memorandum ke v r, Printer andum
Ketua MA  untuk
Penetapan Majelis:




Pelaksana Mutu Baku Ket

No Uraian Prosedur operator Pranata Persyara

tan/
Panmud | Koordinator STAFF Perlengk Wakw | Output
Pidana apan

15. | Mengkoreksi dan Memorand|l hari Memor
membubuhi paraf um andum
Memorandum ke
Ketua MA untuk YA Tidak
Penetapan  Majelis /\
yang memeriksa
berkas Kasasi \/

16. | Menandatangani Memorandi4 Jam Memor
Memorandum ke um andum
Ketua MA untuk
Penetapan  Majelis
yang memeriksa
berkas Kasasi <.!'>

Prosedur / Deskripsi :

1.

© U rwN

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Menerimaberkas Kasasi dari Direktorat Pranata

meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik

Menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi

Mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register

Menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP

- Menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju

- Menggandakan bundel B

- Membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara

- Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN
Pengaju

Mengkoreksi dan membubuhi paraf surat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara Kasasi

yang tidak memenuhi syarat formil

Menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang tidak

memenuhi syarat formil

- Mengirim surat pemberitahuan (relaas)kePengadilan pengaju dan Para Pihak

- Mengirim surat pengembalian dan Berkas Perkara Kasasi kepengadilan pengaju

Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister

Mengkoreksi dan membubuhi paraf Advisblad perkara Kasasi

Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf

Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis

Mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa

berkas Kasasi

Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi




MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 02/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Penetapan Kamar dan
Penetapan Majelis
Penanganan Perkara
Kasasi Pidana

Nama SOP

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA KASASI PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Panmud Kamar

Peringatan

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .




Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Kasubbag Ketua Panitera
No | Uraian Prosedur Panitera TU Kamar Muda Persyaratan/ Waktu | Output
Muda xx | Pimpinan KMA Kamar | Perlengkapan P
A
1 | Mengirim Memo Memorandum | 4 jam | Memor
Distribusi ke ( > andum
Ketua MA untuk
Penetapan
Kamar yang
Mengadili
Perkara
2 Mengagendakan Memorandum | 2 Jam | Memor
dan Mengajukan andum
Memo Penetapan
Kamar
3 | Menunjuk Kamar Surat 4 Jam | Surat
Penanganan X Penetapan Peneta
Perkara penunjukan pan
Hakim penun)
ukan
Hakim
4 | Menginput data Lembaran 3 hari | Lembar
penunjukan advisblad dan an
Kamar ke SIAP memorandum advisbl
dan Mengirim distribusi ad dan
Disposisi memor
andum
distribu
si
S Menerima ! Surat . 4 Jam | Lembar
Disposisi Penunjukan an
penunjukan Majelis Hakim advisbl
Kamar dan ad
Menunjuk Majelis
Hakim
6 Penunjukan Y Lembaran 4 Jam
Panitera Penetapan
Pengganti
7| Menerima < 4 Jam
Penunjukan @
Majelis Hakim
dan Panitera
Pengganti

Prosedur / Deskripsi :

Nogkrwdbr

Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara
Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar

Menunjuk Kamar Penanganan Perkara

Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi

Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim

Penunjukan Panitera Pengganti

Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti




MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 03/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Nama SOP Distribusi Berkas Perkara

Kasasi Pidana

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung Rl

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

el N

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)




Pelaksana Mutu Baku

Ket.

No Uraian Prosedur Panitera Staf Ket Panitera Persyaratan/ Waktu Outout
Muda Maej(l;lziis Pengganti | Perlengkapan P
1 i Buku 4 Jam Tanda
Menerima N _
penetapan Majelis C) Ekspedisi Terima
Hakim
2 e Melengkapi izrm o 1 Hari
berkas dengan viesblad,
Adviesblad, Map Berkas,
Penetapan Buku Bantu,
Majelis Hakim Bukg
P . Reqister,
* pMeiE;LI; :jdientltas d Aplikasi SIAP
sampul berkas
e Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 | Menerima berkas Berkas Bundel | 1 Hari Berkas
perkara A dan Bundel Bundel A
B (asli) dan 2 dan
rangkap Bundel B
Bundel B
(copy)

4 Meng-update data Lembaran 4 Jam Ter-
dalam buku register advisblad update
dan SIAP nya

tanggal
distribusi

Prosedur / Deskri

1. Menerima penetapan Majelis Hakim

2. - Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim
- Menulis identitas perkara di sampul berkas
- Memilah berkas sesuai Majelis Hakim

3. Menyerahkan berkas perkara

4. Meng-update data dalam buku register dan SIAP




MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

04/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan Kasasi

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register

- Sistem informasi

Keterkaitan : - Buku bantu

1. SOP Panmud Kamar

Peringatan

Jika SOPiIni tidak dilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Banitora Persyaratan/ Ket.
Koordinator Muda Staf PP Perlengkapan Wakw | Output
Perkara
1 | Menerima dan ¢ Berkas 4 Jam Putusa
memeriksa ( } Perkara n dan
kelengkapan salinan Bundel A Berkas
putusan dan berkas dan Bundel Perkara
perkara B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
2 | Mengoreksi dan X o Berkas 2 hari Salinan
mencocokkan salinan \ Tidak Perkara Putusa
putusan dengan asli / Bundel A n
putusan dan Bundel
B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
Ya e Lembar
Quality
Control
3 | Melakukan otentikasi v Salinan 2 hari Salinan
(pembubuhan paraf Putusan Resmi
dan stempel) salinan Putusa
putusan n
4 | Membuat konsep surat Draft Surat 1 hari Draft
pengantarpengiriman > Pengantar / Surat
berkas / relaas > Relaas Pengan
pemberitahuan Tida Pemberitahua tar
putusan ke Pengadilan n
Pengaju
5 Mengoreksi dan Draft Surat 1 hari Draft
membubuhi paraf pada \4 Pengantar / Surat
surat pengantar / relas /‘ Relaas Pengan
pemberitahuan Pemberitahua tar
putusan Ya n
6 Menandatangani surat Draft Surat 1 hari Draft
pengantar / relas > Pengantar / Surat
pemberitahuan Relaas Pengan
putusan Pemberitahua tar
n
7 e Menggandakan - ATK _ 3 hari Salinan
salinan putusan - Check list Putusa
o Menijilid Salinan - Salinan n
Putusan A Putusan
Lo . - Berkas
o Memberikan |den_t|tas Perkara
pada sampul Salinan
Putusan
e Melakukan Check i
List kelengkapan
Bundel A
N 10




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Banitora Persyaratan/ Ket.
Koordinator Muda Staf PP Perlengkapan Waktu | Output
Perkara

¢ Memasukan Salinan
Putusan dan Bundel
A ke dalam amplop

e Menuliskan alamat
penerima pada
amplop

e Menulis Buku
Ekspedisi

8 1. Mengarsipkan Asli - ATK 2 hari FORM
Putusan dan Bundel - Check list X5
B Berkas Perkara - Salinan
. Putusan

e Mengirim Bundel A h 4
dan Salinan Putusan (: - Berkas
ke Pengadilan Perkara
Pengaju

Prosedur / Deskripsi :

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara
2. Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan

3. Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan
4

Membuat konsep surat pengantarpengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan

Pengaju

Menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
- Menggandakan salinan putusan

- Menijilid Salinan Putusan

- Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan

- Melakukan Check List kelengkapan Bundel A

- emasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop
- Menuliskan alamat penerima pada amplop

No o

- Menulis Buku ekspedisi

8. - Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara

- Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju

Mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan

11




MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

05/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Registrasi Perkara
Peninjauan Kembali
Pidana

Nama SOP

SOP REGISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

12




Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur operator Pranata | Persyarata
n/ Wak
Panmud | Koordinator STAFF Perlengka | tu Output
Pidana pan
1. | Menerimaberkas PK Berkas 4 Jam Berkas
dari Direktorat perkara, perkara
Pranata C) ekspedisi
2. | meneliti kelengkapan Berkas 1 hari| Berkas
berkas PK sesuai perkara perkara
dengan checkilist,
termasuk
kelengkapan
dokumen elektronik
3 Menetapkan status \ 1 hari
kelengkapan berkas \ Tidak
PK / N
4. | Mencatat dan Berkas 4 Jam| Konsep
memberikan nomor perkara, relas
perkara PK dalam YA Buku nomor
buku register register
5. | Menginput data Konsep / 1 Data
perkara PK ke Tindasan, |hari | Website
aplikasi SIAP Komputer SIAP
6. Menyiapkan Mesin 2 |2
berkas Perkara PK Fotocopy hari | eksempla
yang tidak r
memenuhi  syarat Fotocopy
formil ke PN
Pengaju
Menggandakan
bundel B
7. Membuat surat Komputer, 1 |Relas
pemberitahuan Printer hari pemeberital
(relaas) berkas huan
perkara nomor
Membuat surat
pengantar
pengembalian
berkas Perkara PK
yang tidak
memenuhi  syarat
formil ke PN
Pengaju
~— 13



Pelaksana

Ket

Mutu Baku
No Uraian Prosedur operator Pranata | Persyarata
n/ Wak
Panmud | Koordinator STAFF Perlengka | tu Output
Pidana pan
8 Mengkoreksi dan Draft Relas |1 hariRelas
membubuhi  paraf pemeberita pemeberita
surat pemberitahuan Ya ] ~ huan huan
(relaas) dan Tidak T nomor nomor
pengembalian \/
Berkas Perkara PK
yang tidak
memenuhi syarat
formil
9. | Menandatangani Draft Relas |4 JamRelas
surat pemberitahuan y pemeberitah pemeberita
(relaas) dan uan nomor huan
pengembalian nomor
Berkas Perkara PK
yang tidak
memenuhi syarat
formil
10. | - Mengirim surat Relas 4 JamRelas
pemberitahuan pemeberitah pemeberita
(relaas)kePengadil A uan nomor huan
an pengaju dan nomor
Para Pihak
- Mengirim surat
pengembalian dan
Berkas Perkara
PK kepengadilan
pengaju
11. | Mencetak Advisblad Komputer, |4 Jam| Advisbla
perkara PK yang Printer d
sudah diregister
A
12. | Mengkoreksi dan Advisblad [l hari| Advisbla
membubuhi paraf YA /\ Tidak d
Advisblad  perkara
P A4
13. | Menandatangani v Advisblad 4 Jam| Advisbla
advisblad yang d
sudah dikoreksi dan
diparaf
14. | Menyiapkan Komputer, |4 Jam| Memora
Memorandum ke v Printer ndum
Ketua MA  untuk
Penetapan Majelis:
1.Memo Penetapan
2.Memo sesuai dg SK ¥
14




No

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Panmud
Pidana

Koordinator STAFF

operator

Pranata

Persyarata
n/
Perlengka
pan

Wak
tu

Output

15.

Mengkoreksi dan

Memorandu

1 hari

Memora
ndum

membububhi paraf m
Memorandum ke
Ketua MA untuk
Penetapan  Majelis
yang memeriksa
berkas PK

YA Tidak

16.

Menandatangani Memorandu

Memorandum ke m
Ketua MA untuk
Penetapan  Majelis
yang memeriksa
berkas PK:

1.Memo Penetapan
2.Memo sesuai dg
SK

Memora
ndum

4 Jam

-

Prosedur / Deskripsi :

NooorwNPE

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Menerimaberkas PK dari Direktorat Pranata
meneliti kelengkapan berkas PK sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik

Menetapkan status kelengkapan berkas PK
Mencatat dan memberikan nomor perkara PK dalam buku register

Menginput data perkara PK ke aplikasi SIAP
Menyiapkan berkas Perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan Menggandakan bundel B
- Membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara
- Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
Mengkoreksi dan membubuhi paraf surat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara PK yang
tidak memenuhi syarat formil
Menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara PK yang tidak memenuhi syarat
formil
- Mengirim surat pemberitahuan (relaas)kePengadilan pengaju dan Para Pihak
- Mengirim surat pengembalian dan Berkas Perkara PK kepengadilan pengaju
Mencetak Advisblad perkara PK yang sudah diregister
Mengkoreksi dan membubuhi paraf Advisblad perkara PK
Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf
Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis:
1.Memo Penetapan
2.Memo sesuai dg SK
Mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas
PK
Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas PK:
1.Memo Penetapan
2.Memo sesuai dg SK

15




MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 06/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Penetapan Kamar dan
Penetapan Majelis
Nama SOP Penanganan Perkara
Peninjauan Kembali
Pidana

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

- SOP Registrasi
- SOP Panmud Kamar

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

16




Pelaksana Mutu Baku Ket.
. . Kasubbag Ketua Panitera
No | Uraian Prosedur Panitera
TU Kamar Muda Persyaratan/
Muda L Waktu | Output
. Pimpinan KMA Kamar | Perlengkapan
Pidana
A
1 | Mengirim Memo Memorandum | 4 jam | Memor
Distribusi ke ' andum
Ketua MA untuk
Penetapan
Kamar yang
Mengadili
Perkara
2 Mengagendakan Memorandum 2 Jam | Memor
dan Mengajukan andum
Memo Penetapan
Kamar
3 | Menunjuk Kamar Surat 4 Jam | Surat
Penanganan A Penetapan Peneta
Perkara penunjukan pan
Hakim penun)
ukan
Hakim
4 Menginput data Lembaran 3 hari | Lembar
penunjukan advisblad dan an
Kamar ke SIAP memorandum advisbl
dan Mengirim distribusi ad dan
Disposisi memor
andum
distribu
Si
5 Menerima ! Surat _ 4 Jam | Lembar
Disposisi Penunjukan an
penunjukan Majelis Hakim advisbl
Kamar dan ad
Menunjuk Majelis
Hakim
6 Penunjukan Y Lembaran 4 Jam
Panitera Penetapan
Pengganti
7 Menerima | 4 Jam
Penunjukan é
Majelis Hakim
dan Panitera
Pengganti

Prosedur / Deskripsi :

Nogkrwdbr

Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara
Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar

Menunjuk Kamar Penanganan Perkara
Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi
Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim
Penunjukan Panitera Pengganti

Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

17




MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 07/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014
Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera
Distribusi Berkas Perkara
Nama SOP Peninjauan Kembali
Pidana

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

el N

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Panitera Staf Ket Panitera Persyaratan/ Wakiu output
Muda M:j(l;l?s Pengganti | Perlengkapan P
1 | Menerima Buku 4 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Ekspedisi Terima
Hakim
2 Melengkapi i‘;”_“ i 1 Hari
berkas dengan viesblad,
Adviesblad, Map Berkas,
Penetapan Buku Bantu,
Majelis Hakim 2ukl_1
L . egister,
e Menulis |d_ent|tas > Aplikasi SIAP
perkara di
sampul berkas
¢ Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menyerahkan Berkas Bundel | 1 Hari Berkas
berkas perkara A dan Bundel Bundel A
B (asli) dan 2 dan
rangkap Bundel B
Bundel B
(copy)
4| Meng-update data Lembaran 4 Jam Ter-
dalam buku register advisblad update
dan SIAP nya
tanggal
distribusi

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

Menerima penetapan Majelis Hakim

- Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim
- Menulis identitas perkara di sampul berkas

- Memilah berkas sesuai Majelis Hakim

Menyerahkan berkas perkara

Meng-update data dalam buku register dan SIAP
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

08/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan Peninjauan
Kembali

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

1. SOP Panmud Kamar

Peringatan

Jika SOPiIni tidak dilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Banitora Persyaratan/ Ket.
Koordinator Muda Staf PP Perlengkapan Wakw | Output
Perkara
1 | Menerima dan ¢ Berkas 4 Jam Putusa
memeriksa ( } Perkara n dan
kelengkapan salinan Bundel A Berkas
putusan dan berkas dan Bundel Perkara
perkara B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
2 | Mengoreksi dan X o Berkas 2 hari Salinan
mencocokkan salinan \ Tidak Perkara Putusa
putusan dengan asli / Bundel A n
putusan dan Bundel
B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
Ya e Lembar
Quality
Control
3 | Melakukan otentikasi v Salinan 2 hari Salinan
(pembubuhan paraf Putusan Resmi
dan stempel) salinan Putusa
putusan n
4 | Membuat konsep surat Draft Surat 1 hari Draft
pengantarpengiriman > Pengantar / Surat
berkas / relaas » Relaas Pengan
pemberitahuan Tida Pemberitahua tar
putusan ke Pengadilan n
Pengaju
5 Mengoreksi dan Draft Surat 1 hari Draft
membubuhi paraf pada \4 Pengantar / Surat
surat pengantar / relas /‘ Relaas Pengan
pemberitahuan Pemberitahua tar
putusan Ya n
6 Menandatangani surat Draft Surat 1 hari Draft
pengantar / relas > Pengantar / Surat
pemberitahuan Relaas Pengan
putusan Pemberitahua tar
n
7 e Menggandakan - ATK _ 3 hari Salinan
salinan putusan - Check list Putusa
o Menijilid Salinan - Salinan n
Putusan A Putusan
. . . - Berkas
o Memberikan |den_t|tas Perkara
pada sampul Salinan
Putusan
e Melakukan Check i
List kelengkapan
Bundel A
21




ke Pengadilan
Pengaju

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Banitora Persyaratan/ Ket.
Koordinator Muda Staf PP Perlengkapan Waktu | Output
Perkara
Memasukan Salinan
Putusan dan Bundel
A ke dalam amplop ~—
Menuliskan alamat
penerima pada
amplop
Menulis Buku
Ekspedisi
8 Mengarsipkan Asli - ATK 2 hari FORM
Putusan dan Bundel - Check list X5
B Berkas Perkara - Salinan
. Putusan
Mengirim Bundel A Y
dan Salinan Putusan (: - Berkas
Perkara

Prosedur / Deskripsi :
Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara

1
2
3.
4,
5
6
7

Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan

Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan

Membuat konsep surat pengantarpengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
Mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan

Menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan

Menggandakan salinan putusan

Menijilid Salinan Putusan
Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan
Melakukan Check List kelengkapan Bundel A

emasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop

Menuliskan alamat penerima pada amplop

Menulis Buku ekspedisi

Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara

Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

09/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Registrasi Perkara Kasasi
Tahanan Pidana

SOP REGISTRASI PERKARA KASASI TAHANAN PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

. Peraturan Presiden Nomor

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I1I/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

N

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Komputer

- Jaringan Internet

- Buku register
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

SOP Pratalak

SOP Penelahaan berkas

SOP Penetapan Kamar dan Penetapan
Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan
Pidana Khusus

- Check list
- Buku register

- Sistem informasi

- Buku bantu

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. YM
No Uraian Prosedur Panmud |Koordin oper Ketua |Persyaratan/
) STAF Pranata Waktu | Output
Pidsus ator ator Kamar |Perlengkapan
Kasasi Pidana
1. | Menerima berkas Kasasi Berkas 1Jam | Berkas
dari Direktorat Pranata perkara, perkara
(: ekspedisi
2. | Meneliti kelengkapan Berkas 4 Jam | Berkas
berkas Kasasi sesuai perkara perkara
dengan checkilist,
termasuk kelengkapan
dokumen elektronik
3. | Menetapkan status Berkas 1 hari | Berkas
kelengkapan berkas \ perkara perkara
Kasasi / Tidak
4. | Mencatat dan Berkas 4 Konsep/
memberikan nomor perkara, Jam | tindasa
perkara Kasasi dalam > | Buku n
buku register YA register
5. | Menginput data perkara Konsep / 4 Data
Kasasi ke aplikasi SIAP Tindasan, Jam | Website
Komputer, SIAP
Jaringan
Internet
6. |- Menyiapkan berkas Mesin 5 hari |2
Perkara Kasasi yang Fotocopy, eksemplar
tidak memenuhi syarat berkas Fotocopy,
formil ke PN Pengaju M berkas
- Menggandakan bundel
B
7. |- Membuat surat Komputer, 3 Draft
pemberitahuan (relaas) Printer Jam |relaas,
berkas perkara surat
- Membuat surat pengantar
pengantar pengemba
pengembalian berkas | lian
Perkara Kasasi yang berkas
tidak memenuhi syarat
formil ke PN Pengaju
8. Mengkoreksi dan Draft 2 jam |Draft
membubuhi paraf surat ) relaas, relaas,
pemberitahuan (relaas) \ Tidak surat surat
dan surat pengantar pengantar pengantar
pengembalian  Berkas pengembal pengemba
Perkara Kasasi yang ian berkas lian
tidak memenuhi syarat YA berkas
formil

{
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. YM

No Uraian Prosedur Panmud |Koordin oper Ketua |Persyaratan/

) STAF Pranata Waktu | Output
Pidsus ator ator Kamar |Perlengkapan
Kasasi Pidana

9. | Menandatangani  surat Draft 2 Relaas,
pemberitahuan  (relaas) relaas, Jam |surat
dan surat pengantar surat pengantar
pengembalian Berkas pengantar pengemba
Perkara Kasasi yang N pengembal lian
tidak memenuhi syarat ian berkas berkas
formil serta sudah diparaf

10. + Mengirim surat Relaas, 4 Bukti
pemberitahuan (relaas) surat Jam |pengirima
ke Pengadilan pengaju pengantar n relaas
dan para pihak pengembali dan
F Mengirim surat an berkas, pengemba,
pengantar berkas lian
pengembalian dan berkas
Berkas Perkara Kasasi
yang tidak memenuhi
syarat formil ke
Pengadilan pengaju

11. | Mencetak Advisblad Komputer, 3 Advisbl
perkara Kasasi yang Printer Jam ad
sudah diregister -

12. | Mengkoreksi dan 4 Advisblad 2 Advisbl
membububhi paraf </ Jam ad
Advisblad perkara Kasasi \ / I

13. | Menandatangani Advisblad 2 Advisbl
advisblad yang sudah Jam ad
dikoreksi dan diparaf YA

14. + Membuat surat Komputer, | 4 Draft
penetapan perpanjangan Printer Jam surat
penahanan penetap
- Membuat Memorandum an
pengajuan penetapan R perpanj
penahanan o angan
- Membuat surat penaha
pengantar pengiriman nan
penetapan  penahanan
kepada PN Pengaju dan
para pihak

15. |Mengkoreksi surat Draft surat | 3 Draft surat
penetapan perpanjangan L penetapan | Jam |penetapan
penahanan dan perpanjang perpanjan
membubuhi  paraf pada an gan
memorandum pengajuan Tidak penahanan penahana
penetapan penahanan YA n
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. YM
No Uraian Prosedur Panmud |Koordin oper Ketua |Persyaratan/
) STAF Pranata Waktu | Output
Pidsus ator ator Kamar |Perlengkapan
Kasasi Pidana
16. | Memberikan paraf surat Draft surat | 2 Draft surat
penetapan perpanjangan penetapan | Jam |penetapan
penahanan dan perpanjang perpanjan
menandatangani an gan
memorandum pengajuan penahanan penahana
penetapan penahanan n
17 | Menandatangani surat Draft surat surat
penetapan perpanjangan penetapan penetapan
penahanan perpanjang perpanjan
an gan
penahanan penahana
n
18 | Menerima surat surat 2 surat
penetapan perpanjangan penetapan | Jam penetap
penahanan yang sudah perpanjang an
ditandatangani dan an perpan;j
mengkoreksi serta penahanan angan
membubuhi paraf surat , Surat penaha
pengantar pengiriman pengantar nan,
penetapan penahanan surat
kepada PN Pengaju dan pengant
para pihak ar
19 | Menandatangani surat surat 2 surat
pengantar pengiriman penetapan | Jam penetap
penetapan penahanan perpanjang an
kepada PN Pengaju dan an perpanj
para pihak penahanan angan
, Surat penaha
pengantar nan,
surat
pengant
ar
20 Menerima surat surat 1 Hari |Bukti
penetapan perpanjangan penetapan pengirima
penanahanan untuk perpanjang n
dikiim ke PN Pengaju an penetapan
dan para pihak serta ke penahanan penahana
dalam berkas Perkara > , Surat n, buku
Kasasi yang akan pengantar, ekpedisi,
didistribusi ke Majelis Memorand Memoran
Menyiapkan um, dum
Memorandum ke Ketua Komputer,
MA untuk Penetapan Printer
Majelis
~
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. YM
No Uraian Prosedur Panmud |Koordin oper Ketua |Persyaratan/
) STAF Pranata Waktu | Output
Pidsus ator ator Kamar |Perlengkapan
Kasasi Pidana
21. | Mengkoreksi dan Memorandu | 2 Memora
membububhi paraf ‘ A m Jam ndum
Memorandum ke Ketua
MA untuk Penetapan
Majelis yang memeriksa Tidak
berkas Kasasi
22. | Menandatangani Memorandu | 2 Memora
Memorandum ke Ketua | YA m Jam ndum
MA untuk Penetapan h 4
Majelis yang memeriksa O
berkas Kasasi

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

L

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Panmud Pidsus menerima berkas Kasasi dari Direktorat Pranata

Koordinator Kasasi meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen
elektronik

Panmud Pidsus menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi

Staf mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register

Operator menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP

Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan Menggandakan bundel B
sebanyak 2 examplar

Operator membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian berkas
Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju

Koordinator Kasasi mengkoreksi dan membubuhi paraf surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian
Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil

Panmud Pidsus menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Kasasi
yang tidak memenuhi syarat formil serta sudah diparaf

Staf mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan Pengaju dan para pihak dan mengirim surat pengantar
pengembalian dan Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke Pengadilan pengaju

Operator mencetak Advisblaad perkara Kasasi yang sudah diregister

Koordinator Kasasi mengkoreksi dan membubuhi paraf Advisblad perkara Kasasi

Panmud Pidsus menandatangani advisblaad yang sudah dikoreksi dan diparaf

Operator Tahanan membuat surat penetapan perpanjangan penahanan dan membuat Memorandum pengajuan penetapan
penahanan serta membuat surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak
Koordinator Kasasi mengkoreksi surat penetapan perpanjangan penahanan dan membubuhi paraf pada memorandum
pengajuan penetapan penahanan

Panmud Pidsus memberikan paraf surat penetapan perpanjangan penahanan dan menandatangani memorandum
pengajuan penetapan penahanan

Yang Mulia Ketua Kamar Pidana menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan

Koordinator Kasasi menerima surat penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani dan mengkoreksi
serta membubuhi paraf surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak

Panmud Pidsus menandatangani surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak
Staf Menerima surat penetapan perpanjangan penanahanan untuk dikirim ke PN Pengaju dan para pihak serta ke dalam
berkas Perkara Kasasi yang akan didistribusi ke Majelis serta menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan
Majelis

Koordinator Kasasi mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang
memeriksa berkas Kasasi

Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 10/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Penetapan Kamar dan
Penetapan Majelis
Penanganan Perkara
Kasasi Tahanan Pidana

Nama SOP

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA KASASI TAHANAN
PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi Kasasi Tahanan
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan

Peringatan

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pengganti

Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Panitera | Kasubbag Ketua Panitera
No | Uraian Prosedur Muda TU Kamar Muda Persyaratan/
Pidana | Pimpinan KMA | pidana | Kamar | Perlengkapan Waktu | Output
Khusus A Pidana
1 | Mengirim Memo Memorandum | 4 jam | Memor
Distribusi ke G andum
Ketua MA untuk
Penetapan
Kamar yang
Mengadili
Perkara Kasasi
2 Mengagendakan Memorandum 4 Jam | Memor
dan Mengajukan andum
Memo Penetapan
Kamar Pidana
3 | Menunjuk Kamar Surat 4 Jam | Surat
Penanganan A Penetapan Peneta
Perkara Kasasi penunjukan pan
Hakim penun)
ukan
Hakim
4 Menginput data Lembaran 4 Jam | Lembar
penunjukan advisblad dan an
Kamar ke SIAP memorandum advisbl
dan Mengirim distribusi ad dan
Disposisi memor
andum
distribu
si
5 Menerima . Surat _ 1 Hari | Lembar
Disposisi Penunjukan an
penunjukan Majelis Hakim advisbl
Kamar dan ad
Menunjuk Majelis
Hakim
6 Menunjuk Lembaran 4 Jam | Lembar
Panitera Penetapan an
Pengganti Peneta
pan
7 Menerima . Per.1eFapan . 4 Jam | Peneta
Penunjukan é Majelis Hakim pan
Majelis Hakim Majelis
dan Panitera Hakim

Prosedur / Deskripsi :
Panitera Muda Pidana Khusus mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang
Mengadili Perkara;

1.

N

Nogakw

Kasubbag TU Pimpinan A mengagendakan dan mengajukan memo Penetapan Kamar Pidana kepada YM

KMA RI

YM KMA RI menunjuk Kamar Penanganan Perkara Kasasi

Kasubbag TU Pimpinan A menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi
YM Ketua Kamar Pidana menerima Disposisi penunjukan Kamar dari YM KMA dan menunjuk Majelis Hakim
Panitera Muda Kamar Pidana menunjuk Panitera Pengganti

Panitera Muda Pidana Khusus menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 11/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara

Nama SOP Kasasi Tahanan Pidana

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI TAHANAN PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis
Penanganan Perkara Kasasi Tahanan
- SOP Penetapan Hari Muscap

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)

30




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Panitera Staf Persyaratan/ Ket.
Muda Ketua Perlengkapan Waktu Output
Pidsus Majelis
1 Menerima Buku Ekspedisi 2 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Terima
Hakim
2 | Melengkapi Form penyerahan | 1 Hari Berkas
berkas dengan berkas, Kasasi
Adviesblad, Adviesblad,
Penetapan Penetapan Majelis
Majelis Hakim, ! Hakim, Penetapan
penetapan Penahanan, Map
penahanan dan Berkas, Buku
surat lainnya Bantu, Berkas
- Menulis identitas Kasasi
perkara dan
inisial Majelis
Hakim di sampul
berkas
- Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menerima distribusi Berkas Bundel A 1 Hari Berkas
berkas Perkara dan Bundel B Perkara
Kasasi (asli) dan 2 Kasasi
rangkap Bundel B Tanda
(copy) Terima
penyerahan
berkas
4| Meng-update data Buku Register, 4Jam | Ter-
dalam buku register Aplikasi SIAP, update
dan SIAP Tanda Terima nya
penyerahan tanggal
berkas distribusi
5 | Menerima laporan Tanda Terima 2 Jam Taqda
distribusi berkas penyerahan Terima
Kasasi berkas penyeraha
n berkas
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Prosedur / Deskripsi :
1. Panitera Muda Pidsus menerima penetapan Majelis Hakim;

2. Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang akan didistribusikan ke Majelis Hakim meliputi
memasukkan adviesblad, penetapan Majelis Hakim, penetapan penahanan dan surat-surat lainnya jika
ada untuk dimasukkan kedalam berkas, kemudian menuliskan identitas perkara dan inisial Majelis
Hakim ke sampul berkas serta memilah berkas sesuai dengan Majelis Hakim yang didistribusikan;

3. Setelah berkas sudah lengkap kemudian Ketua Majelis Hakim menerima distribusi berkas Perkara
Kasasi;

Staf Meng-update data tanggal distribusi dalam buku register dan SIAP;

Panitera Muda Pidsus menerima laporan distribusi berkas yang sudah dikirim ke Ketua Majelis.

a s
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 12/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan Perkara Kasasi
Tahanan Pidana

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PERKARA KASASI TAHANAN
PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;
Keputusan  Sekretaris  Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4, S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Keterkaitan :

- SOP Minutasi Berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana

Mutu Baku

No Uraian Prosedur - Persvaratan / Ket.
Koordinator Panitera PP y Waktu | Output
Staf Kasasi Muda Perlengkapan
Pidsus
1 | Menerima dan e Berkas 4 Jam Putusa
rkn?merli(ksa i Perkara n dan
elengkapan salinan
putusan dan berkas (:j cE;undeI A Berkas
Perkara Kasasi an Bundel Perkara
B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan

2 Mengoreksi dan e Berkas 1 Hari Salinan
mencocokkan salinan Perkara Putusa
putusan dengan asli Bundel A n
putusan Perkara dan Bundel
Kasasi Y B

\ Tidak .
e Salinan
/ Putusan
e Asli Putusan
e Lembar
Quality
Ya Control

3 | Melakukan otentikasi Salinan 1 Hari Salinan
(pembubuhan paraf Putusan Resmi
dan stempel) salinan Putusa
putusan Perkara n
Kasasi

4| Membuat konsep surat Komputer, 4 Jam | Draft
pengantar pengiriman Printer Surat
berkas / relaas < Pengan
pemberitahuan tar
putusan ke Pengadilan Tidak
Pengaju

5 | Mengoreksi dan Draft Surat 4Jam | Draft
membubuhi paraf pada Pengantar Surat
surat pengantar / relas Pengan
pemberitahuan > tar
putusan Perkara v
Kasasi @

6 Menandatangani surat Draft Surat 4 Jam Surat
pengantar / relas Pengantar Pengan
pemberitahuan R tar
putusan Perkara
Kasasi

[ Menggandakan e Berkas 10 Hari Tan.da
salinan putusan Perkara Terima
- Menjilid Salinan Bundel A Pos,
Putusan dan Bundel Data
-Memberikan identitas ( )< B Websit
pada sampul Salinan e Salinan e SIAP,
Putusan Putusan Arsip

- Melakukan Check List
kelengkapan Bundel A

-Memasukan Salinan
Putusan dan Bundel A

e Asli Putusan
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No

Pelaksana Mutu Baku

Uraian Prosedur Pani Persvaratan / Ket.
Koordinator anitera PP Y Waktu | Output
Staf K . Muda Perlengkapan
asasi :
Pidsus

ke dalam amplop

- Menuliskan alamat
penerima pada
amplop

- Menulis Buku
Ekspedisi

-Mengarsipkan Asli
Putusan dan Bundel B
Berkas Perkara

- Mengirim Bundel A
dan Salinan Putusan
ke Pengadilan
Pengaju

Prosedur / Deskripsi :

1.

2.
3.

No

Staf menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas Perkara Kasasi yang dikirim oleh
Majelis;

Koordinator Kasasi mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan Perkara Kasasi;
Panitera Muda Pidana Khusus melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan Perkara
Kasasi;

Staf membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan
Pengaju;

Koordinator Kasasi mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
Perkara Kasasi;

Panitera Muda Pidana Khusus menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara Kasasi
Staf menyiapkan Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju dan mengarsipkan Asli Putusan dan
Bundel B Berkas Perkara
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

13/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Registrasi Perkara Grasi

Nama SOP Pidana

SOP REGISTRASI PERKARA GRASI PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

N

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana

Ket

Mutu Baku
No Uraian Prosedur operator Pranata | Persyarata
n/ Wak
Panmud | Koordinator STAFF Perlengka | tu Output
Pidana pan
1. Menerima berkas Berkas 2 Jam Berkas
Grasi dari Direktorat perkara, perkara
Pranata C) ekspedisi
2. | Meneliti kelengkapan Berkas 2 Jam| Berkas
berkas Grasi sesuai perkara perkara
dengan checklist,
termasuk
kelengkapan
dokumen elektronik
3 Menetapkan status & Berkas 4 Jam
kelengkapan berkas \ Tidak perkara
Grasi / N
4, Mencatat dan Berkas 2 Jam| Konsep
memberikan nomor perkara, relas
perkara Grasi dalam VA Buku nomor
buku register register
5. | Menginput data Konsep / 4 Jam Data
perkara Grasi ke Tindasan, Website
aplikasi SIAP Komputer SIAP
6. Menyiapkan Mesin 1 hari | 2
berkas Perkara Fotocopy eksempla
Grasi yang tidak r
memenuhi  syarat Fotocopy
formil ke PN
Pengaju
Menggandakan
bundel B
7. Membuat surat Komputer, |4 JamRelas
pemberitahuan Printer pemeberitg
(relaas) berkas huan
perkara nomor
Membuat surat
pengantar
pengembalian
berkas Perkara
Grasi yang tidak
memenuhi  syarat
formil ke PN
Pengaju
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Pelaksana

Ket

Mutu Baku
No Uraian Prosedur operator Pranata | Persyarata
n/ Wak
Panmud | Koordinator STAFF Perlengka | tu Output
Pidana pan

8 Mengkoreksi dan Draft Relas {4 Jam|Relas
membubuhi  paraf pemeberita pemeberita
surat pemberitahuan Ya ~ huan huan

Tidak
(relaas) dan T nomor nomor
pengembalian \/
Berkas Perkara
Grasi yang tidak
memenuhi syarat
formil

9. | Menandatangani Draft Relas |2 JamRelas
surat pemberitahuan pemeberitah pemeberita
(relaas) dan uan nomor huan
pengembalian nomor
Berkas Perkara
Grasi yang tidak
memenuhi syarat
formil

10. | - Mengirim surat Relas 2 Jam|Relas

pemberitahuan pemeberitah pemeberita
(relaas)kePengadil uan nomor huan

an pengaju dan nomor
Para Pihak

- Mengirim surat

pengembalian dan

Berkas Perkara ke

Pengadilan

pengaju

11. | Mencetak Advisblad Komputer, |2 Jam| Advisbla
perkara Grasi yang Printer d
sudah diregister

12. | Mengkoreksi dan Advisblad @4 Jam| Advisbla
membububhi paraf YA /\ Tidak d
Advisblad  perkara
Grasi \/

13. | Menandatangani v Advisblad |2 Jam| Advisbla
advisblad yang d
sudah dikoreksi dan
diparaf

14. | Menyiapkan Komputer, [2 Jam| Memora
Memorandum ke J' Printer ndum
Ketua MA  untuk
Penetapan Majelis
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur operator Pranata | Persyarata
n/ Wak
Panmud | Koordinator STAFF Perlengka | tu Output
Pidana pan
15. | Mengkoreksi dan Memorandu 4 Jam| Memora
membubuhi paraf m ndum
Memorandum ke
Ketua MA untuk YA Tidak
Penetapan  Majelis
yang memeriksa
berkas Grasi
16. | Menandatangani Memorandu 2 Jam| Memora
Memorandum ke m ndum
Ketua MA untuk h 4
Penetapan  Majelis < >
yang memeriksa
berkas Grasi

Prosedur / Deskripsi :

1.

SEGIESEREN

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Menerima berkas Grasi dari Direktorat Pranata

Meneliti kelengkapan berkas Grasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
Menetapkan status kelengkapan berkas Grasi

Mencatat dan memberikan nomor perkara Grasi dalam buku register

Menginput data perkara Grasi ke aplikasi SIAP

- Menyiapkan berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju

- Menggandakan bundel B

- Membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara

- Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
Mengkoreksi dan membubuhi paraf surat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara Grasi yang
tidak memenuhi syarat formil

Menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi
syarat formil

- Mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan pengaju dan Para Pihak

- Mengirim surat pengembalian dan Berkas Perkara ke Pengadilan pengaju

Mencetak Advisblad perkara Grasi yang sudah diregister

Mengkoreksi dan membubuhi paraf Advisblaad perkara Grasi

Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf

Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis

Mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas
Grasi

Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Grasi
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 14/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Penetapan Kamar dan
Penetapan Majelis
Penanganan Perkara Grasi
Pidana

Nama SOP

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA GRASI PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/111/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

e

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

- SOP Registrasi
- SOP Panmud Kamar

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Kasubba Persyarata
N Uraian Prosedur Panitera g Y
° Muda U n Waktu Output
STAF . Pimpinan KMA | perlengka P
Pidana
A pan
1. | Mengirim Memo Memorand | 1 Jam | Memorandu
Distribusi ke ' um m
Ketua MA untuk
Penetapan Hakim
Agung yang
Mengadili Perkara
2. Mengagendakan Memorand | 2 Jam | Memorandu
dan Mengajukan um m
Memo Penetapan
Hakim Agung
3 | Menunjuk Hakim Surat 4 Jam | Surat
Agung Penanganan A Penetapan Penetapan
Perkara penunjuka penl_Jnjukan
n Hakim Hakim
4. | Mengirim Memo Memorand | 1 Jam | Memorandu
setelah mendapat Y um m
disposisi
Ekspedisi
5. | Menerima Memo v Memorand | 1 Jam | Memorandum
disposisi um
Ekspedisi
6. | Membuat Memo & Memorand | 2 Jam | Lembaran
Draft Penetapan I um Penetapan
Lembaran
Penetapan
7- | Mengirim Memo & Memorand | 1 Jam | Lembaran
Draft Penetapan um Penetapan
Ekspedisi
8. | Menerima & . Memorand | 2 Jam | Lembaran
Mengagendakan um Penetapan
Memo & Draft
Penetapan Ekspedisi
9. | Tanda tangan Draft \4 Draft 4 Jam | Lembaran
Penetapan Penetapan Penetapan
10 Mengirim Draft 1jam | Lembaran
Penetapan Penetapan Penetapan
Ekspedisi
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11 Draft Lembaran

Menerima
Penetapan | Penetapan Penetapan
Ekspedisi

Prosedur / Deskripsi :

Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim Agung yang Mengadili Perkara
Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Hakim Agung
Menunjuk Hakim Agung Penanganan Perkara

Mengirim Memo setelah mendapat disposisi

Menerima Memo disposisi

Membuat Memo & Draft Penetapan

Mengirim Memo & Draft Penetapan

Menerima & Mengagendakan Memo & Draft Penetapan

. Tanda tangan Draft Penetapan

10. Mengirim Penetapan

11. Menerima Penetapan

CoNoA~LONE
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Nomor SOP 15/PAN/OT.01.3/10/2017

MAHKAMAH AGUNG RI Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014
. Tanggal Revisi 25 September 2017
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI -
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Jakarta 10010 Disahkan oleh Panitera
Nama SOP Distribusi Berkas Perkara

Grasi Pidana

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA GRASI PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang S-1 Hukum
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah S-2 Hukum

S-1 Komputer
S-2 Komputer

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

PN PE

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman Peralatan/Perlengkapan :

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik

Indonesia. - BukuBantu
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik - Buku Register
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang - Komputer

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan - Jaringan Internet
Mahkamah Agung Republik Indonesia. - Aplikasi SIAP

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 - Berkas Perkara
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar - ATK

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31

desember 2014 tentang jangka waktu Pencatatan dan pendataan:
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku

Ket.

No Uraian Prosedur Panitera Staf Ket Panitera Persyaratan/ Waktu Outout
Muda Maej(l;lziis Pengganti | Perlengkapan P
1 | Menerima Buku 4 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Ekspedisi Terima
Hakim
2 e Melengkapi Form 1 Hari
berkas dengan Adviesblad,
Adviesblad, Map Berkas,
Penetapan Buku Bantu,
Majelis Hakim Buku
.. . Register,
* pMeiﬂglrlz :jdientltas g Aplikasi SIAP
sampul berkas
e Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menyerahkan Berkas Bundel | 1 Hari Berkas
berkas perkara A dan Bundel Bundel A
B (asli) dan 2 dan
rangkap Bundel B
Bundel B
(copy)

4 Meng-update data Lembaran 4 Jam Ter-
dalam buku register advisblad update
dan SIAP nya

tanggal
distribusi

Prosedur / Deskripsi :

1. Menerima penetapan Majelis Hakim

2. - Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim
- Menulis identitas perkara di sampul berkas
- Memilah berkas sesuai Majelis Hakim

3. Menyerahkan berkas perkara

4. Meng-update data dalam buku register dan SIAP
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 16/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas dan
Keppres Perkara Grasi
Pidana

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS DAN KEPPRES PERKARA GRASI PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;

6.Keputusan Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/II1/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Keterkaitan :

- SOP Minutasi Berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Bani Persvaratan |
Koordinator anitera ¥ Waktu | Output
Staf PK dan Grasi Muda Perlengkapan
Pidsus
1 | Menerima Keppres dan e Berkas 4 Jam Berkas
berkas Perkara Grasi ( _): Grasi Grasi,
dari Kemsetneg « Keppres Keppres
2| Meneliti dan « Berkas 1Hari | Berkas
memberikan disposisi tidak Grasi Grasi,
untuk mengirimkan / e Keppres Keppre
Keppres dan berkas > s
Grasi ke Pengadilan \
Pengaju
3 | Membuat konsep surat - Ya Komputer, 4 Jam | Draft
pengiriman berkas Pl Printer Surat
Grasi kepada D Pengan
Pengadilan Pengaju tar
4 Mengoreksi dan idak Draft Surat 4 Jam Draft
membubuhi paraf pada / Pengantar Surat
konsep surat > Pengan
pengiriman berkas \ tar
Grasi kepada
Pengadilan Pengaju
5 | Menandatangani ‘A Draft Surat 4 Jam | Surat
konsep surat Pengantar Pengan
pengiriman berkas —> tar
Grasi kepada
Pengadilan Pengaju
6 |-Melakukan Check List * Surat 11 Hari | Tanda
kelengkapan Berkas Pengantar Terima
Grasi e Keppres Pos,
-Menerima, o Berkas Data
menyiapkan dan Grasi Websit
Mengirim surat Q e SIAP,
pengantar pengiriman, Arsip
Berkas Grasi dan
Keppres ke
Pengadilan Pengaju
- Mengarsipkan FC
Surat Permohonan
Grasi, FC Surat Kuasa
Khusus, FC Putusan
Terakhir, FC Surat
Keterangan LP dan
FC Akta Permohonan
Grasi

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

3.

Staf menerima Keppres dan berkas Perkara Grasi dari Kemsetneg;

Panitera Muda Pidsus meneliti dan memberikan disposisi untuk mengirimkan Keppres dan berkas Grasi ke
Pengadilan Pengaju

Staf Membuat konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju;

Koordinator PK dan Grasi Mengoreksi dan membubuhi paraf pada konsep surat pengiriman berkas Grasi
kepada Pengadilan Pengaju;

Panitera Muda Pidsus menandatangani konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju;
Staf menyiapkan Berkas Grasi untuk di kirimkan ke Pengadilan Negeri Pengaju dan mengarsipkan fotocopy
berlas arasi.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 17/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara dan Surat
Pertimbangan KMA Grasi
Pidana

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SURAT PERTIMBANGAN KMA GRASI PIDANA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/111/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4, S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Keterkaitan :

1. SOP Panmud Kamar

Peringatan

Jika SOPini tidak dilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
I . Panitera pp Persyaratan/ Wakiu | Outout Ket.
Koordinator Muda Staf Perlengkapan P
Perkara
Menerima dan ¢ Berkas 4 Jam Putusa
memeriksa ( ) Perkara n dan
kelengkapan salinan Bundel A Berkas
putusan dan berkas dan Bundel Perkara
perkara B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
Menyalin/Menyadur e Surat Kop 1 hari Surat
Pendapat Hakim \ 4 Garuda Pertima
Agung ke Lembar Kop Emas bngan
Garuda Emas . o Advisblad KMA
Mengoreksi dan paraf \ Ya e Draft Surat
Surat Pertimbangan Pertimbngan Eertlma
KMA 4 KMA ngan
Tidak \/ . KMA
e Advisblad
Membuat konsep surat Draft Surat 4 Jam Draft
pengantar pengiriman Pengantar / Surat
berkas Ke Sekneg \ Relaas Pengan
Pemberitahua tar
n
Mengoreksi dan 4 Draft Surat 1 hari Draft
membubuhi paraf pada \ Pengantar / Surat
surat pengantar / ) Relaas Pengan
pengiriman berkas Ke Tidak Pemberitahua tar
Sekneg Ya n
Menanda’[angani surat Draft Surat 1 hari Draft
pengantar pengiriman » Penganta Surat
berkas Ke Sekneg Pengan
tar
e Melakukan Check - ATK 2 hari Salinan
List kelengkapan - Check list Putusa
Bundel A - Salinan n
e Memasukan Salinan A Putusan
Putusan dan Bundel - Berkas
A ke dalam amplop Perkara
e Menuliskan alamat
penerima pada
amplop
e Menulis Buku
Ekspedisi
e Mengarsipkan - ATK _ 1 hari FORM
Fotocopy Bundel B A 4 - Check list X5
Berkas Perkara ( ) - Salinan
e Mengirim Bundel A Putusan
dan B Surat - Berkas
Pertimbangan KMA Perkara
ke Sekneg
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Prosedur / Deskripsi :

Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara
Menyalin/Menyadur Pendapat Hakim Agung ke Lembar Kop Garuda Emas
Mengoreksi dan paraf Surat Pertimbangan KMA

Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg
Mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg
Menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg

- Melakukan Check List kelengkapan Bundel A

- Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop

- Menuliskan alamat penerima pada amplop

- Menulis Buku Ekspedisi

8. - Mengarsipkan Fotocopy Bundel B Berkas Perkara

- Mengirim Bundel A dan B Surat Pertimbangan KMA ke Sekneg

Nogak wbhrE
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PANITERA MUDA
PIDANA KHUSUS



MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 18/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara

Nama SOP Grasi Pidana Khusus

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA GRASI PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis
Penanganan Perkara Grasi
- SOP Penetapan Hari Muscap

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)

50




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Panitera Persvaratan/
Muda Hakim Y Waktu Output
Pidsus Staf Agung Perlengkapan
1 Menerima Buku 2Jam | Tanda Terima
penetapan Hakim C) Ekspedisi
Agung
2 | Melengkapi Form 4 Jam | Berkas Grasi
berkas dengan penyerahan
Adviesblad, berk.as,
Penetapan Hakim Adviesblad,
Agung, dan surat Penfetapan
lainnya Hakim Agung,
- Memilah berkas Zalf BBerk?s,
sesual Haidm BZrILJas i?r;éi
Agung
3 Menyerahkan i Berkas Grasi 1 Hari | Berkas Grasi
berkas Perkara
Grasi
4 Meng-update data Buku Register, | 2 Jam Ter-update
dalam buku register Aplikasi SIAP nya tanggal
dan SIAP < distribusi
5 Menerima laporan Tanda Terima | 1 Hari | Tanda Terima
distribusi berkas penyerahan penyerahan
Grasi berkas berkas

Prosedur / Deskripsi :
Panitera Muda Pidsus menerima penetapan Majelis Hakim Agung;
Staf menyiapkan berkas Perkara Grasi yang akan didistribusikan ke Majelis Hakim meliputi
memasukkan adviesblaad, penetapan Hakim Agung dan surat-surat lainnya jika ada untuk
dimasukkan kedalam berkas, kemudian memilah berkas sesuai dengan Hakim Agung yang akan

1.
2.

ok

didistribusikan;

Setelah berkas tersebut sudah lengkap kemudian menyerahkan ke Hakim Agung yang memeriksa

berkas Perkara Grasi tersebut;
Staf meng-update data tanggal distribusi dalam buku register dan SIAP;

Panitera Muda Pidsus menerima laporan distribusi berkas yang sudah dikirim ke Hakim Agung.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 19/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara
Kasasi Luar Tahanan
Pidana Khusus

Nama SOP

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI LUAR TAHANAN PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PP

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis
Penanganan Perkara Kasasi Luar Tahanan
- SOP Penetapan Hari Muscap

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Panitera Staf Persvaratan/
Muda Ketua Perl Y K Waktu Output
Pidsus Majelis eriengkapan
1 Menerima Buku Ekspedisi 2 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Terima
Hakim
2 Melengkapi Form 1 Hari Berkas
berkas dengan penyerahan Kasasi
Adviesblad, berk.as,
Penetapan Adviesblad,
Majelis Hakim, PerjeFapan .
dan surat lainnya Majelis Hakim,
- Menulis identitas ZSIEUBBe;E?j
perkara dan inisial Berkas K -
Majelis Hakim di erkas Kasasi
sampul berkas
- Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menerima distribusi Berkas Bundel A | 1 Hari Berkas
berkas Perkara dan Bundel B Perkara
Kasasi (asli) dan 2 Kasasi
rangkap Bundel Tanda
B (copy) Terima
penyerahan
berkas
4 Meng-update data Buku Register, 4 Jam Ter-update
dalam buku register Aplikasi SIAP, nya tanggal
dan SIAP Tanda Terima distribusi
penyerahan
berkas
5| Menerima laporan Tanda Terima 2 Jam Tanda
distribusi berkas penyerahan Terima
Kasasi berkas penyerahan
berkas

Prosedur / Deskripsi :
Panitera Muda Pidsus menerima penetapan Majelis Hakim;

Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang akan didistribusikan ke Majelis Hakim meliputi
memasukkan adviesblad, penetapan Majelis Hakim dan surat-surat lainnya jika ada untuk dimasukkan
kedalam berkas, kemudian menuliskan identitas perkara dan inisial Majelis Hakim ke sampul berkas

serta memilah berkas sesuai dengan Majelis Hakim yang didistribusikan;

1.
2.

Setelah berkas sudah lengkap kemudian Ketua Majelis Hakim menerima distribusi berkas Perkara

Kasasi;

Staf Meng-update data tanggal distribusi dalam buku register dan SIAP;

Panitera Muda Pidsus menerima laporan distribusi berkas yang sudah dikirim ke Ketua Majelis.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 20/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara
Kasasi Tahanan Pidana
Khusus

Nama SOP

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI TAHANAN PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis
Penanganan Perkara Kasasi Tahanan
- SOP Penetapan Hari Muscap

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Panitera Staf Persvaratan/ Ket.
Muda Ketua Y Waktu Output
Perlengk P
Pidsus Majelis eriengkapan
1 Menerima Buku Ekspedisi 2 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Terima
Hakim
2 | Melengkapi Form penyerahan | 1 Hari Berkas
berkas dengan berkas, Kasasi
Adviesblad Adviesblad,
Penetapan Penetapan Majelis
Majelis Hakim, X Hakim, Penetapan
penetapan Penahanan, Map
penahanan dan Berkas, Buku
surat lainnya Bantu, Berkas
- Menulis identitas Kasasi
perkara dan
inisial Majelis
Hakim di sampul
berkas
- Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menerima distribusi Berkas Bundel A 1 Hari Berkas
berkas Perkara dan Bundel B Perkara
Kasasi (asli) dan 2 Kasasi
rangkap Bundel B Tanda
(copy) Terima
penyerahan
berkas
4| Meng-update data Buku Register, 4Jam | Ter-
dalam buku register Aplikasi SIAP, update
dan SIAP Tanda Terima nya
penyerahan tanggal
berkas distribusi
5 | Menerima laporan Tanda Terima 2Jam  |Tanda
distribusi berkas penyerahan Terima
Kasasi berkas penyeraha
n berkas

Prosedur / Deskripsi :
Panitera Muda Pidsus menerima penetapan Majelis Hakim;
Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang akan didistribusikan ke Majelis Hakim meliputi

1.
2.

aks

memasukkan adviesblad, penetapan Majelis Hakim, penetapan penahanan dan surat-surat lainnya jika
ada untuk dimasukkan kedalam berkas, kemudian menuliskan identitas perkara dan inisial Majelis
Hakim ke sampul berkas serta memilah berkas sesuai dengan Majelis Hakim yang didistribusikan;

Setelah berkas sudah lengkap kemudian Ketua Majelis Hakim menerima distribusi berkas Perkara
Kasasi;

Staf Meng-update data tanggal distribusi dalam buku register dan SIAP;

Panitera Muda Pidsus menerima laporan distribusi berkas yang sudah dikirim ke Ketua Majelis.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 21/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara
Peninjauan Kembali
Pidana Khusus

Nama SOP

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJUAN KEMBALI PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis
Penanganan Perkara Peninjauan Kembali
- SOP Penetapan Hari Muscap

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Panitera Staf
Persyaratan/
Muda Ketua | o 0 Waktu Output
Pidsus Majelis eriengkapan
1 Menerima Buku Ekspedisi | 2 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Terima
Hakim
2 | Melengkapi Form 1 Hari Berkas
berkas dengan penyerahan Peninjauan
Adviesblad berkas, Kembali
Penetapan Adviesblad,
Majelis Hakim, Per_leFapan _
dan surat lainnya Majelis Hakim,
- Menulis identitas II\BAaIE) BBerk?s,
perkara dan B“ ; antu,
inisial Majelis erkas
Hakim di sampul Peninjauan
berkas Kembali
- Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menerima distribusi Berkas Bundel 1 Hari Berkas
berkas Perkara A dan Bundel B Perkara
Peninjauan Kembali (asli) dan 2 Peninjauan
rangkap Bundel Kembali,
B (copy) Tanda
Terima
penyerahan
berkas
4 | Meng-update data Buku Register, | 4Jam | Ter-
dalam buku register Aplikasi SIAP, update
dan SIAP Tanda Terima nya
penyerahan tanggal
berkas distribusi
5| Menerima laporan Tanda Terima 2Jam |Tanda
\ .
distribusi berkas PK penyerahan Terima
(: berkas penyeraha
n berkas

Prosedur / Deskripsi :
Panitera Muda Pidsus menerima penetapan Majelis Hakim;

1.
2.

o s

Staf menyiapkan berkas Perkara Peninjauan Kembali yang akan didistribusikan ke Majelis Hakim

meliputi memasukkan adviesblad, penetapan Majelis Hakim dan surat-surat lainnya jika ada untuk

dimasukkan kedalam berkas, kemudian menuliskan identitas perkara dan inisial Majelis Hakim ke

sampul berkas serta memilah berkas sesuai dengan Majelis Hakim yang didistribusikan;
Setelah berkas sudah lengkap kemudian Ketua Majelis Hakim menerima distribusi berkas Perkara

Peninjauan Kembali;

Staf Meng-update data tanggal distribusi dalam buku register dan SIAP;

Panitera Muda Pidsus menerima laporan distribusi berkas yang sudah dikirim ke Ketua Majelis.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 22/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Penetapan Kamar dan
Penetapan Majelis
Penanganan Perkara Grasi
Pidana Khusus

Nama SOP

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA GRASI PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/111/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

el N

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

- SOP Registrasi Grasi
- SOP Distribusi Berkas Perkara Grasi

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksanan Mutu Baku Ket.

Panitera | Kasubbag

No Uraian Prosedur Muda TU Persyaratan/ Waktu output
Pidana | Pimpinan | KMA | Perlengkapan P
Khusus A

1 | Mengirim Memo Memorandum | 2 jam | Memorand

Distribusi ke Ketua (: um

MA untuk
Penetapan Hakim

Agung yang
Mengadili Perkara
Grasi
2 Mengagendakan dan Memorandum | 2 Jam | Memorand
Mengajukan Memo um
Penetapan Hakim
Agung yang
memeriksa Perkara
Grasi
3 |Menunjuk Hakim Surat 1 Hari | Surat
Agung yang 3 Penetapan Penetapan
memeriksa Perkara penunjukan perll(unjukan
Grasi . Hakim
Hakim Agung Agung
4 Menginput data Lembaran 2 Jam | Lembaran
penunjukan Kamar ke advisblad dan advisblad
SIAP dan Mengirim memorandum dan
Disposisi distribusi memorand
um
distribusi
5 Menerima Penunjukan Penetapan 2 Jam | Penetapan

Hakim Agung O_ Hakim Agung Hakim
Agung

Prosedur / Deskripsi :

1.

2.

3.

Panitera Muda Pidana Khusus mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim
Agung yang Mengadili Perkara Grasi;

Kasubbag TU Pimpinan A mengagendakan dan mengajukan Memo Penetapan Hakim Agung
yang memeriksa Perkara Grasi;

YM KMA RI menunjuk Hakim Agung yang memeriksa Perkara Grasi;

Kasubbag TU Pimpinan A menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi;
Panitera Muda Pidana Khusus menerima Penunjukan Hakim Agung.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 23/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Penetapan Kamar dan
Penetapan Majelis
Nama SOP Penanganan Perkara
Kasasi Luar Tahanan
Pidana Khusus

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA KASASI LUAR TAHANAN
PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/111/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

el N

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

- SOP Registrasi Kasasi Tahanan
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Luar
Tahanan

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pengganti

Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Panitera | Kasubbag Ketua Panitera
No | Uraian Prosedur Muda TU Kamar Muda Persyaratan/
Pidana | Pimpinan KMA | pidana | Kamar | Perlengkapan Wakw | Output
Khusus A Pidana
1 | Mengirim Memo Memorandum | 4 jam | Memor
Distribusi ke ' andum
Ketua MA untuk
Penetapan
Kamar yang
Mengadili
Perkara Kasasi
2 Mengagendakan Memorandum 4 Jam | Memor
dan Mengajukan andum
Memo Penetapan
Kamar Pidana
3 | Menunjuk Kamar Surat 4 Jam | Surat
Penanganan A Penetapan Peneta
Perkara Kasasi penunjukan pan
Hakim penun)
ukan
Hakim
4 Menginput data Lembaran 4 Jam | Lembar
penunjukan advisblad dan an
Kamar ke SIAP memorandum advisbl
dan Mengirim distribusi ad dan
Disposisi memor
andum
distribu
si
5 Menerima ! Surat . 1 Hari | Lembar
Disposisi Penunjukan an
penunjukan Majelis Hakim advisbl
Kamar dan ad
Menunjuk Majelis
Hakim
6 Menunjuk \ Lembaran 4 Jam | Lembar
Panitera Penetapan an
Pengganti Peneta
pan
7 Menerima ! Per.1eFapan . 4 Jam | Peneta
Penunjukan é Majelis Hakim pan
Majelis Hakim Majelis
dan Panitera Hakim

Prosedur / Deskripsi :
Panitera Muda Pidana Khusus mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang
Mengadili Perkara;

1.

N

Nogakw

Kasubbag TU Pimpinan A mengagendakan dan mengajukan memo Penetapan Kamar Pidana kepada YM

KMA RI

YM KMA RI menunjuk Kamar Penanganan Perkara Kasasi

Kasubbag TU Pimpinan A menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi

YM Ketua Kamar Pidana menerima Disposisi penunjukan Kamar dari YM KMA dan menunjuk Majelis Hakim

Panitera Muda Kamar Pidana menunjuk Panitera Pengganti

Panitera Muda Pidana Khusus menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 24/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Penetapan Kamar dan
Penetapan Majelis
Penanganan Perkara
Kasasi Tahanan Pidana
Khusus

Nama SOP

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA KASASI TAHANAN
PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/111/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

el N

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Keterkaitan :

- SOP Registrasi Kasasi Tahanan
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pengganti

Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Panitera | Kasubbag Ketua Panitera
No | Uraian Prosedur Muda TU Kamar Muda Persyaratan/
Pidana | Pimpinan KMA | pidana | Kamar | Perlengkapan Waktu | Output
Khusus A Pidana
1 | Mengirim Memo Memorandum | 4 jam | Memor
Distribusi ke G andum
Ketua MA untuk
Penetapan
Kamar yang
Mengadili
Perkara Kasasi
2 Mengagendakan Memorandum 4 Jam | Memor
dan Mengajukan andum
Memo Penetapan
Kamar Pidana
3 | Menunjuk Kamar Surat 4 Jam | Surat
Penanganan A Penetapan Peneta
Perkara Kasasi penunjukan pan
Hakim penun)
ukan
Hakim
4 Menginput data Lembaran 4 Jam | Lembar
penunjukan advisblad dan an
Kamar ke SIAP memorandum advisbl
dan Mengirim distribusi ad dan
Disposisi memor
andum
distribu
si
5 Menerima . Surat _ 1 Hari | Lembar
Disposisi Penunjukan an
penunjukan Majelis Hakim advisbl
Kamar dan ad
Menunjuk Majelis
Hakim
6 Menunjuk Lembaran 4 Jam | Lembar
Panitera Penetapan an
Pengganti Peneta
pan
7 Menerima . Per.1eFapan . 4 Jam | Peneta
Penunjukan é Majelis Hakim pan
Majelis Hakim Majelis
dan Panitera Hakim

Prosedur / Deskripsi :
Panitera Muda Pidana Khusus mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang
Mengadili Perkara;

1.

N

Nogakw

Kasubbag TU Pimpinan A mengagendakan dan mengajukan memo Penetapan Kamar Pidana kepada YM

KMA RI

YM KMA RI menunjuk Kamar Penanganan Perkara Kasasi

Kasubbag TU Pimpinan A menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi

YM Ketua Kamar Pidana menerima Disposisi penunjukan Kamar dari YM KMA dan menunjuk Majelis Hakim

Panitera Muda Kamar Pidana menunjuk Panitera Pengganti

Panitera Muda Pidana Khusus menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 25/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Penetapan Kamar dan
Penetapan Majelis
Nama SOP Penanganan Perkara
Peninjauan Kembali
Pidana Khusus

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

- SOP Registrasi Peninjauan Kembali
- SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Kasub Ketua Panitera
. Panitera
No Uraian Prosedur Muda bag Kamar Muda Persvaratan/
. TU KMA | Pidana Kamar y Waktu | Output
Pidana o . Perlengkapan
Pimpin Pidana
Khusus
an A
1 | Mengirim Memo Memorandum | 2 jam | Memorand
Distribusi ke Ketua um
MA untuk
Penetapan Kamar
yang Mengadili
Perkara Peninjauan
Kembali
2 Mengagendakan dan Memorandum 2 Jam | Memorand
Mengajukan Memo um
Penetapan Kamar
Pidana
3 |-Menunjuk Majelis Surat 1 Hari | Surat
Hakim Perkara 4 Penetapan Penetapa
Peninjauan Kembali penunjukan n .
yang majelis Hakim penumuka
sebelumnya terdapat n Hakim
unsur pimpinan
- Menunjuk Kamar
Penanganan Perkara
Peninjauan Kembali
4 Menginput data Lembaran 4 Jam | Lembaran
penunjukan Kamar ke advisblad dan advisblad
SIAP dan Mengirim memorandum dan
Disposisi distribusi memorand
um
distribusi
5 Menerima Disposisi Surat 1 Hari | Lembaran
penunjukan Kamar L Penunjukan advisblad
dan Menunjuk Majelis Majelis Hakim
Hakim Perkara
Peninjauan Kembali
yang majelis
sebelumnya tidak
terdapat unsur
pimpinan
6 Menunjuk Panitera v Lembaran 4 Lembaran
Pengganti Penetapan Jam Penetapa
n
7 Menerima Penunjukan i Penetapan 4 Jam | Penetapa
Majelis Hakim dan @ Majelis Hakim n Majelis
Panitera Pengganti Hakim
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Prosedur / Deskripsi :

1.

2.

3.

No

Panitera Muda Pidana Khusus mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang
Mengadili Perkara;

Kasubbag TU Pimpinan A mengagendakan dan mengajukan memo Penetapan Kamar Pidana kepada YM
KMA RI

YM KMA RI Menunjuk Majelis Hakim Perkara Peninjauan Kembali yang majelis sebelumnya terdapat unsur
pimpinan dan Menunjuk Kamar Penanganan Perkara Peninjauan Kembali

Kasubbag TU Pimpinan A menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi

YM Ketua Kamar Pidana menerima Disposisi penunjukan Kamar dari YM KMA dan menunjuk Majelis Hakim
Perkara Peninjauan Kembali yang majelis sebelumnya tidak terdapat unsur pimpinan

Panitera Muda Kamar Pidana menunjuk Panitera Pengganti

Panitera Muda Pidana Khusus menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 26/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas dan
Keppres Perkara Grasi
Pidana Khusus

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS DAN KEPPRES PERKARA GRASI PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;

6.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4, S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Keterkaitan :

- SOP Minutasi Berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

Berkas Grasi dan
Keppres ke
Pengadilan Pengaju

- Mengarsipkan FC
Surat Permohonan
Grasi, FC Surat Kuasa
Khusus, FC Putusan
Terakhir, FC Surat
Keterangan LP dan
FC Akta Permohonan

Grasi

No Uraian Prosedur Bani Berevaratan 7
Koordinator anitera ¥ Waktu | Output
Staf PK dan Grasi Muda Perlengkapan
Pidsus
1 | Menerima Keppres dan e Berkas 4 Jam Berkas
berkas Perkara Grasi ( )« Grasi Grasi,
dari Kemsetneg e Keppres Keppres
2 | Meneliti dan « Berkas 1Hari | Berkas
memberikan disposisi tidal Grasi Grasi,
untuk mengirimkan / o Keppres Keppre
Keppres dan berkas > s
Grasi ke Pengadilan \
Pengaju
3 | Membuat konsep surat P Ya Komputer, 4 Jam | Draft
pengiriman berkas < Printer Surat
Grasi kepada Pengan
Pengadilan Pengaju tar
4 | Mengoreksi dan idak Draft Surat 4 Jam | Draft
membubuhi paraf pada / Pengantar Surat
konsep surat > Pengan
pengiriman berkas \ tar
Grasi kepada
Pengadilan Pengaju
5 Menandatangani YA Draft Surat 4 Jam Surat
konsep surat Pengantar Pengan
pengiriman berkas — tar
Grasi kepada
Pengadilan Pengaju
6 |-Melakukan Check List e Surat 11 Hari Tan_da
kelengkapan Berkas Pengantar Terima
Grasi o Keppres Pos,
-Menerima, e Berkas Data
menyiapkan dan Grasi Websit
Mengirim surat Q e SIAP,
pengantar pengiriman, Arsip

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

3.

Staf menerima Keppres dan berkas Perkara Grasi dari Kemsetneg;
Panitera Muda Pidsus meneliti dan memberikan disposisi untuk mengirimkan Keppres dan berkas

Grasi ke Pengadilan Pengaju
Staf Membuat konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju;

Koordinator PK dan Grasi Mengoreksi dan membubuhi paraf pada konsep surat pengiriman berkas

Grasi kepada Pengadilan Pengaju;

Panitera Muda Pidsus menandatangani konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan

Pengaju;

Staf menyiapkan Berkas Grasi untuk di kirimkan ke Pengadilan Negeri Pengaju dan mengarsipkan

fotocopy berlas grasi.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 27/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan Perkara Kasasi
Luar Tahanan Pidana
Khusus

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PERKARA KASASI LUAR TAHANAN
PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;
Keputusan  Sekretaris  Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4, S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Keterkaitan :

- SOP Minutasi Berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

69




Pelaksana

Mutu Baku

No Uraian Prosedur Pani Persvaratan / Ket.
Koordinator anitera PP y Waktu | Output
Staf Kasasi Muda Perlengkapan
Pidsus
1 | Menerima dan  Berkas 4 Jam | Putusa
rkn?merli(ksa i Perkara n dan
elengkapan safinan Bundel A Berkas
putusan dan berkas (:j d gel Perk
Perkara Kasasi an Bunde érxara
B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
2 | Mengoreksi dan o Berkas 1Hari | Salinan
mencocokkan salinan Perkara Putusa
putusan dengan asli Bundel A n
putusan Perkara dan Bundel
Kasasi ‘\ B
Tidak .
e Salinan
/ Putusan
e Asli Putusan
e Lembar
Quality
Ya Control
3 | Melakukan otentikasi Salinan 1 Hari Salinan
(pembubuhan paraf Putusan Resmi
dan stempel) salinan Putusa
putusan Perkara n
Kasasi
4| Membuat konsep surat Komputer, 4 Jam | Draft
pengantar pengiriman Printer Surat
berkas / relaas < Pengan
pemberitahuan tar
putusan ke Pengadilan Tidak
Pengaju
5 | Mengoreksi dan Draft Surat 4 Jam | Draft
membubuhi paraf pada Pengantar Surat
surat pengantar / relas K Pengan
pemberitahuan » tar
putusan Perkara v
Kasasi 2
6 | Menandatangani surat Draft Surat 4 Jam | Surat
pengantar / relas Pengantar Pengan
pemberitahuan R tar
putusan Perkara
Kasasi
7 - Menggandakan e Berkas 10 Hari Tanda
salinan putusan Perkara Terima
- Menjilid Salinan Bundel A Pos,
Putusan dan Bundel Data
-Memberikan identitas | ( )« B _ Websit
pada sampul Salinan e Salinan e S!AP,
Putusan Putusan Arsip
- Melakukan Check List o Asli Putusan
kelengkapan Bundel A
- Memasukan Salinan
Putusan dan Bundel A
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No

Pelaksana Mutu Baku

Uraian Prosedur Pani Persvaratan /
Koordinator anitera PP y Waktu | Output
Staf K ) Muda Perlengkapan
asasi )
Pidsus

Ket.

ke dalam amplop

- Menuliskan alamat
penerima pada
amplop

- Menulis Buku
Ekspedisi

-Mengarsipkan Asli
Putusan dan Bundel B
Berkas Perkara

- Mengirim Bundel A
dan Salinan Putusan
ke Pengadilan
Pengaju

Prosedur / Deskripsi :

1.

2.
3.

Staf menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas Perkara Kasasi yang dikirim oleh
Majelis;

Koordinator Kasasi mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan Perkara Kasasi;
Panitera Muda Pidana Khusus melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan
Perkara Kasasi;

Staf membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan
Pengaju;

Koordinator Kasasi mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
Perkara Kasasi;

Panitera Muda Pidana Khusus menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara
Kasasi

Staf menyiapkan Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju dan mengarsipkan Asli Putusan dan
Bundel B Berkas Perkara
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 28/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan Perkara Kasasi
Tahanan Pidana Khusus

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PERKARA KASASI TAHANAN
PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;
Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4, S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Keterkaitan :

- SOP Minutasi Berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana

Mutu Baku

No Uraian Prosedur - Persvaratan / Ket.
Koordinator Panitera PP y Waktu | Output
Staf Kasasi Muda Perlengkapan
Pidsus
1 | Menerima dan e Berkas 4 Jam Putusa
rkn?merli(ksa i Perkara n dan
elengkapan salinan
putusan dan berkas (:j cE;undeI A Berkas
Perkara Kasasi an Bundel Perkara
B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan

2 Mengoreksi dan e Berkas 1 Hari Salinan
mencocokkan salinan Perkara Putusa
putusan dengan asli Bundel A n
putusan Perkara dan Bundel
Kasasi Y B

\ Tidak .
e Salinan
/ Putusan
e Asli Putusan
e Lembar
Quality
Ya Control

3 | Melakukan otentikasi Salinan 1 Hari Salinan
(pembubuhan paraf Putusan Resmi
dan stempel) salinan Putusa
putusan Perkara n
Kasasi

4| Membuat konsep surat Komputer, 4 Jam | Draft
pengantar pengiriman Printer Surat
berkas / relaas < Pengan
pemberitahuan tar
putusan ke Pengadilan Tidak
Pengaju

5 | Mengoreksi dan Draft Surat 4Jam | Draft
membubuhi paraf pada Pengantar Surat
surat pengantar / relas Pengan
pemberitahuan > tar
putusan Perkara v
Kasasi @

6 Menandatangani surat Draft Surat 4 Jam Surat
pengantar / relas Pengantar Pengan
pemberitahuan R tar
putusan Perkara
Kasasi

[ Menggandakan e Berkas 10 Hari Tan.da
salinan putusan Perkara Terima
- Menjilid Salinan Bundel A Pos,
Putusan dan Bundel Data
-Memberikan identitas ( )< B Websit
pada sampul Salinan e Salinan e SIAP,
Putusan Putusan Arsip

- Melakukan Check List
kelengkapan Bundel A

-Memasukan Salinan
Putusan dan Bundel A

e Asli Putusan
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No

Pelaksana Mutu Baku

Uraian Prosedur Pani Persvaratan / Ket.
Koordinator anitera PP Y Waktu | Output
Staf K . Muda Perlengkapan
asasi :
Pidsus

ke dalam amplop

- Menuliskan alamat
penerima pada
amplop

- Menulis Buku
Ekspedisi

-Mengarsipkan Asli
Putusan dan Bundel B
Berkas Perkara

- Mengirim Bundel A
dan Salinan Putusan
ke Pengadilan
Pengaju

Prosedur / Deskripsi :

1.

2.
3.

Staf menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas Perkara Kasasi yang dikirim oleh
Majelis;

Koordinator Kasasi mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan Perkara Kasasi;
Panitera Muda Pidana Khusus melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan Perkara
Kasasi;

Staf membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan
Pengaju;

Koordinator Kasasi mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
Perkara Kasasi;

Panitera Muda Pidana Khusus menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara Kasasi
Staf menyiapkan Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju dan mengarsipkan Asli Putusan dan
Bundel B Berkas Perkara
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 29/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan Perkara
Peninjauan Kembali
Pidana Khusus

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSANPERKARA PENINJAUAN KEMBALIPIDANA
KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;
Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4, S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Keterkaitan :

- SOP Minutasi Berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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- Melakukan Check List
kelengkapan Bundel A

-Memasukan Salinan
Putusan dan Bundel A

e Asli Putusan

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Bani Persvaratan/ Ket.
Koordinator anitera PP y Waktu | Output
Staf PK dan Grasi Muda Perlengkapan
Pidsus
1 | Menerima dan  Berkas 4 Jam | Putusa
rkn?merli(ksa i Perkara n dan
elengkapan safinan Bundel A Berkas
putusan dan berkas ( ) dan Bundel Perkara
Perkara Peninjauan
Kembali B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
2 | Mengoreksi dan o Berkas 1Hari Salinan
mencocokkan salinan Perkara Putusa
putusan dengan asli Bundel A n
putusan Perkara dan Bundel
Peninjauan Kembali Y B
\ tidak ,
e Salinan
/ Putusan
e Asli Putusan
e Lembar
Quality
iva Control
3 | Melakukan otentikasi Salinan 1Hari Salinan
(pembubuhan paraf Putusan Resmi
dan stempel) salinan Putusa
putusanPerkara n
Peninjauan Kembali
4| Membuat konsep surat Komputer, 4 Jam | Draft
pengantarpengiriman Printer Surat
berkas / relaas < Pengan
pemberitahuan tar
putusan ke Pengadilan tidak
Pengaju
> | Mengoreksi dan Draft Surat 4 Jam | Draft
membubuhi paraf pada Pengantar Surat
surat pengantar / relas K Pengan
pemberitahuan » tar
putusanPerkara VA
Peninjauan Kembali
6 | Menandatangani surat Draft Surat 4 Jam | Surat
pengantar / relas Pengantar Pengan
pemberitahuan R tar
putusanPerkara
Peninjauan Kembali
7 - Menggandakan e Berkas 10 Hari Tanda
salinan putusan Perkara Terima
- Menjilid Salinan Bundel A Pos,
Putusan dan Bundel Data
- Memberikan identitas ( )« B _ Websit
pada sampul Salinan e Salinan e S_IAP,
Putusan Putusan Arsip
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No

Pelaksana Mutu Baku

Uraian Prosedur Pani Persvaratan/ Ket.
Koordinator anitera PP y Waktu | Output
Staf .| Muda Perlengkapan
PK dan Grasi Pidsus

ke dalam amplop

- Menuliskan alamat
penerima pada
amplop

- Menulis Buku
Ekspedisi

-Mengarsipkan Asli
Putusan dan Bundel B
Berkas Perkara

- Mengirim Bundel A
dan Salinan Putusan
ke Pengadilan
Pengaju

Prosedur / Deskripsi :

1.

2.

3.

Staf menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas Perkara Peninjauan Kembali yang
dikirim oleh Majelis;

Koordinator PK dan Grasi mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan Perkara
Peninjauan Kembali;

Panitera Muda Pidana Khusus melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan Perkara
Peninjauan Kembali;

Staf membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan
Pengaju;

Koordinator PK dan Grasi mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan
putusan Perkara Peninjauan Kembali;

Panitera Muda Pidana Khusus menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara
Peninjauan Kembali

Staf menyiapkan Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju dan mengarsipkan Asli Putusan dan
Bundel B Berkas Perkara
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 30/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara Dan Surat
Pertimbangan KMA Grasi
Pidana Khusus

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SURAT PERTIMBANGAN KMA GRASI PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
Agung

tentang  Kepaniteraan = Mahkamah

Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Kepaniteraan

Organisasi dan Tata Kerja
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30

desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XIl/2014 tanggal 31
waktu

desember 2014 tentang jangka
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

el N

Peralatan/Perlengkapan :

Berkas Perkara
Komputer
Jaringan Internet
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Keterkaitan :

1. SOP Distribusi Berkas Perkara Grasi

2. SOP Pengiriman Berkas dan Keppres Perkara

Grasi

Peringatan

Jika SOPIni tidak dilaksanakan maka berakibat pada

terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Koordi Persvaratan/ Ket.
Panitera oordinator KMA y Waktu | Output
; PK dan Staf Perlengkapan
Muda Pidsus .
Grasi
1 | Menerima dan e Berkas Putusa
memeriksa Perkara n dan
kelengkapan berkas (: Bundel A Berkas
Perkara Grasi dan dan Bundel Perkara
Pendapat Hakim B
Agung ¢ Salinan
Putusan
e Asli Putusan
2| Menyalin/Menyadur . Y e Surat Kop Surat
Pendapat Hakim Tidak Garuda Pertima
Agung ke Lembar Kop q Emas bngan
Garuda Emas ¢ Advisblad KMA
3 | Mengoreksi dan paraf \ * Draft Surat
Surat Pertimbangan < Pertimbngan Pertima
e Advisblad
4 | Menerima dan Ya o Draft Surat
menandatangani Surat Pertimbngan Pertima
Pertimbangan Grasi KMA E’;/?Aa”
KMA « Advisblad
5 Menerima surat Draft Surat Draft
Pertimbangan Grasi Pengantar / Surat
dan membuat konsep Relaas Pengan
surat pengantar Pemberitahua tar
pengiriman berkas Ke n
Sekneg
6 i Draft Surat Draft
Mengoreks[ dan Y Tidak Surat
membubuhi paraf pada \ Pengantar /
surat pengantar Relaas Pengan
pengiriman berkas Ke / Pemberitahua tar
Sekneg va n
7 | Menandatangani surat Draft Surat Draft
pengantar pengiriman Penganta Surat
berkas Ke Sekneg Pengan
tar
8 |e Melakukan Check - ATK Berkas
List kelengkapan - Check list Grasi
Grasi - Berkas
¢ Memasukan Berkas Perk{ira
Grasi, Surat > Grasi
pertimbangan Grasi - Pertlmbgng
KMA dalam amplop an Grasi
e Menyiapkan surat ) Surat_ .
pengantar Pengiriman
pengiriman berkas ke Berkas
Sekneg
e Menuliskan alamat
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Koordi Persvaratan/ Ket.
Panitera oordinator KMA y Waktu | Output
Muda Pidsus PK dan Staf Perlengkapan
Grasi
penerima pada
amplop ~
e Menulis Buku
Ekspedisi
e Mengirim Berkas
Grasi dan Surat
Pertimbangan KMA
ke Sekneg
9 |Menerima laporan iarfda Iaqda
distribusi berkas erima erima
Grasi ke Sekneg ( )e penyerahan penyer
berkas ahan
berkas

Prosedur / Deskripsi :

1.

arwnN

o

Panitera Muda Pidana Khusus menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Perkara Grasi dan Pendapat
Hakim Agung

Staf menyalin/Menyadur Pendapat Hakim Agung ke Lembar Kop Garuda Emas

Panitera Muda Pidana Khusus mengoreksi dan paraf Surat Pertimbangan KMA

YM KMA menerima dan menandatangani Surat Pertimbangan Grasi KMA

Staf menerima surat Pertimbangan Grasi dan membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas Ke
Sekneg

Koordinator PK dan Grasi mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar pengiriman berkas Ke
Sekneg

Panitera Muda Pidana Khusus menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg

Staf menyiapkan dan mengirim berkas Grasi, Pertimbangan Grasi dan surat pengantar pengiriman Grasi ke
Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara Rl

Panitera Muda Pidana Khusus menerima laporan distribusi berkas Grasi ke Seknea.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

31/PAN/OT.01.3/10/2017

TanggalPembuatan

01 Juli 2014

TanggalRevisi

25 September 2017

TanggalEfektif

02 Oktober 2017

Disahkanoleh

Panitera

Nama SOP

Registrasi Perkara Grasi
Pidana Khusus

SOP REGISTRASI PERKARA GRASI PIDANA KHUSUS

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1. Undang-UndangNomor 14

Tahun 1985
tentangMahkamahAgungsebagaimanatelahdiuba
hdenganUndang-UndangNomor 5 Tahun 2004
danPerubahankeduadenganUndang-
UndangNomor 3 Tahun 2009

. Undang-UndangNomor
2009tentangKekuasaanKehakiman
. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

48Tahun

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/II1/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

N

Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara

- Komputer

- Jaringan Internet

- Buku register
- ATK

Pencatatandanpendataan:

- Check list
- Buku register

- Sistem informasi

- Buku bantu

Keterkaitan :

SOP Pratalak

SOP Penelahaan berkas

SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis
Penanganan Perkara Grasi Pidana Khusus

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.

No UraianProsedur Panmud |Koordin oper Persyaratan/

Pidsus | atorPK STAF ator Pranata Perlengkapan Waktu| - Output
&Grasi

1. | Menerima berkas Berkas 2 jam | Berkas
Grasidari Direktorat perkara, perkara
Pranata (:I ekspedisi

2. | Meneliti kelengkapan Berkas 4 jam | Berkas
berkas Kasasi sesuai perkara perkara
dengan checkilist,
termasuk kelengkapan
dokumen elektronik

3. | Menetapkan status Berkas 1 hari | Berkas
kelengkapan berkas \ perkara perkara
Kasasi / Tidak

4, Mencatat dan Berkas 4 jam | Konsep/
memberikan nomor perkara, tindasa
perkara Grasi dalam > Buku n
buku register YA register

5. | Menginput data perkara v Konsep / 4jam | Data
Grasi ke aplikasi SIAP Tindasan, Website

Komputer, SIAP
Jaringan
Internet
6. |Menyiapkan berkas berkas Shari |berkas
Perkara Grasi yang tidak
memenuhi syarat formil ke
PN Pengaju |}<_

7. |- Membuat surat Komputer, 4 jam |Draft
pemberitahuan (relaas) Printer relaas,
berkas perkara surat

- Membuat surat pengantar
pengantar pengemba
pengembalian berkas lian
Perkara Grasi yang tidak 4 berkas
memenuhi syarat formil
ke PN Pengaju

8. Mengkoreksi dan Draft 4 jam |Draft
membubuhi  parafsurat y relaas, relaas,
pemberitahuan (relaas) \ Tidak suratpenga surat
dan sura tpengantar ntarpenge pengantar
pengembalian  Berkas / mbalianber pengemba,
Perkara Grasiyang tidak kas lian
memenuhi syarat formil YA berkas

9. | Menandatangani  surat Draft 4 jam |Relaas,
pemberitahuan (relaas) relaas, surat
dan surat pengantar suratpenga pengantar
pengembalian Berkas ¢ ntarpenge pengemba,
Perkara Grasi yang tidak mbalianber lian
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Panmud |Koordin oper Persyaratan/
Pidsus | atorPK STAF ator Pranata Perlengkapan Waktu| - Output
&Grasi
memenuhi syarat formil kas berkas
sertasudah diparaf ~
10. | Mengirim surat Relaas, 4 Jam |Buktipengi
pemberitahuan suratpenga rimanrelaa,
(relaas)kePengadilan ntarpengem sdanpeng
pengaju dan para pihak balianberka embalianb
- Mengirim s, berkas erkas
suratpengantarpengemb L
alian danBerkas Perkara >
Grasiyang tidak
memenuhi syarat formil
kePengadilan pengaju
11. | Mencetak Advisblad A 4 Komputer, | 4 Jam | Advisbl
perkara Grasiyang sudah Printer ad
diregister
4
12. | Mengkoreksidanmembub Y Advisblad 4 Jam | Advisbl
uhiparafAdvisblad / U ad
perkara Grasi 4\ / Tidak
13. | Menandatangani Advisblad 4 Jam | Advisbl
advisblad yang sudah < ad
dikoreksi dan diparaf YA
14 |Menyiapkan Memorandum Memorand | 1 Hari |Memoran
keKetua MA um, dum
untukPenetapanHakim Komputer,
Agung yang " Printer
memeriksaberkasPerkara A
Grasi
15. | Mengkoreksidanmembub Memorandu | 3 Jam | Memora
uhiparafMemorandum ke v m ndum
Ketua MA untuk
PenetapanHakim Agung \
yang memeriksa berkas / Tidak
Perkara Grasi
YA
16. | Menandatangani Memorandu | 3 Jam | Memora
Memorandum ke Ketua m ndum,
MA untuk bukuek
PenetapanHakim Agung y pedisi
yang memeriksa berkas < >
Perkara Grasi
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Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

o0 Mw

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Panmud Pidsusmenerima berkas Grasi dari Direktorat Pranata

Koordinator PK dan Grasi meneliti kelengkapan berkas Grasi sesuai dengan checklist, termasuk
kelengkapan dokumen elektronik

Panmud Pidsusmenetapkan status kelengkapan berkas Grasi

Stafmencatat dan memberikan nomor perkara Grasi dalam buku register

Operator menginput data perkara Grasi ke aplikasi SIAP

Staf menyiapkan berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan
Menggandakan bundel B sebanyak 2 examplar

Operator membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara dan membuat surat pengantar
pengembalian berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju

Koordinator PK dan Grasimengkoreksidanmembubuhiparafsurat pemberitahuan (relaas) dan
suratpengantarpengembalian Berkas Perkara Grasiyang tidak memenuhi syarat formil

Panmud Pidsus menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan suratpengantarpengembalian Berkas
Perkara Grasiyang tidak memenuhi syarat formil sertasudah diparaf

Staf mengirim surat pemberitahuan (relaas) kePengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim
suratpengantarpengembalian danBerkas Perkara Grasiyang tidak memenuhi syarat formil kePengadilan
pengaju

Operator mencetak Advisblad perkara Grasi yang sudah diregister

Koordinator PK dan GrasimengkoreksidanmembubuhiparafAdvisblad perkara Grasi

Panmud Pidsus menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf

Staf menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis

Koordinator PK dan GrasimengkoreksidanmembubuhiparafMemorandum ke Ketua MA untuk
PenetapanMajelis yang memeriksa berkas Grasi

Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa
berkas Grasi.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 32/PAN/OT.01.3/10/2017

TanggalPembuatan 01 Juli 2014

TanggalRevisi 25 September 2017
TanggalEfektif 02 Oktober 2017
Disahkanoleh Panitera

Registrasi Perkara
Nama SOP KasasiLuar Tahanan

Pidana Khusus

SOP REGISTRASI PERKARA KASASI LUAR TAHANAN PIDANA KHUSUS

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1. Undang-UndangNomor 14  Tahun 1985
tentangMahkamahAgungsebagaimanatelahdiub
ahdenganUndang-UndangNomor 5 Tahun 2004
danPerubahankeduadenganUndang-
UndangNomor 3 Tahun 2009

2. Undang-UndangNomor 48Tahun
2009tentangKekuasaanKehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/111/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

NS

Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara

- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatandanpendataan:

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak

2. SOP Penelahaan berkas

3. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan
Majelis Penanganan Perkara Kasasi Luar
Tahanan Pidana Khusus

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur M
P d i KetuaK |P t
gnmu Koordin STAF oper Pranata elua . ersyaratan/ Waktu | Output
Pidsus ator ator amarPi |Perlengkapan
Kasasi dana
1. | Menerima berkas Kasasi Berkas 1Jam | Berkas
dari Direktorat Pranata perkara, perkara
C) ekspedisi
2. | Meneliti kelengkapan Berkas 4 Jam | Berkas
berkas Kasasi sesuai perkara perkara
dengan checkilist,
termasuk kelengkapan
dokumen elektronik
3. | Menetapkan status Berkas 1 hari | Berkas
kelengkapan berkas \ perkara perkara
Kasasi / Tidak
4. | Mencatat dan Berkas 4 Konsep/
memberikan nomor perkara, Jam | tindasa
perkara Kasasi dalam > | Buku n
) 7 )
buku register register
5. | Menginput data perkara Y Konsep / 4Jam | Data
Kasasi ke aplikasi SIAP Tindasan, Website
Komputer, SIAP
Jaringan
Internet
6. |- Menyiapkan berkas Mesin Shari |2
Perkara Kasasi yang Fotocopy, eksemplar
tidak memenuhi syarat berkas Fotocopy,
formil ke PN Pengaju berkas
- Menggandakan bundel
B
7. |- Membuat surat Komputer, 3Jam |Draft
pemberitahuan (relaas) Printer relaas,
berkas perkara suratpeng
- Membuat surat v antarpeng
pengantar embalianb
pengembalian  berkas erkas
Perkara Kasasi yang
tidak memenuhi syarat
formil ke PN Pengaju
8. Mengkoreksi dan Draft 2 jam |Draft
membubuhiparaf  surat ) & relaas, relaas,
pemberitahuan (relaas) \ Tidak suratpenga suratpeng
dan surat pengantar ntarpenge antarpeng
pengembalian  Berkas mbalianber embalianb
Perkara Kasasi yang kas erkas
YA

tidak memenuhi syarat
formil

{

86




Pelaksana Mutu Baku Ket.
N UraianP d M
0 ralanFrosedur Pa.nmud Koordin STAF oper Pranata KetuaK Persyaratan/ Waktu | Output
Pidsus ator ator amarPi |Perlengkapan
Kasasi dana
9. | Menandatangani  surat Draft 2 Relaas,
pemberitahuan (relaas) relaas, Jam |suratpeng
dan surat pengantar suratpenga antarpeng
pengembalian Berkas ntarpenge embalianb
Perkara Kasasi yang N mbalianber erkas
tidak memenuhi syarat kas
formil sertasudah diparaf
10. Mengirim surat Relaas, 4 Buktipengi
pemberitahuan suratpenga | Jam [rimanrelaa
(relaas)kePengadilan ntarpengem sdanpeng
pengaju dan para pihak balianberka embalianb
Mengirim s, berkas erkas
suratpengantarpengemb
alian danBerkas Perkara
Kasasiyang tidak
memenuhi syarat formil
kePengadilan pengaju
11. | Mencetak Advisblad Komputer, | 3 Advisbl
perkara Kasasi yang v Printer Jam ad
sudah diregister .
12. | Mengkoreksi dan Y Advisblad 2 Advisbl
membubuhi paraf /\ Jam ad
. . <
Advisblad perkara Kasasi \ / Tidak
13. | Menandatangani Advisblad 2 Advisbl
advisblad yang sudah Jam ad
dikoreksi dan diparaf YA
14. | Menyiapkan suratpenet | 1 Hari |Buktipengi
Memorandum ke Ketua apanperpa rimanpene
MA untuk Penetapan njanganpe tapanpena
Majelis nahanan, hanan,
suratpenga bukuekpe
> ntar, disi,
Y Memorand Memoran
um, dum
Komputer,
Printer
15. | Mengkoreksi dan Memorandu | 2 Memora
membubuhi paraf Tidak m Jam ndum
Memorandum ke Ketua v
MA untuk Penetapan
Majelis yang memeriksa VA
berkas Kasasi |
|
~
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur M
Pgnmud Koordin STAF oper Pranata KetuaK Persyaratan/ Waktu | Output
Pidsus ator ator amarPi |Perlengkapan
Kasasi dana
16. | Menandatangani Memorandu | 2 Memora
Memorandum ke Ketua m Jam ndum
MA untuk Penetapan
Majelis yang memeriksa «—
berkas Kasasi

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

o oMW

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Panmud Pidsus menerima berkas Kasasi dari Direktorat Pranata

Koordinator Kasasi meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen
elektronik

Panmud Pidsus menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi

Staf mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register

Operator menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP

Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan Menggandakan bundel B
sebanyak 2 examplar

Operator membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian berkas
Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju

Koordinator Kasasi mengkoreksi dan membubuhi paraf surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian
Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil

Panmud Pidsus menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara
Kasasiyang tidak memenuhi syarat formil serta sudah diparaf

Staf mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim surat pengantar
pengembalian dan Berkas Perkara Kasasiyang tidak memenuhi syarat formil kePengadilan pengaju

Operator mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister

Koordinator Kasasi mengkoreksi dan membubuhi paraf Advisblaad perkara Kasasi

Panmud Pidsus menandatangani advisblaad yang sudah dikoreksi dan diparaf

Staf menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis

Koordinator Kasasi mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang
memeriksa berkas Kasasi

Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 33/PAN/OT.01.3/10/2017

TanggalPembuatan 01 Juli 2014

TanggalRevisi 25 September 2017

TanggalEfektif 02 Oktober 2017

Disahkanoleh Panitera

Registrasi Perkara Kasasi

Nama SOP Tahanan Pidana Khusus

SOP REGISTRASI PERKARA KASASI TAHANAN PIDANA KHUSUS

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1. Undang-UndangNomor 14

Tahun 1985
tentangMahkamahAgungsebagaimanatelahdiuba
hdenganUndang-UndangNomor 5 Tahun 2004
danPerubahankeduadenganUndang-
UndangNomor 3 Tahun 2009

. Undang-UndangNomor
2009tentangKekuasaanKehakiman
. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

48Tahun

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara

- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatandanpendataan:

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Keterkaitan :

SOP Pratalak

SOP Penelahaan berkas

SOP Penetapan Kamar dan Penetapan
Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan
Pidana Khusus

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
N UraianP d M
0 ralanFrosedur Pgnmud Koordin STAF oper Pranata KetuaK Persyaratan/ Waktu | Output
Pidsus ator ator amarPi |Perlengkapan
Kasasi dana
1. | MenerimaberkasKasasid Berkas 1 Jam | Berkas
ariDirektoratPranata perkara, perkara
C) ekspedisi
2. | Menelitikelengkapanberk Berkas 4 Jam | Berkas
asKasasisesuaidengan perkara perkara
checklist,
termasukkelengkapandok
umenelektronik
3. | Menetapkan status Berkas 1 hari | Berkas
kelengkapan berkas \ perkara perkara
Kasasi / Tidak
4. | Mencatatdan Berkas 4 Konsep/
memberikan nomor perkara, Jam | tindasa
perkara Kasasi dalam > | Buku n
buku register YA register
5. | Menginput data Y Konsep / 4Jam | Data
perkaraKasasikeaplikasi Tindasan, Website
SIAP Komputer, SIAP
Jaringan
Internet
6. |- Menyiapkan berkas Mesin Shari |2
Perkara Kasasi yang Fotocopy, eksemplar
tidak memenuhi syarat berkas Fotocopy,
formil ke PN Pengaju berkas
- Menggandakan bundel
B
7. |- Membuat surat Komputer, 3Jam |Draft
pemberitahuan (relaas) Printer relaas,
berkas perkara suratpeng
- Membuat surat v antarpeng
pengantar embalianb
pengembalian  berkas erkas
Perkara Kasasi yang
tidak memenuhi syarat
formil ke PN Pengaju
8. Mengkoreksidanmembu Draft 2 jam |Draft
buhiparafsurat ) & relaas, relaas,
pemberitahuan (relaas) \ Tidak suratpenga suratpeng
dan ntarpenge antarpeng
suratpengantarpengemb mbalianber embalianb
alian Berkas Perkara kas erkas
Kasasiyang tidak YA

memenuhi syarat formil

{
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Pelaksana Mutu Baku Ket.

N UraianP d M

0 ralanFrosedur Pa.nmud Koordin STAF oper Pranata KetuaK Persyaratan/ Waktu | Output
Pidsus ator ator amarPi |Perlengkapan
Kasasi dana

9. | Menandatangani  surat Draft 2 Relaas,
pemberitahuan (relaas) relaas, Jam |suratpeng
dan suratpenga antarpeng
suratpengantarpengemb ntarpenge embalianb
alian Berkas Perkara N mbalianber erkas
Kasasiyang tidak kas
memenuhi syarat formil
sertasudah diparaf

10. | Mengirim surat Relaas, 4 Buktipengi
pemberitahuan suratpenga | Jam [rimanrelad
(relaas)kePengadilan ntarpengem sdanpeng
pengaju dan para pihak balianberka embalianb
- Mengirim - s, berkas erkas
suratpengantarpengemb
alian danBerkas Perkara
Kasasiyang tidak
memenuhi syarat formil
kePengadilan pengaju

11. | Mencetak Advisblad Komputer, 3 Advisbl
perkara Kasasi yang v Printer Jam ad
sudah diregister -

12. | Mengkoreksidanmembub X Advisblad 2 Advisbl
uhiparafAdvisblad / \ Jam ad
perkara Kasasi 4\ / .

13. | Menandatangani Advisblad 2 Advisbl
advisblad yang sudah Jam ad
dikoreksi dan diparaf YA

14. + Membuat surat Komputer, | 4 Draftsur
penetapan perpanjangan Printer Jam atpenet
penahanan apanper
- Membuat Memorandum panjang
pengajuanpenetapanpen anpena
ahanan > hanan
- Membuatsuratpengantar
pengirimanpenetapanpen
ahanankepada PN
Pengajudan para pihak

15. |Mengkoreksisuratpenetap Draft 3 Draft
anperpanjanganpenahana suratpenet | Jam [suratpenet
ndanmembubuhiparafpada apanperpa apanperp
memorandum njanganpe anjanganp
pengajuanpenetapanpena VA ' Tidak nahanan enahanan
hanan

N
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
N UraianP d M
0 ralanFrosedur Pa.nmud Koordin STAF oper Pranata KetuaK Persyaratan/ Waktu | Output
Pidsus ator ator amarPi |Perlengkapan
Kasasi dana
16. | Memberikanparafsuratpe Draft 2 Draft
netapanperpanjanganpen suratpenet | Jam |suratpenet
ahanandanmenandatang apanperpa apanperp
ani memorandum njanganpe anjanganp
pengajuanpenetapanpen nahanan enahanan
ahanan
17 | Menandatanganisurat Draft suratpenet
penetapan perpanjangan suratpenet apanperp
penahanan apanperpa anjanganp
njanganpe enahanan
nahanan
18 | Menerimasurat suratpenet | 2 suratpe
penetapan perpanjangan apanperpa | Jam netapan
penahanan yang njanganpe perpan;j
sudahditandatanganidan nahanan, anganp
mengkoreksisertamembu suratpenga enahan
buhiparafsuratpengantarp Ii ntar an,
engirimanpenetapanpena suratpe
hanankepada PN ngantar
Pengajudan para pihak
19 | Menandatanganisuratpen suratpenet | 2 suratpe
gantarpengirimanpenetap apanperpa | Jam netapan
anpenahanankepada PN njanganpe perpanj
Pengajudan para pihak nahanan, anganp
suratpenga enahan
N ntar an,
suratpe
ngantar
20 Menerimasuratpenetapa suratpenet | 1 Hari |Buktipengi
nperpanjanganpenanaha apanperpa rimanpene
nanuntukdikirimke PN njanganpe tapanpenad
Pengajudan para nahanan, hanan,
pihaksertakedalamberka suratpenga bukuekpe
sPerkaraKasasi yang > ntar, disi,
akandidistribusikeMajelis Memorand Memoran
Menyiapkan um, dum
Memorandum ke Ketua Komputer,
MA untuk Penetapan Printer
Majelis
21. | Mengkoreksidanmembub Memorandu | 2 Memora
uhiparafMemorandum ke ¢ Y m Jam ndum
Ketua MA untuk
PenetapanMajelis yang
memeriksa berkas Tidak
Kasasi |
N~
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur M
Pgnmud Koordin STAF oper Pranata KetuaK Persyaratan/ Waktu | Output
Pidsus ator ator amarPi |Perlengkapan
Kasasi dana
22. | Menandatangani Memorandu | 2 Memora
Memorandum ke Ketua | YA m Jam ndum
MA untuk
PenetapanMajelis  yang
memeriksa berkas
Kasasi

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

o g ks w

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Panmud Pidsus menerima berkas Kasasi dari Direktorat Pranata

Koordinator Kasasi meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen
elektronik

Panmud Pidsus menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi

Staf mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register

Operator menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP

Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan Menggandakan bundel B
sebanyak 2 examplar

Operator membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian berkas
Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju

Koordinator Kasasi mengkoreksi dan membubuhi paraf surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian
Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil

Panmud Pidsus menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Kasasi
yang tidak memenuhi syarat formil sertasudah diparaf

Staf mengirim surat pemberitahuan (relaas) kePengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim surat pengantar
pengembalian dan Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil kePengadilan pengaju

Operator mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister

Koordinator Kasasi mengkoreksidanmembubuhiparafAdvisblad perkara Kasasi

Panmud Pidsus menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf

Operator Tahanan membuat surat penetapan perpanjangan penahanan dan membuat Memorandum pengajuan penetapan
penahanan serta membuat surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak
Koordinator Kasasi mengkoreksi surat penetapan perpanjangan penahanan dan membubuhi paraf pada memorandum
pengajuan penetapan penahanan

Panmud Pidsus memberikan paraf surat penetapan perpanjangan penahanan dan menandatangani memorandum
pengajuan penetapan penahanan

Yang Mulia Ketua Kamar Pidana menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan

Koordinator Kasasi menerima surat penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani dan mengkoreksi
serta membubuhi paraf surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak

Panmud Pidsus menandatangani surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak
Staf Menerima surat penetapan perpanjangan penanahanan untuk dikirim ke PN Pengajudan para pihak serta ke dalam
berkas Perkara Kasasi yang akan didistribusi ke Majelis serta menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan
Majelis

Koordinator Kasasi mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang
memeriksa berkas Kasasi

Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

34/PAN/OT.01.3/10/2017

TanggalPembuatan

01 Juli 2014

TanggalRevisi

25 September 2017

TanggalEfektif

02 Oktober 2017

Disahkanoleh

Panitera

Nama SOP

Registrasi Perkara
Peninjauan Kembali
Pidana Khusus

SOP REGISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA KHUSUS

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1. Undang-UndangNomor 14

Tahun 1985
tentangMahkamahAgungsebagaimanatelahdiuba
hdenganUndang-UndangNomor 5 Tahun 2004
danPerubahankeduadenganUndang-
UndangNomor 3 Tahun 2009

. Undang-UndangNomor
2009tentangKekuasaanKehakiman
. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

48Tahun

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara
- Komputer

- Jaringan Internet

- Buku register
- ATK

Pencatatandanpendataan:

- Check list
- Buku register

- Sistem informasi

- Buku bantu

Keterkaitan :

SOP Pratalak

SOP Penelahaan berkas

SOP Penetapan Kamar dan Penetapan
Majelis Penanganan Perkara Peninjauan
KembaliPidana Khusus

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur i
Panmud I;%?rg|£ sTAE| P | pranata |PErSvaratan/| oo Output
Pidsus dan ator Perlengkapan
Grasi
1. | MenerimaberkasPeninjau Berkas 1Jam | Berkas
an perkara, perkara
KembalidariDirektoratPra (: ekspedisi
nata
2. | Menelitikelengkapanberk Berkas 4 Jam | Berkas
asPeninjauanKembalises Y perkara perkara
uaidengan checkilist,
termasukkelengkapandok
umenelektronik
3. | Menetapkan status Berkas 1 hari | Berkas
kelengkapan berkas ‘\ perkara perkara
Peninjauan Kembali / Tidak
4. | Mencatatdan Berkas 4 Konsep/
memberikan nomor perkara, Jam | tindasa
perkara Peninjauan > | Buku n
Kembah dalam buku YA register
register
5. | Menginput data Konsep / 4Jam | Data
perkaraPeninjauanKemb Tindasan, Website
alikeaplikasi SIAP Komputer, SIAP
Jaringan
Internet
6. Menyiapkan berkas Mesin Shari |2
Perkara Peninjauan Fotocopy, eksemplar
Kembali yang tidak berkas Fotocopy,
memenuhi syarat formil M berkas
ke PN Pengaju
Menggandakan bundel
B
7. Membuat surat Komputer, 3Jam |Draft
pemberitahuan (relaas) Printer relaas,
berkas perkara suratpeng
Membuat surat antarpeng
pengantar embalianb
pengembalian berkas erkas
Perkara Peninjauan
Kembali yang tidak
memenuhi syarat formil
ke PN Pengaju
8. Mengkoreksidanmembu Draft 2 jam |Draft
buhiparafsurat Y relaas, relaas,
pemberitahuan (relaas) \ Tidak suratpenga suratpeng
dan ntarpenge antarpeng
suratpengantarpengemb mbalianber embalianb
alian Berkas Perkara kas erkas
Peninjauan YA
Kembaliyang tidak
memenuhi syarat formil
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur i
Panmud I;%?rg|£ sTAE| P | pranata |PErSvaratan/| oo Output
Pidsus dan ator Perlengkapan
9. Menandatangani surat Draft 2 Relaas,
pemberitahuan (relaas) relaas, Jam |[suratpeng
dan suratpenga antarpeng
suratpengantarpengemb ntarpenge embalianb
alian Berkas Perkara mbalianber erkas
Peninjauan Kembaliyang kas
tidak memenuhi syarat
formil sertasudah diparaf
10. Mengirim surat Relaas, 4 Buktipengi
pemberitahuan suratpenga | Jam |rimanrelaal
(relaas)kePengadilan ntarpengem sdanpeng
pengaju dan para pihak balianberka embalianb
Mengirim s, berkas erkas
suratpengantarpengemb
alian danBerkas Perkara v
Peninjauan
Kembaliyang tidak
memenuhi syarat formil
kePengadilan pengaju
11. | Mencetak Advisblad Komputer, 3 Advisbl
perkara Peninjauan v Printer Jam ad
Kembali yang sudah
diregister
12. | Mengkoreksidanmembub Y Advisblad 2 Advisbl
uhiparafAdvisblad / Jam ad
perkara )
PeninjauanKembali \/ Tidak
13. | Menandatangani Advisblad 2 Advisbl
advisblad yang sudah Jam ad
dikoreksi dan diparaf YA
14. | Menyiapkan suratpenetapg 1 Hari |Buktipengi
Memorandum ke Ketua nperpanjanga rimanpene
MA untuk Penetapan npenahanan, tapanpena,
Majelis suratpengantg hanan,
r, bukuekpe
> Memorandum disi,
- Komputer, Memoran
Printer dum
15. | Mengkoreksidanmembub Tidak Memorandu | 2 Memora
uhiparafMemorandum ke m Jam ndum

Ketua MA untuk
PenetapanMajelis yang
memeriksa berkas

PeninjauanKembali
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Koordin
P d P t
aﬁmu ator PK | STAF oper Pranata ersyaratan/ Waktu | Output
Pidsus dan ator Perlengkapan
Grasi
16. | Menandatangani Memorandu | 2 Memora
Memorandum ke Ketua m Jam ndum
MA untuk
PenetapanMajelis  yang
memeriksa berkas
PeninjauanKembali O_

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

o oMW

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Panmud Pidsusmenerima berkas Peninjauan Kembali dari Direktorat Pranata

Koordinator Peninjauan Kembali meneliti kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sesuai dengan checklist,
termasuk kelengkapan dokumen elektronik

Panmud Pidsusmenetapkan status kelengkapan berkas Peninjauan Kembali

Stafmencatat dan memberikan nomor perkara Peninjauan Kembali dalam buku register

Operator menginput data perkara Peninjauan Kembali ke aplikasi SIAP

Staf menyiapkan berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan
Menggandakan bundel B sebanyak 2 examplar

Operator membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian
berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju

Koordinator Peninjauan Kembalimengkoreksidanmembubuhiparafsurat pemberitahuan (relaas) dan
suratpengantarpengembalian Berkas Perkara Peninjauan Kembaliyang tidak memenuhi syarat formil

Panmud Pidsus menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan suratpengantarpengembalian Berkas Perkara
Peninjauan Kembaliyang tidak memenuhi syarat formil sertasudah diparaf

Staf mengirim surat pemberitahuan (relaas)kePengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim
suratpengantarpengembalian danBerkas Perkara Peninjauan Kembaliyang tidak memenuhi syarat formil
kePengadilan pengaju

Operator mencetak Advisblad perkara Peninjauan Kembali yang sudah diregister

Koordinator Peninjauan KembalimengkoreksidanmembubuhiparafAdvisblad perkara PeninjauanKembali
Panmud Pidsus menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf

Staf menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis

Koordinator Peninjauan KembalimengkoreksidanmembubuhiparafMemorandum ke Ketua MA untuk
PenetapanMajelis yang memeriksa berkas PeninjauanKembali

Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa berkas
PeninjauanKembali.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 35/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 14 September 2018
Tanggal Efektif 25 September 2018
Disahkan oleh Panitera

Registrasi Perkara Kasasi

Nama SOP Perdata

SOP REGISTRASI PERKARA KASASI PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal
30 desember 2014 tentang Pedoman sistem
kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal
31 desember 2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PONPRE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No|  Uraian Prosedur Panmud Persyaratan/
Perdata d}i<noaotrc;r Staff | operator | Pranata| Perlengkapan Waktu Output
1 | Menerima berkas Berkas 1 Jam Berkas
Kasasi dari (:, perkara, perkara
Direktorat Pranata ekspedisi
2 | meneliti Berkas 2 Jam | Berkas
kelengkapan berkas perkara perkara
sesuai dengan
checklist, termasuk
kelengkapan
dokumen elektronik
3 | Menetapkan status Berkas 1 hari | Berkas
berkas N.O Y perkara, perkara
dan/ aterl]u , \ va dan surat
Permohonan Kasasi > pengem-
yang tidak bali
memenuhi syarat ba Ilim
erkas
formal Tidak
4 | Menetapkan status Berkas 1Jam | Berkas
kelengkapan berkas Tidak perkara perkara
5 | Mencatat dan Ya Berkas 2 Jam | Konsep
memberikan nomor perkara, Buku relas
perkara dalam buku register nomor
register
6 | Menginput data Berkas 2 Jam | Data
register  elektronik perkara, register
menggunakan Aplikasi excel elektronik
aplikasi excel
7 | Menginput data Konsep / 1Jam | Data
perkara ke aplikasi Tindasan, Web
SIAP Komputer site SIAP
8 | Menggandakan Mesin 2 Jam |2 eksem
bundel B Fotocopy, plar Foto
- Berkas copy
Perkara
9 | Membuat surat Komputer, 1Jam |Relas
pemberitahuan Printer pemberi
Nomor Register tahuan
Perkara nomor
10 | Menandatangani Relas 1 Hari |Relas
Relas pemberitahuan pemberi
Pemberitahuan % nomor tahuan
Nomor yang sudah nomor
dikoreksi dan
diparaf
v
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No|  Uraian Prosedur Panmud Persyaratan/
Perdata dKoor- Staff | operator | Pranata| Perlengkapan Waktu Output
inator
11 | Mengirim relas Relas 1Jam |Relas
kepengadilan pemberitahuan pemberi
pengaju dan para nomor tahuan
pihak nomor
12 | Mencetak Advisblad Komputer, 1Jam Advis
perkara Kasasi Printer blad
yang sudah
diregister
13 | Mengkoreksi A Advisblad 1 Jam Advis
Advisblad  perkara blad
Kasasi
14 | Menyiapkan Komputer, 1 Hari Memo
Memorandum ke Printer randum
Ketua MA untuk
Penetapan Majelis:
1.Memo Penetapan
2.Daftar nomor
perkara Kasasi
15 | Mengkoreksi  dan ) Memorandum 1 Hari Memo
. Tidak
membubuhi  paraf randum
Memorandum ke /
Ketua MA untuk
Penetapan Majelis Ya \/
yang memeriksa
berkas Kasasi
16 | Menandatangani Memorandum | 1 Hari Memo
Memorandum ke randum
Ketua MA untuk v
Penetapan Majelis < >
yang memeriksa
berkas Kasasi
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Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

© ©~NOo

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Panmud Perdata menerima berkas Kasasi dari Direktorat Pranata

Koordinator Kasasi Perdata meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan
dokumen elektronik

Koordinator dan staff Kasasi Perdata menetapkan status berkas N.O dan/atau Permohonan Kasasi yang tidak
memenuhi syarat formal, untuk kemudian dikirim/dikembalikan ke PN Pengaju nya.

Panmud Perdata menetapkan status kelengkapan berkas, jika berkas tidak lengkap maka berkas akan
dikembalikan ke Direktorat Pranata, jika berkas lengkap maka berkas akan dilanjutkan ke proses berikutnya
Staff Kasasi Perdata Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register untuk berkas yang sudah
lengkap

Operator Kasasi Perdata menginput data register elektronik menggunakan aplikasi excel

Operator Kasasi Perdata Mengupload data perkara ke aplikasi SIAP

Staff Kasasi Perdata Menggandakan bundel B

Staff Kasasi Perdata membuat surat pemberitahuan Nomor Register Perkara

.Panmud Perdata menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor Kasasi yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh

koordinator Kasasi Perdata

Staff Kasasi Perdata mengirim relas kepengadilan pengaju dan para pihak

Staff Kasasi Perdata mencetak Advisblad perkara Kasasi Perdata yang sudah diregister

Staff Kasasi Perdata mengkoreksi Advisblad perkara Kasasi Perdata

Staff Kasasi Perdata menyiapkan memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang terdiri dari Memo
Penetapan dan Daftar nomor perkara Kasasi

Koordinator Kasasi Perdata mengkoreksi dan membubuhi paraf memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan
Majelis yang memeriksa berkas Kasasi

Panmud Perdata menandatangani memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa
berkas Kasasi
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

36/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

15 September 2018

Tanggal Efektif

25 September 2018

Disahkan oleh

Panitera

Registrasi Perkara
Peninjauan Kembali
Perdata

Nama SOP

SOP REGISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal
30 desember 2014 tentang Pedoman sistem
kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal
31 desember 2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PonpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No|  Uraian Prosedur Panmud Persyaratan/
Perdata dKoor- Staff | operator | Pranata| Perlengkapan Waktu Output
inator
1 | Menerima berkas Berkas 1 Jam Berkas
PK dari Direktorat (:, perkara, perkara
Pranata ekspedisi
2 | meneliti Berkas 2 Jam | Berkas
kelengkapan berkas perkara perkara
sesuai dengan
checklist, termasuk
kelengkapan
dokumen elektronik
3 | Menetapkan status Berkas 1 hari | Berkas
berkas N.O dan Y perkara, perkara
Permohonan PK 2x \ Ya komputer, dan surat
yang tidak > -

. printer pengem-
memenuhi syarat bali
formal alian

berkas
Tidak
4 | Menetapkan status Berkas 1Jam | Berkas
kelengkapan berkas Tidak perkara perkara
5 | Mencatat dan Ya Berkas 2 Jam | Konsep
memberikan nomor perkara, Buku relas
perkara dalam buku register nomor
register
6 | Menginput data Berkas 2 Jam | Data
register  elektronik perkara, register
menggunakan Aplikasi excel elektronik
aplikasi excel
7 | Menginput data Konsep / 1Jam | Data
perkara ke aplikasi Tindasan, Web
SIAP Komputer site SIAP
8 | Menggandakan Mesin 2 Jam |2 eksem
bundel B Fotocopy, plar Foto
- Berkas copy
Perkara
9 | Membuat surat Komputer, 1Jam |Relas
pemberitahuan Printer pemberi
Nomor Register tahuan
Perkara nomor
10 | Menandatangani Relas 1 Hari |Relas
Relas y pemberitahuan pemberi
Pemberitahuan nomor tahuan
Nomor yang sudah nomor
dikoreksi dan
diparaf
y
103




Pelaksana Mutu Baku Ket
No|  Uraian Prosedur Panmud Persyaratan/
Perdata dli(:a()trc;r Staff | operator | Pranata| Perlengkapan Waktu Output
11 | Mengirim relas Relas 1Jam |Relas
kepengadilan pemberitahuan pemberi
pengaju dan para nomor tahuan
pihak nomor
12 | Mencetak Advisblad Komputer, 1Jam Advis
perkara PK yang Printer blad
sudah diregister
13 | Mengkoreksi Advisblad 1 Jam Advis
Advisblad perkara blad
PK
14 | Menyiapkan Komputer, 1 Hari Memo
Memorandum ke Printer randum
Ketua MA untuk L
Penetapan Majelis:
1.Memo Penetapan
2.Daftar nomor
perkara PK
15 | Mengkoreksi  dan ) Memorandum 1 Hari Memo
. Tidak
membubuhi  paraf randum
Memorandum ke /
Ketua MA untuk
Penetapan Majelis Ya \/
yang memeriksa
berkas PK
16 | Menandatangani Memorandum 1 Hari Memo
Memorandum ke randum
Ketua MA untuk v
Penetapan Majelis < >
yang memeriksa
berkas PK
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Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

© ©~NOo

11.
12.
13.
14.

Panmud Perdata menerima berkas PK dari Direktorat Pranata

Koordinator PK Perdata meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen
elektronik

Panmud Perdata menetapkan status berkas N.O dan Permohonan PK 2x yang tidak memenuhi syarat formal,
jika status berkas N.O dan Permohonan PK 2x tidak memenuhi syarat formal maka berkas akan dikembalikan
ke PN Pengaju, jika status berkas bukan NO atau Permohonan PK 2x memenuhi syarat formal maka akan
dilanjutkan ke proses berikutnya

Panmud Perdata menetapkan status kelengkapan berkas, jika berkas tidak lengkap maka berkas akan
dikembalikan ke Direktorat Pranata, jika berkas lengkap maka berkas akan dilanjutkan ke proses berikutnya
Staff PK Perdata Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register untuk berkas yang sudah
lengkap

Operator PK Perdata menginput data register elektronik menggunakan aplikasi excel

Operator PK Perdata Mengupload data perkara ke aplikasi SIAP

Staff PK Perdata Menggandakan bundel B

Staff PK Perdata membuat surat pemberitahuan Nomor Register Perkara

.Panmud Perdata menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor PK yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh

koordinator PK Perdata

Staff PK Perdata mengirim relas kepengadilan pengaju dan para pihak

Staff PK Perdata mencetak Advisblad perkara PK Perdata yang sudah diregister

Staff PK Perdata mengkoreksi Advisblad perkara PK Perdata

Staff PK Perdata menyiapkan memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang terdiri dari Memo
Penetapan dan Daftar nomor perkara PK
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 37/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 14 September 2018
Tanggal Efektif 25 September 2018
Disahkan oleh Panitera

Nama SOP SOP Distribusi Berkas

Perkara Kasasi Perdata

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PP

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur
Panmud Ketua Persyaratan/ Waktu Output
Perdata Staf Majelis Perlengkapan
1 Menerima Buku 4 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Ekspedisi Terima
Hakim
2 : Form 1 Hari Berkas
Melengkapi
berkasg deE]gan Adviesblad, Perkara
Adviesblad Map Berkas, yang Telah
Penetapan' Buku Bantu, Lengkap
Majelis Hakim Buku Register,
. . Aplikasi SIAP
e Menulis identitas >
perkara di
sampul berkas
e Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menyerahkan Berkas Bundel | 1 Hari Berkas
berkas perkara A dan Bundel Bundel A
” B (asli) dan 2 dan Bundel
rangkap B
Bundel B
(copy)
4 Meng-update data Lembaran 4 Jam Ter-update
dalam buku register advisblad nya
dan SIAP tanggal
distribusi

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

Panmud Perdata menerima penetapan Majelis Hakim

Staff Kasasi Perdata melengkapi berkas dengan Adviesblad dan Penetapan Majelis Hakim, kemudian
Menulis identitas perkara di sampul berkas dan selanjutnya memilah berkas sesuai Majelis Hakim

Staff Kasasi Perdata menyerahkan berkas perkara ke Ketua Majelis
Staff Kasasi Perdata Meng-update data Kasasi Perdata dalam buku register dan SIAP
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Nomor SOP 38/PAN/OT.01.3/10/2017

MAHKAMAH AGUNG RI Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014
. Tanggal Revisi 14 September 2018
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI -
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Tanggal Efektif 25 September 2018
Jakarta 10010 - -
Disahkan oleh Panitera

SOP Distribusi Berkas

Nama SOP Perkara PK Perdata

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang || 1. S-1 Hukum
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah || 2. S-2 Hukum
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 || 3. S-1 Komputer
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang || 4. S-2 Komputer
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan ~Mahkamah  Agung || Peralatan/Perlengkapan :
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/111/2006 tentang - Buku Bantu
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan - Buku Register

Mahkamah Agung Republik Indonesia. - Komputer
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 - Jaringan Internet
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar - Aplikasi SIAP
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 - Berkas Perkara
desember 2014 tentang jangka  waktu - ATK
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI
Keterkaitan : Pencatatan dan pendataan:
- SOP Registrasi - Registrasi/berkas perkara
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim - Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur
Panmud Ketua Persyaratan/ Waktu Output
Perdata Staf Majelis Perlengkapan
1 Menerima Buku 4 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Ekspedisi Terima
Hakim
2 : Form 1 Hari Berkas
Melengkapi
berkasg deE]gan Adviesblad, Perkara
Adviesblad Map Berkas, yang Telah
Penetapan' Buku Bantu, Lengkap
Majelis Hakim Buku Register,
. . Aplikasi SIAP
e Menulis identitas >
perkara di
sampul berkas
e Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menyerahkan Berkas Bundel | 1 Hari Berkas
berkas perkara A dan Bundel Bundel A
” B (asli) dan 2 dan Bundel
rangkap B
Bundel B
(copy)
4 Meng-update data Lembaran 4 Jam Ter-update
dalam buku register advisblad nya
dan SIAP tanggal
distribusi

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

Panmud Perdata menerima penetapan Majelis Hakim

Staff PK Perdata melengkapi berkas dengan Adviesblad dan Penetapan Majelis Hakim, kemudian
Menulis identitas perkara di sampul berkas dan selanjutnya memilah berkas sesuai Majelis Hakim

Staff PK Perdata menyerahkan berkas perkara ke Ketua Majelis
Staff PK Perdata Meng-update data PK Perdata dalam buku register dan SIAP
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 39/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 14 September 2018

Tanggal Efektif 25 September 2018

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan Kasasi Perdata

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;

6.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4., S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Putusan Asli dan Salinan
- Komputer

- Jaringan Internet

- Buku Register

- Buku Ekspedisi

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Buku Register

- Sistem Informasi
- Buku Bantu

- Buku Eskpedisi

1. SOP Distribusi

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Banitora Persyaratan / Ket.
Koordinator Muda Staf PP Perlengkapan Waktu | Output
Perdata
1 | Menerima dan e Berkas 1 Jam | Putu
memeriksa Perkara san
kelengkapan salinan Bundel A dan dan
putusan dan berkas ( ) Bundel B Berkas
perkara )
¢ Salinan Perkara
Putusan
e Asli Putusan
2 | Mencocokkan salinan e Berkas 1Jam | Salinan
putusan dengan asli Perkara Putu
putusan Bundel A dan san
Bundel B
\ tidak e Salinan
Putusan
/ e Asli Putusan
e Lembar
va Quality
Control
3 | Melakukan otentikasi Salinan Putusan | 1 Jam | Salinan
(pembubuhan paraf Resmi
dan stempel) salinan Putu
putusan san
4 | Membuat konsep surat Draft Surat 1Jam | Draft
pengantar pengiriman > Pengantar / Surat
berkas / relaas Relaas Pemberi Pengan
pemberitahuan o tahuan tar
putusan ke Pengadilan tida
Pengaju
5 | Mengoreksi dan \ Draft Surat 1Jam | Draft
membubuhi paraf pada < Pengantar / Surat
surat pengantar / / Relaas Pemberi Pengan
i tar
relaas pemberitahuan tahuan
putusan ya
6 |, Menandatangani Surat Pengantar | 1 Jam I§urat
surat pengantar / / Relaas engan
relaas Pemberi tar/
pemberitahuan > tahuan §elaas
putusan em
beri
¢ Menandatangani tahuan
Salinan Putusan
7 e Menijilid Salinan e Salinan 2 Jam | Berkas
Putusan Putusan perkara
e Memberikan identitas * Berkas yang
pada sampul Salinan Perkara Sl_a.p-
Putusan Bundel A dan dikirim
o Melakukan Check Bundel B
List kelengkapan e Buku
Bundel A Ekspedisi
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Banitora Persyaratan / Ket.
Koordinator Muda Staf PP Perlengkapan Wakdu |- Output
Perdata
¢ Memasukan Salinan
Putusan dan Bundel ~—
A ke dalam amplop
e Menuliskan alamat
penerima pada
amplop
e Menulis pada Buku
Ekspedisi
8 |, Mengirim Bundel A e Berkas 2 Jam | Berkas
dan Salinan Putusan Perkara Perkara
ke Pengadilan v Bundel A dan , Asli
Pengaju Bundel B Putu
¢ Mengarsipkan Asli e Salinan san
Putusan dan Bundel Putusan dan
B Berkas Perkara Salinan
Putu
san
9 Mengupload tanggal : Buku 1Jam | Data
pengiriman pada ( :) Ekspedisi Web
aplikasi SIAP site
SIAP

Prosedur / Deskripsi :

1.

AW

Staff Pengiriman Berkas Kasasi Perdata Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas
perkara

Koordinator Kasasi Perdata Mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, jika salinan putusan tidak
sesuai dengan putusan yang asli maka salinan putusan dan putusan asli akan dikembalikan ke PP, jika salinan
putusan dengan asli putusan sesuai maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya

Koordinator Kasasi Perdata Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan

Staff Pengiriman Berkas Kasasi Perdata Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas
pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju

Koordinator Kasasi Perdata Mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relaas pemberitahuan
putusan, jika ada kesalahan maka akan dikembalikan ke staff Kasasi Perdata untuk diperbaiki, jika tidak ada
kesalahan maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya

Panmud Perdata Menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan dan menandatangani
Salinan Putusan

Staff Pengiriman Berkas Kasasi Perdata Menjilid Salinan Putusan, Memberikan identitas pada sampul Salinan
Putusan, Melakukan Check List kelengkapan Bundel A, Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam
amplop, Menuliskan alamat penerima pada amplop dan Menulis pada Buku Ekspedisi

Staff Pengiriman Berkas Kasasi Perdata Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju dan
Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara

Staff Kasasi Perdata Mengupload tanggal pengiriman pada aplikasi SIAP

112




MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 40/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 14 September 2018

Tanggal Efektif 25 September 2018

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan PK Perdata

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;

6.Keputusan Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/11/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4, S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku Register

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Buku Register
Sistem Informasi
- Buku Bantu

Keterkaitan :

1. SOP Distribusi

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Sanitora Persyaratan / Ket.
. PP Wakt Output
Koordinator Muda Staf Perlengkapan atu utpu
Perdata
1 | Menerima dan e Berkas 1 Jam Putu
memeriksa Perkara san
keltengkagan k?ali?an Bundel A dan
puiiisan dan berkas (: dan Bundel Berkas
perkara
B Perkara
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
2 | Mencocokkan salinan e Berkas 1 Jam Salinan
putusan dengan asli Perkara Putu
putusan Bundel A san
dan Bundel
4
\ tidak B
e Salinan
/ Putusan
o Asli Putusan
va e Lembar
Quiality
Control
3 | Melakukan otentikasi A\ 4 Salinan 1 Jam Salinan
(pembubuhan paraf Putusan Resmi
dan stempel) salinan Putu
putusan san
4 | Membuat konsep surat Draft Surat 1Jam | Draft
pengantar pengiriman Pengantar / Surat
berkas / relaas Relaas Pengan
pemberitahuan dak Pemberi tar
putusan ke Pengadilan tida tahuan
Pengaju
5 Mengoreksi dan \ Draft Surat 1Jam Draft
membubuhi paraf pada < Pengantar / Surat
surat pengantar / / Relaas Pengan
relaas pemberitahuan Pemberi tar
putusan v tahuan
6 | Menandatangani surat Surat 1Jam | Surat
pengantar / relaas > Pengantar / Pengan
pemberitahuan Relaas tar /
putusan Pemberi Relaas
h Pem
tahuan beri
tahuan
7|, Menijilid Salinan ¢ Salinan 2 Jam Berkas
Putusan Putusan perkara
o Memberikan identitas — * Berkas yang
pada sampul Salinan Perkara S|_ap_
Putusan Bundel A dikirim
e Melakukan Check dan Bundel
List kelengkapan y B
Bundel A e Buku
Ekspedisi
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Pelaksana

Mutu Baku

No Uraian Prosedur Sanitora Persyaratan / Ket.
. PP Wakt Output
Koordinator Muda Staf Perlengkapan atu utpu
Perdata

Memasukan Salinan

Putusan dan Bundel N

A ke dalam amplop

Menuliskan alamat

penerima pada

amplop

Menulis pada Buku

Ekspedisi

8 Mengarsipkan Asli e Berkas 2 Jam Berkas

Putusan dan Bundel Perkara Perkgra

B Berkas Perkara D Bundel A , Asli

Mengirim Bundel A dan Bundel Putu

dan Salinan Putusan B san

ke Pengadilan e Salinan dan

Pengaju Putusan Salinan
Putu
san

Prosedur / Deskripsi :

1. Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas

perkara

2. Koordinator PK Perdata Mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, jika salinan putusan tidak sesuai
dengan putusan yang asli maka salinan putusan dan putusan asli akan dikembalikan ke PP, jika salinan
putusan dengan asli putusan sesuai maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya

Pw

pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
5. Koordinator PK Perdata Mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relaas pemberitahuan
putusan, jika ada kesalahan maka akan dikembalikan ke staff PK Perdata untuk diperbaiki, jika tidak ada
kesalahan maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya
6. Panmud Perdata Menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan
7. Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Menijilid Salinan Putusan, Memberikan identitas pada sampul Salinan
Putusan, Melakukan Check List kelengkapan Bundel A, Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam
amplop, Menuliskan alamat penerima pada amplop dan Menulis pada Buku Ekspedisi
8. Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara dan Mengirim
Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju

Koordinator PK Perdata Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan
Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 40/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 06 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan PK Perdata

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PK PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;

6.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Putusan Asli dan Salinan
- Komputer

- Jaringan Internet

- Buku Register

- Buku Ekspedisi

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Buku Register

- Sistem Informasi
- Buku Bantu

- Buku Eskpedisi

1. SOP Distribusi

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana

Mutu Baku

No Uraian Prosedur Banitora Persyaratan / Ket.
. PP Wakt Output
Koordinator Muda Staf Perlengkapan atu utpu
Perdata
1 | Menerima dan  Berkas 1Jam | Putu
memeriksa , Perkara san
keltengkag)an sal:(nan Bundel A dan
puitlisan dan berkas (: dan Bundel Berkas
perkara
B Perkara
¢ Salinan
Putusan
o Asli Putusan
2 | Mencocokkan salinan * Berkas 1Jam | Salinan
putusan dengan asli Perkara Putu
putusan Bundel A san
dan Bundel
)
\ tidak B
e Salinan
/ Putusan
o Asli Putusan
va e Lembar
Quiality
Control
3 | Melakukan otentikasi Salinan 1 Jam Salinan
(pembubuhan paraf Putusan Resmi
dan stempel) salinan Putu
putusan san
4 | Membuat konsep surat Draft Surat 1Jam | Draft
pengantar pengiriman Pengantar / Surat
berkas / relaas Relaas Pengan
pemberitahuan ok Pemberi tar
putusan ke Pengadilan tida tahuan
Pengaju
5 Mengoreksi dan \ Draft Surat 1 Jam Dl’aft
membubuhi paraf pada < Pengantar / Surat
surat pengantar / / Relaas Pengan
relaas pemberitahuan Pemberi tar
putusan ya tahuan
6 | Menandatangani Surat 1Jam | Surat
surat pengantar / > Pengantar / Pengan
relaas Relaas tar /
pemberitahuan Pemberi E:lrﬁas
putusan tahuan beri
¢ Menandatangani tahuan
Salinan Putusan
7 |e Menjilid Salinan e Salinan 2Jam | Berkas
Putusan Putusan perkara
 Memberikan identitas * Berkas yang
pada sampul Salinan Perkara S|.a_p.
Putusan Bundel A dikirim
 Melakukan Check dan Bundel
List kelengkapan A 4 B
Bundel A
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Banitora Persyaratan / Ket.
. PP Wakt! Output
Koordinator Muda Staf Perlengkapan atu utpu
Perdata
e Memasukan Salinan * Buku .
Putusan dan Bundel Ekspedisi
A ke dalam amplop
¢ Menuliskan alamat
penerima pada
amplop
e Menulis pada Buku
Ekspedisi
8 |, Mengirim Bundel A e Berkas 2 Jam | Berkas
dan Salinan Putusan Perkara Perk_ara
ke Pengadilan Bundel A , Asli
Pengaju Y dan Bundel Putu
e Mengarsipkan Asli B san
Putusan dan Bundel e Salinan dan
B Berkas Perkara Putusan Salinan
Putu
san
9 Mengupload tanggal Buku 1Jam | Data
pengiriman pada y Ekspedisi Web
aplikasi SIAP ( > site
SIAP

Prosedur / Deskripsi :

1.

P

Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas

perkara

Koordinator PK Perdata Mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, jika salinan putusan tidak sesuai

dengan putusan yang asli maka salinan putusan dan putusan asli akan dikembalikan ke PP, jika salinan

putusan dengan asli putusan sesuai maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya
Koordinator PK Perdata Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan

Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas
pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
Koordinator PK Perdata Mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relaas pemberitahuan
putusan, jika ada kesalahan maka akan dikembalikan ke staff PK Perdata untuk diperbaiki, jika tidak ada

kesalahan maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya

Panmud Perdata Menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan dan menandatangani

Salinan Putusan

Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Menjilid Salinan Putusan, Memberikan identitas pada sampul Salinan

Putusan, Melakukan Check List kelengkapan Bundel A, Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam
amplop, Menuliskan alamat penerima pada amplop dan Menulis pada Buku Ekspedisi
Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju dan
Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara
Staff PK Perdata Mengupload tanggal pengiriman pada aplikasi SIAP
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PANITERA MUDA
PERDATA KHUSUS



MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

41/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

020ktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Registrasi Perkara Kasasi
Perdata Khusus

SOP REGISTRASI PERKARA KASASI PERDATA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PWONPRE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet

- Buku register
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register

- Sistem informasi

- Buku bantu

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

116




Pelaksana Mutu Baku Ket
No | Uraian Prosedur
Panitera Koordinator Staff Pranata Persyaratan/ Waktu| Output
Muda Perlengkapan
1 Menerimaberkas Berkas 5 Berkas
perkara Kasasi G perkara, menit | perkara
dari Direktorat ekspedisi
Pranata
2 Meneliti Berkas 20 Berkas
kelengkapan perkara menit | perkara
berkas perkara y
Kasasi sesuai
dengan checklist,
termasuk
kelengkapan
dokumen
elektronik
3 | Menetapkan v Berkas 25 Berkas
status \ Tidak perkara menit | perkara
kelengkapan N
berkas perkara /
Kasasi
4 e Mencatat dan e Berkas 4jam |[e Nomor
memberikan perkara Regist
nomor perkara ¢ Advisblaad er
Kasasi dalam e Jaringan e Konse
Buku Register internet p
dan Aplikasi o Komputer memor
SIAP Ya e Printer andum,
e Mesin relaas,
¢ Mempersiapkan Fotocopy Advisbl
Memorandum aad
dan formulir « 2
Penetapan eksem
Penunjukan plar
Majelis ke fotocop
Ketua MA y
berkas
¢ Membuat surat perkar
Relaas a
Pemberitahuan
nomor register
berkas perkara
Kasasi
e Mencetak
Advisblaad
perkara Kasasi
yang sudah
diregister
e Menggandakan
bundel B
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No | Uraian Prosedur
Panitera Koordinator Staff Pranata Persyaratan/ Waktu| Output
Muda Perlengkapan
5 Mengoreksi dan Konsep 30 Konsep
membubuhi paraf Memorandum, |menit | Memorand
padaMemorandu Tidak Relaas, um,
m Penetapan Advisblaad Relaas,
Penunjukan Advisblaag
Majelis, Relaas
pemberitahuan
nomor register,
dan Advisblaad Ya
6 | Menandatangani Konsep 20 Memorand
Memorandum Memorandum, |menit | um,
Penetapan Relaas, Relaas,
Penunjukan Advisblaad Advisblaag
Majelis, Relaas
pemberitahuan
nomor register,
dan Advisblaad
7 | Mengirim Relaas Amplop, Relaag 30 Relass
pemberitahuan (: pemberitahuan|menit | pemberital
nomor register nomor register uan nomor
berkas perkara register
Kasasi
kepengadilan
pengaju dan para
pihak

Prosedur / Deskripsi :

Panitera Muda Perdata Khusus Menerima berkas perkara Kasasi dari Direktorat Pranata.
Koordinator meneliti kelengkapan berkas perkara Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk
kelengkapan dokumen elektronik.

Panitera Muda Perdata Khususmenetapkan status kelengkapan berkas perkara Kasasi, jika ada
kekurangan kelengkapan berkas perkara Kasasi akan dikembalikan ke Pranata.

Staff menerima berkas perkara Kasasi yang sudah lengkap kemudian mencatat dan memberikan
nomor perkara Kasasi dalam Buku Register dan mengunggah ke Aplikasi SIAP, mempersiapkan
Memorandum dan formulir Penetapan Penunjukan Majelis ke Ketua MA, membuat Relaas
Pemberitahuan nomor register berkas perkara Kasasi, mencetak Advisblaad perkara Kasasi yang
sudah diregister, dan menggandakan bundel B.

Koordinator mengoreksi dan membubuhi paraf pada Memorandum Penetapan Penunjukan
Majelis, Relaas pemberitahuan nomor register, dan Advisblaad.

Panitera Muda Perdata Khususmenandatangani Memorandum Penetapan Penunjukan Majelis,
Relaas pemberitahuan nomor register, dan Advisblaad.

Staff mengirim Relaas pemberitahuan nomor register berkas perkara Kasasi ke pengadilan
pengaju dan para pihak.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

42/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

020ktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Registrasi Perkara PK

Nama SOP Perdata Khusus

SOP REGISTRASI PERKARA PK PERDATA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PWONPRE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu
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Pelaksana Mutu Baku Ket

No | Uraian Prosedur

Panitera Koordinator Staff Pranata Persyaratan/ Waktu| Output
Muda Perlengkapan

1 | Menerimaberkas Berkas 5 Berkas
perkara PKdari G perkara, menit | perkara
Direktorat Pranata ekspedisi

2 | Meneliti Berkas 20 Berkas
kelengkapan perkara menit | perkara
berkas perkara PK
sesuai dengan
checklist,
termasuk
kelengkapan
dokumen
elektronik

3 Menetapkan ‘\ Berkas 25 Berkas
status Tidak perkara menit | perkara
kelengkapan
berkas perkara PK /

4 e Mencatat dan e Berkas 4jam |e Nomor
memberikan perkara Regist
nomor e Advisblaad er
perkaraPK e Jaringan o Konse
dalam Buku internet p
Register dan o Komputer memor
Aplikasi SIAP Ya e Printer andum,

e Mesin relaas,
e Mempersiapkan Fotocopy Advisbl
Memorandum aad
dan formulir « 2
Penetapan eksem
Penunjukan plar
Majelis ke fotocop
Ketua MA y
berkas
e Membuat surat perkar
Relaas a
Pemberitahuan
nomor register
berkas perkara
PK
¢ Mencetak
Advisblaad
perkara PK
yang sudah
diregister
¢ Menggandakan
bundel B
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No | Uraian Prosedur
Panitera Koordinator Staff Pranata Persyaratan/ Waktu| Output
Muda Perlengkapan
5 Mengoreksi dan Konsep 30 Konsep
membubuhi paraf Memorandum, |menit | Memorand
padaMemorandu Tidak Relaas, um,
m Penetapan Advisblaad Relaas,
Penunjukan Advisblaag
Majelis, Relaas
pemberitahuan
nomor register,
dan Advisblaad Ya
6 | Menandatangani Konsep 20 Memorand
Memorandum Memorandum, |menit | um,
Penetapan Relaas, Relaas,
Penunjukan Advisblaad Advisblaag
Majelis, Relaas
pemberitahuan
nomor register,
dan Advisblaad
7 | Mengirim Relaas Amplop, Relaag 30 Relass
pemberitahuan (: pemberitahuan|menit | pemberital
nomor register nomor register uan nomor
berkas perkara PK register
kepengadilan
pengaju dan para
pihak

Prosedur / Deskripsi :

Panitera Muda Perdata Khusus Menerima berkas perkara PK dari Direktorat Pranata.

Koordinator meneliti kelengkapan berkas perkara PK sesuai dengan checklist, termasuk
kelengkapan dokumen elektronik.

Panitera Muda Perdata Khususmenetapkan status kelengkapan berkas perkara PK, jika ada
kekurangan kelengkapan berkas perkara PK akan dikembalikan ke Pranata.

Staff menerima berkas perkara PK yang sudah lengkap kemudian mencatat dan memberikan
nomor perkara PK dalam Buku Register dan mengunggah ke Aplikasi SIAP, mempersiapkan
Memorandum dan formulir Penetapan Penunjukan Majelis ke Ketua MA, membuat Relaas
Pemberitahuan nomor register berkas perkara PK, mencetak Advisblaad perkara PK yang sudah
diregister, dan menggandakan bundel B.

Koordinator mengoreksi dan membubuhi paraf pada Memorandum Penetapan Penunjukan
Majelis, Relaas pemberitahuan nomor register, dan Advisblaad.

Panitera Muda Perdata Khususmenandatangani Memorandum Penetapan Penunjukan Majelis,
Relaas pemberitahuan nomor register, dan Advisblaad.

Staff mengirim Relaas pemberitahuan nomor register berkas perkara PK ke pengadilan pengaju
dan para pihak.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 43/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara

Nama SOP Kasasi Perdata Khusus

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI PERDATA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan ~ Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PWONPRE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur Panitera | Koordi Panitera Persyaratan/
oordi
. Wakt Output
Muda nator Staf Pengganti | Perlengkapan ! utpu
1 | Menerima Penetapan Buku Ekspedisi | 10 Tanda
Majelis Hakim perkara C> Menit | Terima
Kasasi
2 | Mengajukan Penetapan 10 Konsep
permohonan » Majelis Hakim Menit | Penunjuka
penunjukan Panitera n Panitera
Pengganti Pengganti
3 | Menunjuk Panitera . Penetapan 20 Penunjuka
Pengganti untuk Majelis Hakim menit | n Panitera
perkara Kasasi Pengganti
4 | Mempersiapkan R Penetapan 30 Konsep
Memorandum g | Majelis Hakim, menit | Memorand
Distribusi dan Matrik Komputer um
perkara Kasasi Distribusi
dan Matrik
5 | Mengoreksi dan Tidak Penetapan 20 Konsep
membubuhi paraf Majelis Hakim, menit | Memorand
pada Memorandum / Memorandum um
Désrlt(rggsl'(gggs'i‘”at”k Distribusi, dan Distribusi
P Ya Matrik dan Matrik
6 | Menandatangani Memorandum 10 Memorand
Memorandum < Distribusi dan menit | um
Distribusi dan Matrik Matrik Distribusi
perkara Kasasi dan Matrik
7 Melengkapi berkas e Form 2 Jam | Berkas
perkara Kasasi Advisblaad, perkara
dengan Memorandu Kasasi
Memorandum m Distribusi,
Distribusi, Matrik
Advisblaad, atr
Penetapan Majelis Map Berkas
Hakim, dan Matrik * P
Menulis identitas * BukuBantu
perkara di sampul e Buku
berkas perkara Reaqister
Kasasi 9
Memilah berkas
perkara Kasasi
sesuai Panitera
Pengganti
8 | Menerima berkas Berkas Bundel 30 Berkas
perkara Kasasi d A dan Bundel B | menit | Bundel A
(asli) dan 2 dan Bundel
i rangkap Bundel B
B (copy)
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur Panitera Koordi Panitera Persyaratan/
oordi
. Wakt Output
Muda nator Staf Pengganti | Perlengkapan ! utpu
9 | Memperbarui (meng- Buku Register, | 20 Pembarua
update) qlata ke dalam Buku menit | n (update)
buku register dan Ekspedisi, tanggal
Aplikasi SIAP Komputer, distribusi
Jaringan
internet

Prosedur / Deskripsi :

1.

Panitera Muda Perdata Khusus menerima Penetapan Majelis Hakim perkara Kasasi dari Ketua
Mahkamah Agung melalui Kasubbag TU Pimpinan MA.

Koordinator mengajukan permohonan penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera Muda Perdata
Khusus.

Panitera Muda Perdata Khusus menunjuk Panitera Pengganti untuk perkara Kasasi tersebut.

Staff distribusi mempersiapkan Memorandum Distribusi dan Matrik perkara Kasasi untuk ditandatangani
Panitera Muda Perdata Khusus.

Koordinator mengoreksi dan membubuhi paraf Memorandum Distribusi dan Matrik yang sudah dibuat
oleh staff distribusi, jikka memorandum dan matrik ada kesalahan maka akan dikembalikan kepada staff
untuk diperbaiki.

Panitera Muda Perdata Khusus menandatangani Memorandum Distribusi dan Matrik perkara Kasasi.

Staff distribusi melakukan pemberkasan, meliputi : melengkapi berkas perkara Kasasi dengan
Memorandum Distribusi, Advisblaad, Penetapan Majelis Hakim, dan Matrik; menulis identitas perkara di
sampul berkas perkara Kasasi; dan Memilah berkas perkara Kasasi sesuai Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti menerima berkas perkara Kasasi dari staff distribusi Panitera Muda Perdata Khusus.

Panitera Muda Perdata Khusus memperbarui (meng-update) data dalam ke Buku Register dan Aplikasi
SIAP.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 44/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara

Nama SOP PK Perdata Khusus

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PK PERDATA KHUSUS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PWONPRE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur Panitera | Koordi Panitera Persyaratan/
oordi
. Wakt Output
Muda nator Staf Pengganti | Perlengkapan ! utpu
1 | Menerima Penetapan Buku Ekspedisi | 10 Tanda
Majelis Hakim perkara C> Menit | Terima
PK
2 | Mengajukan Penetapan 10 Konsep
permohonan » Majelis Hakim | Menit | Penunjuka
penunjukan Panitera n Panitera
Pengganti Pengganti
3 | Menunjuk Panitera . Penetapan 20 Penunjuka
Pengganti untuk Majelis Hakim menit | n Panitera
perkara PK Pengganti
4 | Mempersiapkan R Penetapan 30 Konsep
Memorandum g | Majelis Hakim, menit | Memorand
Distribusi dan Matrik Komputer um
perkara PK Distribusi
dan Matrik
5 | Mengoreksi dan Tidak Penetapan 20 Konsep
membubuhi paraf Majelis Hakim, menit | Memorand
pada Memorandum / Memorandum um
D(';E:;:%ga” Matrik Distribusi, dan Distribusi
P Ya Matrik dan Matrik
6 | Menandatangani Memorandum 10 Memorand
Memorandum < Distribusi dan menit | um
Distribusi dan Matrik Matrik Distribusi
perkara PK dan Matrik
7 Melengkapi berkas e Form 2 Jam | Berkas
perkara PK dengan Advisblaad, perkara PK
Memorandum Memorandu
Distribusi, istribsi
Advisblaad, r,\: D|§I(tr|bu5|,
Penetapan Majelis atri
Hakim, dan Matrik o Map Berkas
Menulis identitas
perkara di sampul * BukuBantu
berkas perkara PK e Buku
Memilah berkas Register
perkara PK sesuai
Panitera Pengganti
8 | Menerima berkas Berkas Bundel 30 Berkas
perkara PK A dan Bundel B | menit | Bundel A
(asli) dan 2 dan Bundel
rangkap Bundel B
B (copy)
~"”
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur Panitera Koordi Panitera Persyaratan/
oordi
. Wakt Output
Muda nator Staf Pengganti | Perlengkapan ! utpu
9 | Memperbarui (meng- Buku Register, | 20 Pembarua
update) qlata ke dalam Buku menit | n (update)
buku register dan Ekspedisi, tanggal
Aplikasi SIAP Komputer, distribusi
Jaringan
internet

Prosedur / Deskripsi :
Panitera Muda Perdata Khusus menerima Penetapan Majelis Hakim perkara PK dari Ketua Mahkamah

1.

Agung melalui Kasubbag TU Pimpinan MA.
Koordinator mengajukan permohonan penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera Muda Perdata

Khusus.

Panitera Muda Perdata Khusus menunjuk Panitera Pengganti untuk perkara PK tersebut.

Staff distribusi mempersiapkan Memorandum Distribusi dan Matrik perkara PK untuk ditandatangani

Panitera Muda Perdata Khusus.
Koordinator mengoreksi dan membubuhi paraf Memorandum Distribusi dan Matrik yang sudah dibuat

oleh staff distribusi, jika memorandum dan matrik ada kesalahan maka akan dikembalikan kepada staff

untuk diperbaiki.

Panitera Muda Perdata Khusus menandatangani Memorandum Distribusi dan Matrik perkara PK.

Staff distribusi melakukan pemberkasan, meliputi : melengkapi berkas perkara PK dengan Memorandum
Distribusi, Advisblaad, Penetapan Majelis Hakim, dan Matrik; menulis identitas perkara di sampul berkas
perkara PK; dan memilah berkas perkara PK sesuai Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti menerima berkas perkara PK dari staff distribusi Panitera Muda Perdata Khusus.

Panitera Muda Perdata Khusus memperbarui (meng-update) data dalam ke Buku Register dan Aplikasi

SIAP.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

45/PAN/OT.01.3/10/2017

TanggalPembuatan

01 Juli 2014

TanggalRevisi

25 September 2017

TanggalEfektif

02 Oktober 2017

Disahkanoleh

Panitera

Nama SOP

Pengiriman Salinan
Putusan dan Berkas
Perkara Kasasi

SOP PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN DAN BERKAS PERKARA KASASI

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;
Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

SLTA

D-3 Komputer
S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum

agrwdNE

Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara
- Komputer

- Jaringan Internet

- Buku register
- ATK

Pencatatandanpendataan:

Keterkaitan :

- Check list
- Buku register

- Sistem informasi

- Buku bantu

1. SOP Distribusi berkas

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No UraianProsedur Panit Panitera Persyaratan/ Ket.
. anitera
. Waktu Output
Koordinator Muda Staf Pengganti Perlengkapan P
1 Menerima dan ¢ Eer::as 10 Putusan
memeriksa (: erkara menit | dan Berkas
kelengkapan Salinan Bundel A dan Perkara
Putusan, Asli Putusan Bundel B
dan berkas perkara e Salinan
Kasasi Putusan
e Asli Putusan
2 Mengoreksi dan e Berkas 1jam | Salinan
mencocokkan Salinan ) Perkara Putusan
. Tidak
Putusan dengan Asli \ Bundel A dan
Putusan perkara / i Bundel B
Kasasi )
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
va e Lembar
Quality
Control
3 Melakukan otentikasi Salinan Putusan | 1 Jam | Salinan
(pembubuhan paraf P Putusan
dan stempel) resmi
padaSalinan Putusan
perkara Kasasi
4 Membuat konsep surat Draft Relaas 5 Draft
Relaas Pemberitahuan [: Pemberitahuan menit | Relaas
Putusan perkara Pemberita
Kasasi Tidak huan
5 Mengoreksi dan Draft Relaas 5 Draft
membubuhi paraf pada \ Pemberitahuan menit | Relaas
Relaas Pemberitahuan < Pemberita
Putusz_an perkara / huan
Kasasi
6 Menandatangani surat lya Draft Relaas 5 Relaas
Relaas Pemberitahuan Pemberitahuan menit | Pemberita
Putusan perkara huan
Kasasi
7 |e Menggandakan e Salinan 4 jam | Berkas
Salinan Putusan Putusan, perkara,
perkara Kasasi Asli Putusan Asli
. . . Berkas
¢ Memberikan identitas ¢ perkara Putusan,
pada sampul Salinan « Sampul Salinan
E:tsl;ss?n perkara Salinan Putusan
Putusan
¢ Menijilid Salinan e ATK
Putusan serta e Buku
melampirkan Relaas ekspedisi
Pemberitahuan A e Check list
Putusan Kasasi
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No

Pelaksana Mutu Baku

UraianProsedur Ket.

Panitera Panitera Persyaratan/

Muda Staf Pengganti Perlengkapan Wakw Output

Koordinator

e Melakukan Check

e Memasukan Salinan

e Mengirim Bundel A

e Menulis Buku

¢ Mengarsipkan Asli

List kelengkapan
Bundel A

Putusan perkara
Kasasi dan Bundel A
ke dalam amplop

dan Salinan Putusan
perkara Kasasi ke
Pengadilan Pengaju
dan Relaas
Pemberitahuan
Putusan ke para
pihak

Ekspedisi pengiriman
salinan putusan dan
berkas perkara
Kasasi

Putusan dan Bundel
B berkas perkara
Kasasi

Mengajukan Surat Bukuekspedisi 20 Surat
Keterangan Tanggung menit
Jawab Pengeposan (:

Surat Dinas kepada

Kuasa Pengguna
Anggaran

A

Prosedur / Deskripsi :

NP

No ok~

Koordinator menerima dan memeriksa kelengkapan Salinan Putusan, Asli Putusan dan berkas perkara Kasasi.
Panitera Muda Perdata Khususmengoreksi dan mencocokkan Salinan Putusan dengan Asli Putusan perkara
Kasasi.

Koordinatormelakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) pada Salinan Putusan perkara Kasasi.

Staff membuat konsep surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara Kasasi.

Koordinatormengoreksi dan membubuhi paraf pada Relaas Pemberitahuan Putusan perkara Kasasi.

Panitera Muda Perdata Khususmenandatangani surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara Kasasi.

Staff melakukan pemberkasan meliputi : menggandakan Salinan Putusan perkara Kasasi, memberikan
identitas pada sampul Salinan Putusan perkara Kasasi, menjilid Salinan Putusan serta melampirkan Relaas
Pemberitahuan Putusan Kasasi, melakukan Check List kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan
perkara Kasasi dan Bundel A ke dalam amplop, mengirim Bundel A dan Salinan Putusan perkara Kasasi ke
Pengadilan Pengaju dan Relaas Pemberitahuan Putusan ke para pihak, menulis Buku Ekspedisi pengiriman
salinan putusan dan berkas perkara Kasasi, mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B berkas perkara Kasasi.
Koordinatormengajukan Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengeposan Surat Dinas kepada Kuasa
Pengguna Anggaran.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

46/PAN/OT.01.3/10/2017

TanggalPembuatan

01 Juli 2014

TanggalRevisi

25 September 2017

TanggalEfektif

02 Oktober 2017

Disahkanoleh

Panitera

Nama SOP

Pengiriman Salinan
Putusan dan Berkas
Perkara PK

SOP PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN DAN BERKAS PERKARA PK

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;
Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Peralatan/Perlengkapan :

Pencatatandanpendataan:

Keterkaitan :

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No UraianProsedur Panit Panitera Persyaratan/ Ket.
. anitera
. Wakt Output
Koordinator Muda Staf Pengganti Perlengkapan ! utpu
. e Berkas
1 Menerima dan 10 Putusan
memeriksa (: Perkara menit | dan Berkas
kelengkapan Salinan Bundel A dan Perkara
Putusan, Asli Putusan Bundel B
dan berkas perkaraPK e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
2 Mengoreksi dan e Berkas 1ljam | Salinan
mencocokkan Salinan —_— Perkara Putusan
Putusan dengan Asli \ 1aa Bundel A dan
Putusan perkara PK / Bundel B
e Salinan
Putusan
¢ Asli Putusan
va e Lembar
Quiality
Control
3 Melakukan otentikasi Salinan Putusan | 1 Jam | Salinan
(pembubuhan paraf P Putusan
dan stempel) resmi
padaSalinan Putusan
perkara PK
4 Membuat konsep surat Draft Relaas 5 Draft
Relaas Pemberitahuan [: Pemberitahuan menit | Relaas
Putusan perkara PK Pemberita
Tidak huan
5 Mengoreksi dan Draft Relaas 5 Draft
membubuhi paraf pada \ Pemberitahuan | menit | Relaas
Relaas Pemberitahuan < Pemberita
Putusan perkara PK / huan
6 Menandatangani surat lya Draft Relaas 5 Relaas
Relaas Pemberitahuan Pemberitahuan menit | Pemberita
Putusan perkara PK huan
7 |e Menggandakan e Salinan 4 jam | Berkas
Salinan Putusan Putusan, perkara,
perkara PK Asli Putusan Asli
. . . Berk
e Memberikan identitas * pgrrk:fa Putusan,
pada sampul Salinan S | Salinan
Putusan perkara PK > * >ampu Putusan
Salinan
¢ Menijilid Salinan Putusan
Putusan serta o ATK
melampirkan Relaas e Buku
Pemberitahuan ekspedisi
PutusanPK e Check list

¢ MelakukanCheckList

kelengkapan
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No

UraianProsedur

Pelaksana

Mutu Baku

Koordinator

Panitera
Muda

Staf

Panitera
Pengganti

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu

Output

Ket.

BundelA

Memasukan Salinan
Putusan perkara PK
dan Bundel A ke
dalam amplop

Mengirim Bundel A
dan Salinan Putusan
perkara PK ke
Pengadilan Pengaju
dan Relaas
Pemberitahuan
Putusan ke para
pihak

Menulis Buku
Ekspedisi pengiriman
salinan putusan dan
berkas perkara PK

Mengarsipkan Asli
Putusan dan Bundel
B berkas perkara PK

Mengajukan Surat Buku ekspedisi 20 Surat
Keterangan Tanggung
Jawab Pengeposan
Surat Dinas kepada
Kuasa Pengguna
Anggaran

menit

)

Prosedur / Deskripsi :

Koordinator menerima dan memeriksa kelengkapan Salinan Putusan, Asli Putusan dan berkas perkara PK.
Panitera Muda Perdata Khususmengoreksi dan mencocokkan Salinan Putusan dengan Asli Putusan

Koordinatormelakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) pada Salinan Putusan perkara PK.
Staff membuat konsep surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara PK.

Koordinatormengoreksi dan membubuhi paraf pada Relaas Pemberitahuan Putusan perkara PK.

Panitera Muda Perdata Khususmenandatangani surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara PK.

Staff melakukan pemberkasan meliputi : menggandakan Salinan Putusan perkara PK, memberikan
identitas pada sampul Salinan Putusan perkara PK, menijilid Salinan Putusan serta melampirkan Relaas
Pemberitahuan Putusan PK, melakukan Check List kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan
perkara PK dan Bundel A ke dalam amplop, mengirim Bundel A dan Salinan Putusan perkara PK ke
Pengadilan Pengaju dan Relaas Pemberitahuan Putusan ke para pihak, menulis Buku Ekspedisi
pengiriman salinan putusan dan berkas perkara PK, mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B berkas

1.
2.
perkara PK.
3.
4,
5.
6.
7.
perkara PK.
8.

Koordinatormengajukan Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengeposan Surat Dinas kepada Kuasa
Pengguna Anggaran.
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PANITERA MUDA
PERDATA AGAMA



MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 47/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Registrasi Perkara Kasasi

Nama SOP Perdata Agama

SOP REGISTRASI PERKARA KASAS|I PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PN PE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Persyarat
No Uraian Prosedur Panmud Koord an/
Koordinator o Staff Pranata Waktu | Output
Perdata U Registrasi Perlengka
mum
Agama pan
1. | Menerimaberkas Berkas 4 Jam | Berkas
Kasasi dari Direktorat perkara, perkara
Pranata (: ekspedisi
2. | Meneliti kelengkapan Berkas 4 Jam | Berkas
berkas kasasi sesuai perkara perkara
dengan checklist,
termasuk kelengkapan
dokumen elektronik
3 Menetapkan status 1 hari
kelengkapan berkas X
kasasi \ Tidak
4. | e Mencatat perkara Berkas 4 Jam | Relaas
kasasi ke dalam perkara, pemberi
buku bantu register YA Buku tahuan
stasll) ik bantu nomor
¢ Viemberikan nomor » register perkara,
perkara kasasi dvicebl
e Membuatrelaas advice
pemberitahuan aad
nomor perkara
kasasi dan
adviceblaad
5. | Menandatangani relaas Relaas 2 Relaas
pemberitahuan nomor pemberita | menit | pemberi
perkara kasasi « huan tahuan
nomor nomor
perkara perkara
6. | Mengirim relaas Relaas Relaas
kepengadil_an pengaju pemberita pemberi
dan para pihak huan tahuan
nomor nomor
perkara perkara
7. | Menginput data v Konsep / 1 hari | Data
perkara  Kasasi ke Tindasan, Website
aplikasi SIAP Komputer SIAP
8. Meneliti dan Berkas 2 jam | Berkas
mendistribusi-kan perkara perkara
berkas perkara Kasasi
untuk di register
9. | e Registrasi  perkara Berkas 1 hari | Berkas
kasasi Tahap 1 perkara,bu perkara
e Mengunduh data ku yang
kelengkapan berkas register,A teregistr
Bundel B dari TK jaring asi,data
CD/Direktori an elektron
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Persyarat
No Uraian Prosedur Panmud Koord. an/
Koordinator . . Staff Pranata Waktu | Output
Perdata Umum Registrasi Perlengka
Agama pan
Putusan/SIAP V3 internet,ko ik, 2
e Meng-email data mputer,me eksempl
kelengkapan berkas sin ar
Bundel B ke email fotokopi fotokopi
Askor
¢ Menggandakan
kekurangan data
elektronik bundel B
10. | Menyiapkan Komputer, | 30 Memora
Memorandum ke Ketua v Printer menit | ndum
MA untuk distribusi
berkas perkara kasasi:
Tidak
11. | Mengkoreksi dan Memorandu Memora
membubuhi paraf m ndum
Memorandum ke /\
Ketua MA  untuk \/
distribusi berkas
perkara kasasi YA
12. | Menandatangani Memorandu Memora
Memorandum ke m ndum
Ketua MA  untuk
distribusi berkas < >
perkara kasasi
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Prosedur / Deskripsi :

1.

Panmud menerima dan meneliti berkas perkara Kasasi dari Dirpratalak dan diteruskan ke Koordinator

Umum untuk diteliti lebih lanjut (dalam praktek, berkas kasasi dari DirPratalak langsung diterima oleh

Koordinator Umum)

Koordinator Umum meneliti kelengkapan berkas kasasi sesuai dengan checklist, termasuk

kelengkapan dokumen elektronik

Panmud menetapkan status kelengkapan berkas kasasi, bila lengkap lanjut ke tahap selanjutnya. Bila

tidak lengkap dikembalikan ke DirPratalak untuk di lengkapi kekurangannya.

Koordinator Umum Mencatat perkara kasasi ke dalam buku bantu register kasasi, memberikan nomor

perkara kasasi, membuat relaas pemberitahuan nomor perkara kasasi dan adviceblaad

Panmud menandatangani relaas pemberitahuan nomor perkara kasasi

Staf persuratan mengirim relaas pemberitahuan nomor perkara kasasi kepengadilan pengaju dan

para pihak

Staf upload data menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP

Koordinator registrasi meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara Kasasi kepada staf register

perkara kasasi untuk di register

- Staf registrasi kasasi melakukan registrasi perkara kasasi Tahap 1

- Staf upload data Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan/SIAP V3
dan meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor

- Staf registrasi kasasi menggandakan kekurangan data elektronik bundel B

10.Staf upload data menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi
11.Koordinator registrasi mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi

berkas perkara kasasi. Bila memorandum tidak sesuai, dikembalikan ke staf untuk direvisi. Bila
memorandum sesuaimaka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

12.Panmud menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi dan

selanjutnya Memorandum di serahkan ke Ketua MA
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 48/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Nama SOP Registrasi Perkara PK

Perdata Agama

SOP REGISTRASI PERKARA PK PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PwONPRE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Persyarat
No Uraian Prosedur panmud Koord. an/
Koordinator . . Staff Pranata Waktu | Output
Perdata Umum Registrasi Perlengka
Agama pan
1. | Menerima berkas PK Berkas 4 Jam | Berkas
dari Direktorat Pranata perkara, perkara
(: ekspedisi
2. | Meneliti kelengkapan Berkas 4 Jam | Berkas
berkas PK sesuai perkara perkara
dengan checklist,
termasuk kelengkapan
dokumen elektronik
3 Menetapkan status 1 hari
kelengkapan berkas PK 4
\ Tidak
4. | e Mencatat perkara Berkas 4 Jam | Relaas
PK ke dalam buku perkara, pemberi
bantu register PK YA Buku tahuan
e Memberikan nomor bantu nomor
perkara PK d register perkara,
e Membuat relaas .
pemberitahuan advicebl
nomor perkara PK aad
dan adviceblaad
5. | Menandatangani relaas Relaas 2 Relaas
pemberitahuan nomor pemberita | menit | pemberi
perkara PK N huan tahuan
nomor nomor
perkara perkara
6. | Mengirim relaas ke Relaas Relaas
pengadilan pengaju pemberita pemberi
dan para pihak huan tahuan
nomor nomor
perkara perkara
7. | Menginput data v Konsep / 1hari | Data
perkara PK ke aplikasi Tindasan, Website
SIAP Komputer SIAP
8. | Meneliti dan Berkas 2 jam | Berkas
mendistribusi-kan perkara perkara
berkas perkara PK
untuk di register
9. | e Registrasi  perkara Berkas 1 hari | Berkas
PK Tahap 1 perkara,bu perkara
ku yang
e Mengunduh data register,A teregistr
kelengkapan berkas TK jaring asi, data
Bundel B  dari an elektron
CD/Direktori internet, ik,
Putusan/SIAP V3 komputer,
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Persyarat
No Uraian Prosedur panmud Koord. an/
Koordinator . . Staff Pranata Waktu | Output
Perdata Umum Registrasi Perlengka
Agama pan
e Meng-email data mesin
kelengkapan berkas fotokopi
Bundel B ke email 2
Askor eksempl
ar
o Menggandakan fotokopi
kekurangan data
elektronik bundel B
10. | Menyiapkan Komputer, | 30 Memora
Memorandum ke Ketua Printer menit ndum
MA untuk distribusi \ 4
berkas perkara PK
Tidak
11. | Mengkoreksi dan Memorandul Memora
membubuhi paraf m ndum
Memorandum ke /\
Ketua MA  untuk \/
distribusi berkas
perkara PK YA
12. | Menandatangani Memorandu Memora
Memorandum ke m ndum
Ketua MA  untuk
distribusi berkas < >
perkara PK
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Prosedur / Deskripsi :

1. Panmud menerima dan meneliti berkas perkara PK dari Dirpratalak dan diteruskan ke Koordinator
Umum untuk diteliti lebih lanjut (dalam praktek, berkas PK dari DirPratalak langsung diterima oleh
Koordinator Umum)

2. Koordinator Umum meneliti kelengkapan berkas perkara PK sesuai dengan checklist, termasuk
kelengkapan dokumen elektronik

3. Panmud menetapkan status kelengkapan berkas PK, bila lengkap lanjut ke tahap selanjutnya. Bila
tidak lengkap dikembalikan ke DirPratalak untuk di lengkapi kekurangannya.

4. Koordinator Umum Mencatat perkara PK ke dalam buku bantu register PK, memberikan nomor
perkara PK, membuat relaas pemberitahuan nomor perkara PK dan adviceblaad

5. Panmud menandatangani relaas pemberitahuan nomor perkara PK

6. Staf persuratan mengirim relaas pemberitahuan nomor perkara PK ke pengadilan pengaju dan para
pihak

7. Staf upload data menginput data perkara PK ke aplikasi SIAP

8. Koordinator registrasi meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara PK kepada staf register perkara
PK untuk di register

9. - Staf registrasi PK melakukan registrasi perkara kasasi Tahap 1
- Staf upload data Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan/SIAP V3

dan meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor
- Staf registrasi PK menggandakan kekurangan data elektronik bundel B

10.Staf upload data menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK

11.Koordinator registrasi mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi
berkas perkara PK. Bila memorandum tidak sesuai, dikembalikan ke staf untuk direvisi. Bila
memorandum sesuai maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

12.Panmud menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK dan

selanjutnya Memorandum di serahkan ke Ketua MA
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 49/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

SOP Distribusi Berkas
Perkara Kasasi Perdata
Agama

Nama SOP

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
Agung

tentang  Kepaniteraan  Mahkamah

Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Kepaniteraan

Organisasi dan Tata Kerja
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30

desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
waktu

desember 2014 tentang jangka
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Distribusi berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Uraian Prosedur

Koord. Ketua Persyaratan/ Waktu Output
Umum Staf Kamar Perlengkapan
1 | Menulis daftar berkas Buku 1Jam Tanda
perkara kasasi yang ( ) Ekspedisi Terima
akan di distribusikan
2 o Melengkapi berkas Form 1jam TerQistri
perkara kasasi Adviesblad, busikan
dengan buku ekspedisi nya
Adviceblaad berkas
o perkara
e  Mendistribusikan
berkas perkara
kasasi ke Ketua
Kamar
3 Menerima berkas Berkas Bundel | 1 jam Berkas
perkara kasasi A dan Bundel Bundel
B (asli) dan 2 Adan
rangkap Bundel
Bundel B B
(copy)

4 Meng-update data Aplikasi SIAP, | 1Jam Ter-
dalam buku bantu buku bantu update
register kasasi dan register kasasi nya
SIAP tanggal

distribus
i

Prosedur / Deskripsi :
1. Koordinator Umum menulis daftar berkas perkara kasasi yang akan di distribusikan

2. Staf melengkapi berkas perkara kasasi dengan Adviceblaad dan mendistribusikan berkas perkara kasasi ke Ketua
Kamar

3. Ketua Kamar menerima berkas perkara kasasi

4. Koordinator Umum Meng-update data distribusi berkas perkara kasasi ke dalam buku bantu register kasasi dan
SIAP( dalam prakteknya, untuk aplikasi SIAP, data distribusi perkara kasasi di update oleh staf upload data)
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 50/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

SOP Distribusi Berkas

Nama SOP Perkara PK Perdata Agama

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PK PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Kepaniteraan

Organisasi dan Tata Kerja
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30

desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
waktu

desember 2014 tentang jangka
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4, S-2 Komputer

14 Tahun 2005
Agung

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Distribusi berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Uraian Prosedur

}Sﬁ:ur:]' Staf Ketua PIZer:Z)rl]arstan/ Waktu Output
Kamar gkapan
1 | Menulis daftar berkas Buku 1Jam Tanda
perkara PK yang akan ( ) Ekspedisi Terima
di distribusikan
2, Melengkapi berkas Form 1 jam Terdistri
perkara PK dengan Adviceblaad, busikan
Adviceblaad buku ekspedisi nya
berkas
e  Mendistribusikan perkara
berkas perkara PK
ke Ketua Kamar
3 Menerima berkas Berkas Bundel | 1 jam Berkas
perkara PK A dan Bundel Bundel
B (asli) dan 2 A dan
rangkap Bundel
> Bundel B B
(copy)

4 Meng-update data Aplikasi SIAP, | 1 Jam Ter-
dalam buku bantu buku bantu update
register PK dan SIAP register PK nya

tanggal
distribus
i

Prosedur / Deskripsi :

1. Koordinator Umum menulis daftar berkas perkara PK yang akan di distribusikan

2. Staf melengkapi berkas perkara PK dengan Adviceblaad dan mendistribusikan berkas perkara PK ke Ketua Kamar
3. Ketua Kamar menerima berkas perkara PK
4

. Koordinator Umum Meng-update data distribusi berkas perkara PK ke dalam buku bantu register PK dan SIAP
(dalam prakteknya, untuk aplikasi SIAP, data distribusi perkara PK di update oleh staf upload data)
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 51/PAN/OT.01.3/10/2017

TanggalPembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan Kasasi Perdata
Agama

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah
dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA
RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/11/1999
tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung
RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Kualifikasi Pelaksanaan

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-3 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

arwhE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas perkara
- Komputer

- ATK

- Aplikasi SIAP
- Buku ekspedisi

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- SOP Distribusi berkas perkara

- Pengiriman berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya
tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur banitora Persyaratan/ Ket.
Koorgilnatgr Muda Staf PP Perlengkapan Waktu |- Output
Registrasi
Perkara
1 | Menerima dan e Berkas 2 Jam Putusan
memeriksa ( } Perkara dan
kelengkapan salinan Bundel A dan Berkas
putusan dan berkas Bundel B Perkara
perkara e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
2 Mengoreksi dan _ e Berkas 2 Jam Salinan
mencocokkan salinan \ tidak Perkara Putusan
putusan dengan asli / Bundel A dan
putusan Bundel B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
o Lembar
Quality
Control
3 | Melakukan otentikasi iva Salinan Putusan | 2 Jam Salinan
(pembubuhan paraf dan Resmi
stempel) salinan putusan Putusan
4 | Membuat konsep surat Draft Surat 2 Jam Draft
pengantarpengiriman > Pengantar / Surat
berkas / relaas » Relaas Pengant
pemberitahuan putusan ) Pemberitahuan ar
ke Pengadilan Pengaju tidak
5 | Mengoreksi dan Draft Surat 2 Jam Draft
membubuhi paraf pada \: Pengantar / Surat
surat pengantar / relas / Relaas Pengant
pemberitahuan putusan . Pemberitahuan ar
iya
6 | Menandatangani surat Relaas _ 5menit | Relaas
pengantar / relaas > pemberitahuan pemberit
pemberitahuan putusan ahuan
7 |e Menggandakan salinan Salinan 6 jam 2
putusan putusan, eksempl
- . mesin ar
Menjilid Salinan . .
* Putujsan fotokopi, fotokopi
I . A\ Bundel A salinan
e Memberikan identitas
: berkas perkara putusan,
pada sampul Salinan
Putusan dafta_r _
. engiri
e Melakukan Check List Fnang
kelengkapan Bundel A
e Memasukan Salinan
Putusan dan Bundel A
ke dalam amplop
e Menuliskan alamat
penerima pada amplop \
e Menulis Buku
Ekspedisi
\/




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur banitora Persyaratan/ Ket.
i Wakt Output
Ké’fé?s'ﬂii?r Muda Staf PP Perlengkapan i Bupd
Perkara
8 | Mengirim Bundel A Bundel Bdan | 4 jam Resi
dan Salinan Putusan ke asli putusan pengiri
Pengadilan Pengaju berkas perkara man
o Mengarsipkan Asli berkas
Putusan dan Bundel B perkara,
Berkas Perkara arsip
berkas
perkara
9 Mengupdate data kirim Komputer, 1 jam Ter-
dalam SIAP aplikasi SIAP updaten
y ya data
penirima
n berkas
perkara

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

3.

Koordinator Registrasi menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara

Panmud mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, bila ada kesalahan dikembalikan ke PP untuk di
perbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjut ke tahap selanjutnya.

Panmud melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan. Dalam prakteknya, pembubuhan stempel
dilakukan oleh staf pengiriman

Staf pengiriman membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
Panmud mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan. Bila masih ada kesalahan maka
di kembalikan ke staf pengiriman untuk diperbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjutke tahap berikutnya.

Panmud menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan

Staf pengiriman Menggandakan salinan putusan, menjilid Salinan Putusan, memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan,
melakukan Check List kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop, menuliskan alamat
penerima pada amplop, menulis Buku Ekspedisi.

- Staf pengiriman Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju

- Staf arsip/arsiparis Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara

Koordinator Registrasi mengupdate data kirim dalam SIAP (dalam prakteknya, mengupdate data kirim dilakukan oleh staf
upload data)
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 52/PAN/OT.01.3/10/2017

TanggalPembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera
Pengiriman Berkas
Nama SOP Perkara dan Salinan

PutusanPK Perdata Agama

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSANPK PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah
dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA
RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/11/1999
tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung
RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Kualifikasi Pelaksanaan

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-3 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

arwhE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas perkara
- Komputer

- ATK

- Aplikasi SIAP
- Buku ekspedisi

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- SOP Distribusi berkas perkara

- Pengiriman berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya
tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur banitora Persyaratan/ Ket.
Koor@natqr Muda Staf PP Perlengkapan Waktu | Output
Registrasi
Perkara
1 | Menerima dan e Berkas 2 Jam Putusan
memeriksa ( } Perkara dan
kelengkapan salinan Bundel A dan Berkas
putusan dan berkas Bundel B Perkara
perkara e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
2 Mengoreksi dan _ e Berkas 2 Jam Salinan
mencocokkan salinan \ tidak Perkara Putusan
putusan dengan asli / Bundel A dan
putusan Bundel B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
o Lembar
Quality
Control
3 | Melakukan otentikasi iva Salinan Putusan | 2 Jam Salinan
(pembubuhan paraf dan Resmi
stempel) salinan putusan Putusan
4 | Membuat konsep surat Draft Surat 2 Jam Draft
pengantarpengiriman > Pengantar / Surat
berkas / relaas > Relaas Pengant
pemberitahuan putusan ) Pemberitahuan ar
ke Pengadilan Pengaju tidak
5 | Mengoreksi dan Draft Surat 2 Jam Draft
membubuhi paraf pada \: Pengantar / Surat
surat pengantar / relas / Relaas Pengant
pemberitahuan putusan . Pemberitahuan ar
iya
6 | Menandatangani surat Relaas _ 5menit | Relaas
pengantar / relaas > pemberitahuan pemberit
pemberitahuan putusan ahuan
7 |e Menggandakan salinan Salinan 6 jam 2
putusan putusan, eksempl
- . mesin ar
Menjilid Salinan . .
* Putquan fotokopi, fotokopi
. . . ) Bundel A salinan
e Memberikan identitas
- berkas perkara putusan,
pada sampul Salinan
Putusan dafta_r _
. engiri
o Melakukan Check List Fnang
kelengkapan Bundel A
e Memasukan Salinan
Putusan dan Bundel A
ke dalam amplop
e Menuliskan alamat
penerima pada amplop \
e Menulis Buku
Ekspedisi
\/




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur banitora Persyaratan/ Ket.
i Wakt Output
Koor@natqr Muda Staf PP Perlengkapan au utpd
Registrasi
Perkara
8 |s Mengirim Bundel A Bundel B dan | 4 jam Resi
dan Salinan Putusan ke asli putusan pengiri
Pengadilan Pengaju berkas perkara man
 Mengarsipkan Asli berkas
Putusan dan Bundel B perkara,
Berkas Perkara arsip
berkas
perkara
9 Mengupdate data kirim Komputer, 1jam Ter-
dalam SIAP aplikasi SIAP updaten
4 ya data
penirima
n berkas
perkara

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

3.

Koordinator Registrasi menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara

Panmud mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, bila ada kesalahan dikembalikan ke PP untuk di
perbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjut ke tahap selanjutnya.

Panmud melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan. Dalam prakteknya, pembubuhan stempel
dilakukan oleh staf pengiriman

Staf pengiriman membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
Panmud mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan. Bila masih ada kesalahan maka
di kembalikan ke staf pengiriman untuk diperbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjutke tahap berikutnya.

Panmud menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan

Staf pengiriman Menggandakan salinan putusan, menjilid Salinan Putusan, memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan,
melakukan Check List kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop, menuliskan alamat
penerima pada amplop, menulis Buku Ekspedisi.

- Staf pengiriman Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju

- Staf arsip/arsiparis Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara

Koordinator Registrasi mengupdate data kirim dalam SIAP (dalam prakteknya, mengupdate data kirim dilakukan oleh staf
upload data)
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 01/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan 14 September 2018

Tanggal Revisi 14 September 2018
Tanggal Efektif 25 September 2018
Disahkan oleh Panitera

Nama SOP Registrasi Perkara Kasasi

Jinayat Perdata Agama

SOP REGISTRASI PERKARA KASASI JINAYAT PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I1I/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PN PE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

152




Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Persyarat
No Uraian Prosedur panmud Koord. an/
Koordinator . . Staff Pranata Waktu | Output
Perdata Umum Registrasi Perlengka
Agama pan
1. | Menerima berkas Berkas 4 Jam | Berkas
Kasasi Jinayat dari perkara, perkara
Direktorat Pranata (: ekspedisi
2. | Meneliti kelengkapan Berkas 4 Jam | Berkas
berkas kasasi Jinayat perkara perkara
sesuai dengan
checklist, termasuk
kelengkapan dokumen
elektronik
3 | Menetapkan status v 1 hari
kelengkapan berkas \
kasasi / Tidak
4. | e Mencatat perkara Berkas 4 Jam | Relaas
kasasi Jinayat ke perkara, pemberi
dalam buku bantu YA Buku tahuan
rggister kasasi bantu nomor
Jinayat . g register perkara
e Memberikan nomor !
perkara kasasi advicebl
Jinayat aad
e Membuat relaas
pemberitahuan
nomor perkara
kasasi Jinayat dan
adviceblaad
5. | Menandatangani relaas Relaas 2 Relaas
pemberitahuan nomor pemberita | menit | pemberi
perkara kasasi Jinayat huan tahuan
nomor nomor
perkara perkara
6. | Mengirim relaas Relaas Relaas
kepengadilan pengaju pemberita pemberi
dan para pihak huan tahuan
nomor nomor
perkara perkara
7. | Menginput data v Konsep / 1 hari | Data
perkara Kasasi Jinayat Tindasan, Website
ke aplikasi SIAP Komputer SIAP
8. Meneliti dan Berkas 2 jam | Berkas
mendistribusi-kan perkara perkara
berkas perkara Kasasi
Jinayat  untuk  di
register
~
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Persyarat
No Uraian Prosedur panmud Koord. an/
Koordinator . . Staff Pranata Waktu | Output
Perdata Umum Registrasi Perlengka
Agama pan
9. | e Regis.tra.si perkara ~ Berkas 1hari | Berkas
kasasi Jinayat Tahap perkara,bu perkara
1 ku yang
e Mengunduh data register, teregistr
kelengkapan berkas ATK jarin asi,data
Bundel B  dari gan elektron
CD/Direktori internet,ko ik, 2
Putusan/SIAP V3 mputer,me eksempl
e Meng-email  data sin ar
kelengkapan berkas fotokopi fotokopi
Bundel B ke email
Askor
¢ Menggandakan
kekurangan data
elektronik bundel B
10. | Menyiapkan Komputer, | 30 Memora
Memorandum ke Ketua Printer menit | ndum
MA untuk distribusi
berkas perkara kasasi |
Jinayat:
Tidak
11. | Mengkoreksi dan Memorandul Memora
membubuhi paraf m ndum
Memorandum ke /\
Ketua MA  untuk
distribusi berkas
perkara kasasi Jinayat YA
12. | Menandatangani Memorandul Memora
Memorandum ke m ndum
Ketua MA  untuk
distribusi berkas A 4
perkara kasasi Jinayat ( )
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Prosedur / Deskripsi :

1.

v

N

Panmud menerima dan meneliti berkas perkara Kasasi Jinayat dari Dirpratalak dan diteruskan ke

Koordinator Umum untuk diteliti lebih lanjut (dalam praktek, berkas kasasi Jinayat dari DirPratalak

langsung diterima oleh Koordinator Umum)

Koordinator Umum meneliti kelengkapan berkas kasasi Jinayat sesuai dengan checklist, termasuk

kelengkapan dokumen elektronik

Panmud menetapkan status kelengkapan berkas kasasi Jinayat, bila lengkap lanjut ke tahap selanjutnya.

Bila tidak lengkap dikembalikan ke DirPratalak untuk di lengkapi kekurangannya.

Koordinator Umum Mencatat perkara kasasi Jinayat ke dalam buku bantu register kasasi Jinayat,

memberikan nomor perkara kasasi Jinayat, membuat relaas pemberitahuan nomor perkara kasasi Jinayat

dan adviceblaad

Panmud menandatangani relaas pemberitahuan nomor perkara kasasi Jinayat

Staf persuratan mengirim relaas pemberitahuan nomor perkara kasasi Jinayat ke pengadilan pengaju dan

para pihak

Staf upload data menginput data perkara Kasasi Jinayat ke aplikasi SIAP

Koordinator registrasi meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara Kasasi Jinayat kepada staf register

perkara kasasi Jinayat untuk di register

- Staf registrasi kasasi melakukan registrasi perkara kasasi Jinayat Tahap 1

- Staf upload data Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan/SIAP V3 dan
meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor

- Staf registrasi kasasi Jinayat menggandakan kekurangan data elektronik bundel B

10.Staf upload data menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi Jinayat
11.Koordinator registrasi mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi

berkas perkara kasasi Jinayat. Bila memorandum tidak sesuai, dikembalikan ke staf untuk direvisi. Bila
memorandum sesuai maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

12.Panmud menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi Jinayat dan

selanjutnya Memorandum di serahkan ke Ketua MA
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 02/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan 14 September 2018

Tanggal Revisi 14 September 2018
Tanggal Efektif 25 September 2018
Disahkan oleh Panitera

Registrasi Perkara
Nama SOP Peninjauan Kembali

Jinayat Perdata Agama

SOP REGISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI JINAYAT PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PoNPE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku register

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku bantu

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Persyarat
No Uraian Prosedur panmud Koord an/
Koordinator o Staff Pranata Waktu | Output
Perdata U Registrasi Perlengka
mum
Agama pan
1. | Menerima berkas PK Berkas 4 Jam | Berkas
Jinayat dari Direktorat perkara, perkara
Pranata (: ekspedisi
2. | Meneliti kelengkapan Berkas 4 Jam | Berkas
berkas PK Jinayat perkara perkara
sesuai dengan L
checklist, termasuk
kelengkapan dokumen
elektronik
3 Menetapkan status 1 hari
kelengkapan berkas PK 4
Jinayat \ Tidak
4. | e Mencatat perkara Berkas 4 Jam | Relaas
PK Jinayat ke perkara, pemberi
dalam buku bantu YA Buku tahuan
register PK Jinayat bantu nomor
e Memberikan nomor » .
perkara PK Jinayat register pzrlfari,l
e Membuat relaas advice
pemberitahuan aad
nomor perkara PK
Jinayat dan
adviceblaad
5. | Menandatangani relaas Relaas 2 Relaas
pemberitahuan nomor P pemberita | menit | pemberi
perkara PK Jinayat < huan tahuan
nomor nomor
perkara perkara
6. | Mengirim relaas ke Relaas Relaas
pengadilan pengaju pemberita pemberi
dan para pihak huan tahuan
nomor nomor
perkara perkara
7. | Menginput data v Konsep / 1hari | Data
perkara PK Jinayat ke Tindasan, Website
aplikasi SIAP Komputer SIAP
8. | Meneliti dan Berkas 2 jam | Berkas
mendistribusi-kan perkara perkara
berkas perkara PK
Jinayat untuk di
register
9. | e Registrasi  perkara Berkas 1 hari | Berkas
PK Jinayat Tahap 1 perkara,bu perkara
ku yang
e Mengunduh data register,A teregistr
kelengkapan berkas v TK jaring asi, data
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Persyarat
No Uraian Prosedur panmud Koord. an/
Koordinator . . Staff Pranata Waktu | Output
Perdata Umum Registrasi Perlengka
Agama pan
Bundel B  dari an elektron
CD/Direktori internet, ik,
Putusan/SIAP V3 komputer,
mesin
¢ Meng-email data fotokopi
kelengkapan berkas 2
Bundel B ke email eksempl
Askor ar
fotokopi
e Menggandakan
kekurangan data
elektronik bundel B
10. | Menyiapkan Komputer, | 30 Memora
Memorandum ke Ketua Printer menit | ndum
MA untuk distribusi
berkas perkara PK Tidak
Jinayat
11. | Mengkoreksi dan Memorandu Memora
membubuhi paraf m ndum
Memorandum ke /\
Ketua MA  untuk
distribusi berkas
perkara PK Jinayat YA
12. | Menandatangani Memorandu Memora
Memorandum ke m ndum
Ketua MA  untuk
distribusi berkas A 4
perkara PK Jinayat (D
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Prosedur / Deskripsi :

1.

b

© N v

10.
11.

12.

Panmud menerima dan meneliti berkas perkara PK Jinayat dari Dirpratalak dan diteruskan ke Koordinator

Umum untuk diteliti lebih lanjut (dalam praktek, berkas PK Jinayat dari DirPratalak langsung diterima oleh

Koordinator Umum)

Koordinator Umum meneliti kelengkapan berkas perkara PK Jinayat sesuai dengan checklist, termasuk

kelengkapan dokumen elektronik

Panmud menetapkan status kelengkapan berkas PK Jinayat, bila lengkap lanjut ke tahap selanjutnya. Bila tidak

lengkap dikembalikan ke DirPratalak untuk di lengkapi kekurangannya.

Koordinator Umum Mencatat perkara PK Jinayat ke dalam buku bantu register PK Jinayat, memberikan nomor

perkara PK Jinayat, membuat relaas pemberitahuan nomor perkara PK Jinayat dan adviceblaad

Panmud menandatangani relaas pemberitahuan nomor perkara PK Jinayat

Staf persuratan mengirim relaas pemberitahuan nomor perkara PK Jinayat ke pengadilan pengaju dan para pihak

Staf upload data menginput data perkara PK Jinayat ke aplikasi SIAP

Koordinator registrasi meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara PK Jinayat kepada staf register perkara PK

Jinayat untuk di register

- Staf registrasi PK Jinayat melakukan registrasi perkara PK Jinayat Tahap 1

- Staf upload data Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan/SIAP V3 dan
meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor

- Staf registrasi PK Jinayat menggandakan kekurangan data elektronik bundel B

Staf upload data menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK Jinayat

Koordinator registrasi mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas

perkara PK Jinayat. Bila memorandum tidak sesuai, dikembalikan ke staf untuk direvisi. Bila memorandum

sesuai maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Panmud menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK Jinayat dan

selanjutnya Memorandum di serahkan ke Ketua MA
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Nomor SOP 03/PAN/OT.01.3/9/2018

MAHKAMAH AGUNG RI Tanggal Pembuatan 14 September 2018
. Tanggal Revisi 14 September 2018
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Tanggal Efektif 25 September 2018
Jakarta 10010 . .
Disahkan oleh Panitera
Distribusi Berkas Perkara
Nama SOP Kasasi Jinayat Perdata
Agama

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI JINAYAT PERDATA AGAMA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang || 1. S-1 Hukum
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah || 2. S-2 Hukum
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 || 3. S-1 Komputer
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang || 4. S-2 Komputer
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan ~ Mahkamah  Agung || Peralatan/Perlengkapan :
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang - Buku Bantu
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan - Buku Register

Mahkamah Agung Republik Indonesia. - Komputer
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 - Jaringan Internet
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar - Aplikasi SIAP
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 - Berkas Perkara
desember 2014 tentang jangka  waktu - ATK
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI
Keterkaitan Pencatatan dan pendataan:
- SOP Registrasi - Distribusi berkas perkara
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim - Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

No Uraian Prosedur Koord Persvaratan]
' Ketua Y Waktu Output
Umum Staf Kamar Perlengkapan
1 | Menulis daftar berkas Buku 1Jam Tanda
perkara kasasi Jinayat ( ) Ekspedisi Terima
yang akan di
distribusikan
2 e Melengkapi berkas Form 1 jam Terdistri
perkara kasasi Adviesblad, busikan
Jinayat dengan buku ekspedisi nya
Adviceblaad berkas
S perkara
e  Mendistribusikan
berkas perkara
kasasi Jinayat ke
Ketua Kamar
3 | Menerima berkas Berkas Bundel | 1 jam Berkas
perkara kasasi Jinayat A dan Bundel Bundel
B (asli) dan 2 A dan
rangkap Bundel
Bundel B B
(copy)
4| Meng-update data Aplikasi SIAP, | 1Jam Ter-
dalam buku bantu buku bantu update
register kasasi Jinayat V?Q'Ster kasasi nya
dan SIAP Jinayat tanggal

distribus
i

Prosedur / Deskripsi :
Koordinator Umum menulis daftar berkas perkara kasasi Jinayat yang akan di distribusikan
Staf melengkapi berkas perkara kasasi Jinayat dengan Adviceblaad dan mendistribusikan berkas perkara kasasi

1.
2.

Jinayat ke Ketua Kamar

Ketua Kamar menerima berkas perkara kasasi Jinayat

. Koordinator Umum Meng-update data distribusi berkas perkara kasasi Jinayat ke dalam buku bantu register kasasi

Jinayat dan SIAP( dalam prakteknya, untuk aplikasi SIAP, data distribusi perkara kasasi Jinayat di update oleh staf

upload data)
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 04/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan 14 September 2018

Tanggal Revisi 14 September 2018

Tanggal Efektif 25 September 2018

Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara
Peninjauan Kembali
Jinayat Perdata Agama

Nama SOP

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI JINAYAT PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

3. Peraturan Presiden Nomor

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman
14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan =~ Mahkamah  Agung

Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I1I/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

Peralatan/Perlengkapan :

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30

desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
waktu

desember 2014 tentang jangka
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Distribusi berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur
Koord. Persyaratan/
Umum Staf E:;:J; Perlengkapan Waktu Output
1 | Menulis daftar berkas Buku 1Jam Tanda
perkara PK Jinayat ( ) Ekspedisi Terima
yang akan di
distribusikan
2 le Melengkapi berkas ;‘;m_“ o 1jam ;e“_tsm
perkara PK Jinayat viceblaad, ustkan
dengan buku ekspedisi nya
Adviceblaad berkas
S perkara
e  Mendistribusikan
berkas perkara PK
Jinayat ke Ketua
Kamar
3 Menerima berkas Berkas Bundel | 1 jam Berkas
perkara PK Jinayat A dan Bundel Bundel
B (asli) dan 2 A dan
rangkap Bundel
Bundel B B
(copy)
4| Meng-update data Aplikasi SIAP, | 1Jam Ter-
dalam buku bantu buku bantu update
register PK Jinayat register PK nya
dan SIAP Jinayat tanggal
distribus
i

Prosedur / Deskripsi :
1. Koordinator Umum menulis daftar berkas perkara PK Jinayat yang akan di distribusikan

2. Staf melengkapi berkas perkara PK Jinayat dengan Adviceblaad dan mendistribusikan berkas perkara PK Jinayat ke
Ketua Kamar

3. Ketua Kamar menerima berkas perkara PK Jinayat

4. Koordinator Umum Meng-update data distribusi berkas perkara PK Jinayat ke dalam buku bantu register PK Jinayat
dan SIAP (dalam prakteknya, untuk aplikasi SIAP, data distribusi perkara PK Jinayat di update oleh staf upload
data)
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 05/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan 14 September 2018

Tanggal Revisi 14 September 2018

Tanggal Efektif 25 September 2018

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan Kasasi Jinayat
Perdata Agama

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI JINAYAT PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah
dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA
RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/11/1999
tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung
RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-3 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

agrwpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas perkara
- Komputer

- ATK

- Aplikasi SIAP
- Buku ekspedisi

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- SOP Distribusi berkas perkara

- Pengiriman berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya
tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Panitora Persyaratan/ Ket.
i Wakt Output
Koor@natqr Muda Staf PP Perlengkapan au 1P
Registrasi
Perkara
1 | Menerima dan o Berkas 2 Jam Putusan
memeriksa ( } Perkara dan
kelengkapan salinan Bundel A dan Berkas
putusan dan berkas Bundel B Perkara
perkara Kasasi Jinayat e Salinan
Putusan
o Asli Putusan
2 Mengoreksi dan . e Berkas 2 Jam Salinan
mencocokkan salinan \ tidak Perkara Putusan
putusan dengan asli / Bundel A dan
putusan Kasasi Jinayat Bundel B
¢ Salinan
Putusan
e Asli Putusan
e Lembar
Quality
Control
3 | Melakukan otentikasi va o Salinan Putusan | 2 Jam Salinan
(pembubuhan paraf dan Resmi
stempel) salinan putusan Putusan
Kasasi Jinayat
4 | Membuat konsep surat Draft Surat 2 Jam Draft
pengantarpengiriman > Pengantar / Surat
berkas / relaas > Relaas Pengant
pemberitahuan putusan ) Pemberitahuan ar
ke Pengadilan Pengaju tidak
5 Mengoreksi dan Draft Surat 2 Jam Draft
membubuhi paraf pada \: Pengantar / Surat
surat pengantar / relas / Relaas Pengant
pemberitahuan putusan _ Pemberitahuan ar
Kasasi Jinayat lya
6 Menandatangani surat Relaas _ 5menit | Relaas
pengantar / relaas > pemberitahuan pemberit
pemberitahuan putusan ahuan
Kasasi Jinayat
[ Menggandakan salinan Salinan 6 jam 2
putusan Kasasi Jinayat putusan, eksempl
« Menjilid Salinan mesin a
Putusan Kasasi Jinayat fotokopi, fotokopi
L > Bundel A salinan
e Memberikan identitas
. berkas perkara putusan,
pada sampul Salinan
Putusan Kasasi Jinayat dafta_r _
. engirim
e Melakukan Check List pengirt
kelengkapan Bundel A an
e Memasukan Salinan
Putusan dan Bundel A
ke dalam amplop
e Menuliskan alamat
penerima pada amplop :
e Menulis Buku
Ekspedisi
\/
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Pelaksana Mutu Baku

e Mengirim Bundel A

dan Salinan Putusan asli putusan pengirim
Kasasi Jinayat ke berkas perkara an

No Uraian Prosedur Panitera Persyaratan/ Ket.
i Wakt Output
Koor@natqr Muda Staf PP Perlengkapan au 1P
Registrasi
Perkara
8 Bundel Bdan | 4 jam Resi

Pengadilan Pengaju berkas
e Mengarsipkan Asli per_kara,
Putusan dan Bundel B arsip
Berkas Perkara Kasasi berkas
Jinayat perkara
Mengupdate data kirim Komputer, 1jam Ter-
dalam SIAP aplikasi SIAP updaten
j': ya data
penirima
n berkas
perkara

3.

Prosedur / Deskripsi :
1.
2.

Koordinator Registrasi menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara Kasasi Jinayat
Panmud mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, bila ada kesalahan dikembalikan ke PP
untuk di perbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjut ke tahap selanjutnya.

Panmud melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan. Dalam prakteknya, pembubuhan
stempel dilakukan oleh staf pengiriman

Staf pengiriman membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan
Pengaju

Panmud mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan. Bila masih ada
kesalahan maka di kembalikan ke staf pengiriman untuk diperbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjutke tahap
berikutnya.

Panmud menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan Kasasi Jinayat

Staf pengiriman Menggandakan salinan putusan, menjilid Salinan Putusan, memberikan identitas pada sampul
Salinan Putusan, melakukan Check List kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke
dalam amplop, menuliskan alamat penerima pada amplop, menulis Buku Ekspedisi.

- Staf pengiriman Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju

- Staf arsip/arsiparis Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara

Koordinator Registrasi mengupdate data kirim dalam SIAP (dalam prakteknya, mengupdate data kirim dilakukan
oleh staf upload data)
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

06/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan

14 September 2018

Tanggal Revisi

14 September 2018

Tanggal Efektif

25 September 2018

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Pengiriman Berkas

Perkara dan Salinan
Putusan PK Jinayat
Perdata Agama

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PK JINAYAT PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah
dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA
RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/11/1999
tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung
RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-3 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

agrwpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas perkara

- Komputer
- ATK

- Aplikasi SIAP
- Buku ekspedisi

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- SOP Distribusi berkas perkara

- Pengiriman berkas perkara

- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya
tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Panitora Persyaratan/ Ket.
Koor@natqr Muda Staf PP Perlengkapan Waktu | - Output
Registrasi
Perkara
1 | Menerima dan e Berkas 2 Jam Putusan
memeriksa ( ) Perkara dan
kelengkapan salinan Bundel A dan Berkas
putusan dan berkas Bundel B Perkara
perkara PK Jinayat o Salinan
Putusan
e Asli Putusan
2| Mengoreksi dan X . e Berkas 2 Jam Salinan
mencocokkan salinan \ tidak Perkara Putusan
putusan dengan asli / Bundel A dan
putusan PK Jinayat Bundel B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
e Lembar
Quality
Control
3 | Melakukan otentikasi iva y Salinan Putusan | 2 Jam Salinan
(pembubuhan paraf dan Resmi
stempel) salinan putusan Putusan
PK Jinayat
4 | Membuat konsep surat Draft Surat 2 Jam Draft
pengantar pengiriman > Pengantar / Surat
berkas / relaas > Relaas Pengant
pemberitahuan putusan ridak Pemberitahuan ar
PK Jinayat ke Pengadilan ca
Pengaju
5 Mengoreksi dan \ Draft Surat 2 Jam Draft
membubuhi paraf pada < Pengantar / Surat
surat pengantar / relas Relaas Pengant
pemberitahuan putusan _ Pemberitahuan ar
iya
6 Menandatangani surat Relaas 5 menit | Relaas _
pengantar / relaas > pemberitahuan pemberit
pemberitahuan putusan ahuan
PK Jinayat
[ Menggandakan salinan Salinan 6 jam 2
putusan PK Jinayat putusan, eksempl
e Menijilid Salinan mesin ar
Putusan PK Jinayat fotokopi, fotokopi
L > Bundel A salinan
e Memberikan identitas
. berkas putusan,
pada sampul Salinan
Putusan PK Jinayat perkara dafta_r _
. engiri
e Melakukan Check List peng
kelengkapan Bundel A man
e Memasukan Salinan
Putusan dan Bundel A
ke dalam amplop
e Menuliskan alamat
penerima pada amplop v
e Menulis Buku
Ekspedisi
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Panitera Persyaratan/ Ket.
KRO org:imatgr Muda Staf PP Perlengkapan Waktu | - Output
egistrasi
Perkara
8 |, Mengirim Bundel A Bu_ndel Bdan | 4jam Re3|_ _
dan Salinan Putusan asli putusan pengiri
PK Jinayat ke berkas man
Pengadilan Pengaju perkara berkas
e Mengarsipkan Asli perkara,
Putusan dan Bundel B arsip
Berkas Perkara PK berkas
Jinayat perkara
9 Mengupdate data kirim Komputer, 1jam Ter-
dalam SIAP aplikasi SIAP updaten
4 ya data
penirima
n berkas
perkara

Prosedur / Deskripsi :

1. Koordinator Registrasi menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara PK Jinayat

2. Panmud mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, bila ada kesalahan dikembalikan ke PP
untuk di perbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjut ke tahap selanjutnya.

3. Panmud melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan PK Jinayat. Dalam prakteknya,
pembubuhan stempel dilakukan oleh staf pengiriman

4. Staf pengiriman membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan PK Jinayat ke
Pengadilan Pengaju

5. Panmud mengoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan PK Jinayat. Bila
masih ada kesalahan maka di kembalikan ke staf pengiriman untuk diperbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka
lanjutke tahap berikutnya.

6. Panmud menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan PK Jinayat

7. Staf pengiriman Menggandakan salinan putusan, menjilid Salinan Putusan, memberikan identitas pada sampul
Salinan Putusan, melakukan Check List kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke
dalam amplop, menuliskan alamat penerima pada amplop, menulis Buku Ekspedisi.

8. - Staf pengiriman Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan PK Jinayat ke Pengadilan Pengaju
- Staf arsip/arsiparis Mengarsipkan Asli Putusan PK Jinayat dan Bundel B Berkas Perkara

9. Koordinator Registrasi mengupdate data kirim dalam SIAP (dalam prakteknya, mengupdate data kirim dilakukan
oleh staf upload data)
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PANITERA MUDA
PIDANA MILITER



MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 07/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan 14 September 2018

Tanggal Revisi 14 September 2018
Tanggal Efektif 25 September 2018
Disahkan oleh Panitera

Registrasi Berkas Perkara

Nama SOP Kasasi Pidana Militer

SOP REGISTRASI BERKAS PERKARA KASASI PIDANA MILITER

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan =~ Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I1I/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku Register

- Buku Klaper

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku Bantu

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur
Panmud Persyaratan/
Pidana . Staff | Operator | Pranata y Waktu Output
. Koordinator Perlengkapan
Militer
1. Menerima berkas Berkas 4 Jam Berkas
perkara Kasasi dari perkara, perkara
Direktorat Pranata C) ekspedisi
2. | Meneliti kelengkapan Berkas 4 Jam | Berkas
berkas sesuai perkara perkara
dengan checklist,
termasuk
kelengkapan
dokumen elektronik
3 | Menetapkan status Y 1 hari
kelengkapan berkas \ Tidak
4. | Mencatat dan Berkas 4 Jam | Konsep
memberikan nomor perkara, Buku relas
perkara dalam buku YA register, Buku nomor
register Klaper
5. | Menginput data v Konsep / 1lhari | Data
perkara ke aplikasi Tindasan, Websit
SIAP Komputer e SIAP
6. | Menggandakan CD RW 2hari |2
bundel B dengan eksempl
soft copy CD ar
Fotocop
y
7. | Membuat relaas Komputer, 1 hari | Relas
pemberitahuan Printer pemberita
berkas perkara huan
nomor
8. | Menandatangani Relas 4 Jam | Relas
Relas pemeberitahua pemberita
Pemberitahuan n nomor huan
Nomor berkas berkas perkara nomor
perkara yang sudah
dikoreksi dan diparaf
9. | Mengirim relas Relas 4 Jam Relas
kepengadilan pemeberitahua pemberita
pengaju dan para n nomor huan
pihak nomor
A\ 4
~~
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No

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Ket

Panmud
Pidana
Militer

Koordinator

Staff

Operator

Pranata

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu

Output

10.

Mencetak form
Advisblad  perkara
Kasasi yang sudah
diregister

Tidak

Komputer,
Printer

4 Jam

Advisbl
aad

11.

Mengkoreksi dan
membububhi paraf
pada form Advisblad
perkara Kasasi

Advisblad

4 Jam

Advisbl
aad

12.

Menandatangani
form advisblad yang
sudah dikoreksi dan
diparaf

YA

Advisblad

4 Jam

Advisbl
aad

13.

Menyiapkan
Memorandum ke
Ketua. MA  untuk
Penetapan Majelis:
1.Memo Penetapan
2.Memo sesuai dg SK

Tidak

Komputer,
Printer

4 Jam

Memor
andum

14.

Mengkoreksi dan
membububhi paraf
Memorandum ke
Ketua MA untuk
Penetapan  Majelis
yang memeriksa
berkas perkara
Kasasi

YA

Memorandum

4 Jam

Memor
andum

15.

Menandatangani
Memorandum ke
Ketua MA untuk
Penetapan  Majelis
yang memeriksa
berkas perkara
Kasasi

Memorandum

4 Jam

Memor
andum

Prosedur / Deskripsi :

1.

Menerima berkas perkara Kasasi dari Direktorat Pranata, kemudian Koordinator meneliti semua kelengkapan berkas
perkara tersebut sesuai dengan cheklist termasuk dokumen elektronik, setelah itu diserahkan ke Panmud untuk
menetapkan status kelengkapan berkas tersebut jika masih ada kekurangan dikembalikan ke Direktorat Pranata.
Staf menerima berkas perkara dari Panmud untuk dicatat dan diberikan nomor perkara kedalam buku register,
kemudian diserahkan ke operator untuk diinput data perkara ke dalam aplikasi SIAP.

Staf membuat surat relas pemberitahuan berkas perkara dan mengcopy bundel B kedalam CD RW, setelah itu surat
relas diserahkan kepada panmud untuk ditandatangani.

Staf mengirim surat relas pemberitahuan ke pengadilan pengaju dan para pihak, kemudian mencetak advisblaad
perkara yang sudah diregister setelah itu di serahkan ke koordinator untuk dikoreksi dan di paraf, setelah itu
advisblaad di tandatangani oleh Panmud.

Staf menyiapkan Memorandum kepada Ketua MA untuk permohonan Penetapan Majelis, dikoreksi oleh Koordinator
sebelum Memorandum ditandatangani oleh Panmud.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 08/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan 14 September 2018

Tanggal Revisi 14 September 2018

Tanggal Efektif 25 September 2018

Disahkan oleh Panitera

Registrasi Berkas Perkara
Peninjauan Kembali
Pidana Militer

Nama SOP

SOP REGISTRASI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA MILITER

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I1I/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku Register

- Buku Klaper

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku Bantu

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Panmud over | Pran Persvaratan/
Pidana . Staff P y Waktu Output
. Koordinator ator ata Perlengkapan
Militer
1. | Menerima berkas Berkas 4 Jam Berkas
perkara Peninjauan perkara, perkara
Kembali dari C) ekspedisi
Direktorat Pranata
2. | Meneliti kelengkapan Berkas 4 Jam | Berkas
berkas sesuai perkara perkara
dengan checkilist,
termasuk
kelengkapan
dokumen elektronik
3 | Menetapkan status Y 1 hari
kelengkapan berkas \ Tidak
4. | Mencatat dan Berkas 4 Jam | Konsep
memberikan nomor perkara, Buku relas
perkara dalam buku YA register, Buku nomor
register Klaper
5. | Menginput data Konsep / 1 hari | Data
perkara ke aplikasi Tindasan, Websit
SIAP Komputer e SIAP
6. | Menggandakan CD RW 2hari |2
bundel B dengan eksempl
soft copy CD ar
Fotocop
y
7. | Membuat relaas Komputer, 1 hari | Relas
pemberitahuan Printer pemberitg
berkas perkara huan
nomor
8. | Menandatangani Relas 4 Jam | Relas
Relas pemeberitahu pemberitg
Pemberitahuan an nomor huan
Nomor berkas berkas nomor
perkara yang sudah perkara
dikoreksi dan diparaf
9. | Mengirim relas Relas 4 Jam Relas
kepengadilan pemeberitahu pemberitg
pengaju dan para an nomor huan
pihak nomor
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No

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

Panmud
Pidana
Militer

Koordinator

Staff

Oper
ator

Pran
ata

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu

Output

10.

Mencetak form
Advisblad  perkara
Peninjauan Kembali
yang sudah
diregister

T

Tidak

Komputer,
Printer

4 Jam

Advisbl
aad

11.

Mengkoreksi dan
membububhi paraf
pada form Advisblad
perkara Peninjauan
Kembali

YA

Advisblad

4 Jam

Advisbl
aad

12.

Menandatangani
form advisblad yang
sudah dikoreksi dan
diparaf

Advisblad

4 Jam

Advisbl
aad

13.

Menyiapkan
Memorandum ke
Ketua MA  untuk
Penetapan Majelis:
1.Memo Penetapan
2.Memo sesuai dg SK

Tidak

Komputer,
Printer

4 Jam

Memor
andum

14.

Mengkoreksi dan
membubuhi paraf
Memorandum ke
Ketua MA untuk
Penetapan  Majelis
yang memeriksa
berkas perkara
Peninjauan Kembali

YA

Memorandum

4 Jam

Memor
andum

15.

Menandatangani
Memorandum ke
Ketua MA untuk
Penetapan  Majelis
yang memeriksa
berkas perkara
Peninjauan Kembali

Memorandum

4 Jam

Memor
andum

175




Prosedur / Deskripsi :

1.

Menerima berkas perkara Kasasi/PK dari Direktorat Pranata, kemudian Koordinator meneliti semua
kelengkapan berkas perkara tersebut sesuai dengan cheklist termasuk dokumen elektronik, setelah itu
diserahkan ke Panmud untuk menetapkan status kelengkapan berkas tersebut jika masih ada
kekurangan dikembalikan ke Direktorat Pranata.

Staf menerima berkas perkara dari Panmud untuk dicatat dan diberikan nomor perkara kedalam buku
register, kemudian diserahkan ke operator untuk diinput data perkara ke dalam aplikasi SIAP.

Staf membuat surat relas pemberitahuan berkas perkara dan mengcopy bundel B kedalam CD RW,
setelah itu surat relas diserahkan kepada panmud untuk ditandatangani.

Staf mengirim surat relas pemberitahuan ke pengadilan pengaju dan para pihak, kemudian mencetak
advisblaad perkara yang sudah diregister setelah itu di serahkan ke koordinator untuk dikoreksi dan di
paraf, setelah itu advisblaad di tandatangani oleh Panmud.

Staf menyiapkan Memorandum kepada Ketua MA untuk permohonan Penetapan Majelis, dikoreksi oleh
Koordinator sebelum Memorandum ditandatangani oleh Panmud.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 09/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan 14 September 2018

Tanggal Revisi 14 September 2018
Tanggal Efektif 25 September 2018
Disahkan oleh Panitera

Registrasi Berkas Perkara

Nama SOP Grasi Pidana Militer

SOP REGISTRASI BERKAS PERKARA GRASI PIDANA MILITER

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku Register

- Buku Klaper

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku Bantu

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur
Panmud Persyaratan/
Pidana . Staff | Operator Pranata Y Waktu Output
. Koordinator Perlengkapan
Militer
1. | Menerima berkas Berkas 4 Jam Berkas
perkara Grasi dari perkara, perkara
Direktorat Pranata (:J ekspedisi
2. | Meneliti kelengkapan Berkas 4 Jam | Berkas
berkas sesuai perkara perkara
dengan checkilist,
termasuk
kelengkapan
dokumen elektronik
3 | Menetapkan status Y Berkas 1 hari | Berkas
kelengkapan berkas \ Tidak perkara perkara
4. | Mencatat dan Berkas 4 Jam | Konsep
memberikan nomor perkara, Buku relas
perkara dalam buku YA register, Buku nomor
register Klaper
5. | Menginput data Konsep / 1hari | Data
perkara ke aplikasi Tindasan, Websit
SIAP Komputer e SIAP
6. | Menyiapkan berkas Berkas 2 hari |Berkas
perkara Grasi yang
diajukan
7. Membuat surat Komputer, 1 hari | Relas
pemberitahuan | | Printer pemberitg
berkas perkara huan
nomor
8. | Menandatangani Relas 4 Jam | Relas
Relas pemeberitahua pemberitg
Pemberitahuan n nomor huan
Nomor yang sudah nomor
dikoreksi dan diparaf
9. | Mengirim relas 1 Relas 4 Jam Relas
kepengadilan pemeberitahua pemberitg
pengaju dan para n nomor huan
pihak nomor
~~
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Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur
Panmud Persyaratan/
Pidana . Staff | Operator Pranata Waktu Output
. Koordinator Perlengkapan
Militer
10. | Mencetak Advisblad Komputer, 4 Jam Advisbl
perkara Kasasi yang T Printer aad
sudah diregister
- Tidak - -
11. | Mengkoreksi dan Advisblad 4 Jam Advisbl
membububhi paraf aad
Advisblad  perkara
Kasasi P
12. | Menandatangani Advisblad 4 Jam Advisbl
advisblad yang YA aad
sudah dikoreksi dan
diparaf
13. | Menyiapkan Komputer, 4 Jam Memor
Memorandum ke Printer andum
Ketua MA  untuk
Penetapan Hakim
Agung yang
memeriksa  berkas
perkara Grasi Tidak
14. | Mengkoreksi dan Memorandum | 4 Jam Memor
membubuhi paraf andum
Memorandum ke / <
Ketua MA untuk YA \/
Penetapan  Hakim
Agung yang
memeriksa  berkas
perkara Grasi
15. | Menandatangani Memorandum | 4 Jam Memor
Memorandum ke andum
Ketua MA untuk A 4
Penetapan Hakim (D
Agung yang
memeriksa  berkas
perkara Grasi
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Prosedur / Deskripsi :

1.

Menerima berkas perkara Grasi dari Direktorat Pranata, kemudian Koordinator meneliti semua
kelengkapan berkas perkara tersebut sesuai dengan cheklist termasuk dokumen elektronik, setelah itu
diserahkan ke Panmud untuk menetapkan status kelengkapan berkas tersebut jika masih ada
kekurangan dikembalikan ke Direktorat Pranata.

Staf menerima berkas perkara dari Panmud untuk dicatat dan diberikan nomor perkara kedalam buku
register, kemudian diserahkan ke operator untuk diinput data perkara ke dalam aplikasi SIAP.

Staf membuat surat relas pemberitahuan berkas perkara dan menyiapkan berkas grasi, setelah itu surat
relas diserahkan kepada panmud untuk ditandatangani.

Staf mengirim surat relas pemberitahuan ke pengadilan pengaju dan para pihak, kemudian mencetak
advisblaad perkara yang sudah diregister setelah itu di serahkan ke koordinator untuk dikoreksi dan di
paraf, setelah itu advisblaad di tandatangani oleh Panmud.

Staf menyiapkan Memorandum kepada Ketua MA untuk permohonan Penetapan Hakim Agung,
dikoreksi oleh Koordinator sebelum Memorandum ditandatangani oleh Panmud.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 10/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan 14 September 2018

Tanggal Revisi 14 September 2018

Tanggal Efektif 25 September 2018

Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara
Kasasi Pidana Militer
(Tahanan)

Nama SOP

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI PIDANA MILITER (TAHANAN)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

. Peraturan Presiden Nomor

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan =~ Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

N

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Uraian Prosedur Panitera Staf Ket Panitera Persyaratan/ Wakiu Outout

Muda M:jglie'ls Pengganti | Perlengkapan P
1 Menerima Buku 4 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Ekspedisi Terima
Hakim
2 Melengkapi Z‘;”_“ - 1 Hari
berkas dengan visblaad,
Advisblaad, Map Berkas,
Penetapan Buku Bantu,
Majelis Hakim 2ukl_1
L . egister,
Menulis |d_ent|tas > Aplikasi SIAP
perkara di
sampul berkas
Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menyerahkan Berkas Bundel | 1 Hari Berkas
berkas perkara A dan Bundel Bundel A
B (asli) dan 2 dan
rangkap Bundel B
Bundel B
(copy)

4 Meng-update data Lembaran 4 Jam Ter-
dalam buku register advisblaad update
dan SIAP nya

tanggal
distribusi

Prosedur / Deskripsi :
1.

Staf Menerima Memorandum Penetapan Majelis Hakim dari Panmud yang sudah ditandangani,
kemudian staf melengkapi berkas dengan Advisblaad dan menulis indentitas perkara di sampul berkas
serta memilah berkas sesuai Majelis Hakim.

Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis.
Meng-update data dalam buku register dan aplikasi SIAP.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 11/PAN/OT.01.3/9/2018
Tanggal Pembuatan 14 September 2018
Tanggal Revisi 14 September 2018
Tanggal Efektif 25 September 2018
Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara
Nama SOP Peninjauan Kembali

Pidana Militer

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA MILITER

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan =~ Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

e

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Uraian Prosedur Panitera Staf Ket Panitera Persyaratan/ Waktu Outout

Muda M:j(l;l?s Pengganti | Perlengkapan P
1 | Menerima Buku 4 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Ekspedisi Terima
Hakim
2 Melengkapi i‘;”_“ - 1 Hari
berkas dengan visblaad,
Advisblaad, Map Berkas,
Penetapan Buku Bantu,
Majelis Hakim 2ukl_1
L . egister,
Menulis |d_ent|tas > Aplikasi SIAP
perkara di
sampul berkas
Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menyerahkan Berkas Bundel | 1 Hari Berkas
berkas perkara A dan Bundel Bundel A
B (asli) dan 2 dan
rangkap Bundel B
Bundel B
(copy)

4 | Meng-update data Lembaran 4 Jam Ter-
dalam buku register advisblaad update
dan SIAP nya

tanggal
distribusi

Prosedur / Deskripsi :

1.

Staf Menerima Memorandum Penetapan Majelis Hakim dari Panmud yang sudah ditandangani,
kemudian staf melengkapi berkas dengan Advisblaad dan menulis indentitas perkara di sampul berkas
serta memilah berkas sesuai Majelis Hakim.

Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis.
Meng-update data dalam buku register dan aplikasi SIAP.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 12/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan 14 September 2018

Tanggal Revisi 14 September 2018
Tanggal Efektif 25 September 2018
Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara

Nama SOP Grasi Pidana Militer

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA GRASI PIDANA MILITER

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan =~ Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

N

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Panitera Staf . Hakim Ketua Persyaratan/
Koordi Waktu | Output
Muda nator Agung MA Perlengkapan
1 | Membuat Konsep Konsep Memo | 2 Jam | Konsep
Memo penetapan ( ) Memo
Hakim Agung yang
memeriksa perkara
Grasi
2 Membuat Memo Konsep Memo | 1Jam | Memo
penetapan Hakim <
Agung
3 | Menandatangani Memo 2 Jam | Memo
Memo Penetapan <
Hakim Agung
4 Mengirim Memo Memo, Buku 2 Jam | Tanda
Penetapan Hakim Ekspedisi Terima
Agung Ke KMA
S Menerima v Buku 2 Jam | Memo,
penetapan Hakim Ekspedisi Tanda
Agung Terima
6 1a Melengkapi Form 4 Jam | Berkas
berkas dengan Advisblaad, Grasi
Advisblaad, Map Berkas,
Penetapan Buku Bantu,
Hakim Agung Buku Register,
. . Aplikasi SIAP
e Menulis identitas <
perkara di
sampul berkas
e Menyiapkan
berkas untuk
diserahkan ke
Hakim Agung
7 Menyerahkan Berkas Grasi 1 Hari | Berkas
berkas perkara Grasi
Grasi ke Hakim
Agung
8 Menerima Kembali Berkas Grasi 3 Hari | Berkas,
berkas beserta Pendap
pendapat Hakim at Grasi
Agung
o Membuat memo dan Tanda terima 1 Hari | Tanda
konsep surat KMA penyerahan terima
ke Presiden berkas penyer
ahan
berkas
10 Menandatangani Memo, konsep | 4 Jam | Memo,
memo dan memberi < surat Konsep
paraf konsep surat surat
KMA ke Presiden
~~




11 Mengirim memo dan Memo, konsep | 1 Hari | Memo,
Konsep Surat KMA surat Konsep
ke Presiden surat

12 Menerima surat Surat KMA 1 Hari | Surat
KMA ke Presiden < KMA
yang telah ditanda
tangani

13 Membuat surat Surat 2 Jam | Surat
pengantar pengéhtar pengiri
pengiriman berkas pengiriman man
dan surat KMA ke
deputy Mensetneg
bidang perundang-
undangan

14 Menandatangani Surat 4 Jam | Surat
surat pengantar pengahtar pengiri
berkas Grasi yang pengiriman man
akan dikirim ke
deputy Mensetneg
bidang perundang-
undangan

15 Mengirim surat Surat 1 Hari | Surat
pengantar dan pengiriman, pengiri
berkas ke deputy Berkas man,
Mensetneg bidang berkas
perundang-
undangan

16 Meng-update data y Laporan 2 Jam | tindasa
dalam buku register pengiriman n
dan SIAP

17 Mengarsipkan foto v Foto kopi 2 Jam | arsip
kopi berkas grasi berkas grasi
dan pendapat
Hakim Agung

18 | Menerima laporan Laporan 2 Jam | Lapora
distribusi Grasi pengiriman no

pengiri
man
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Prosedur / Deskripsi :

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Koordinator membuat Konsep penetapan Hakim Agung yang memeriksa perkara Grasi
Staf mengetik memo penetapan Hakim Agung

Panmud menandatangani memo penetapan Hakim Agung

Staf mengirim memo

Koordinator menerima penetapan Hakim Agung

Staf menyiapkan berkas untuk dikirim ke Hakim Agung

Staf menyerahkan berkas ke Hakim Agung

Staf menerima kembali berkas grasi dan pendapat Hakim Agung
Koordinator membuat memo dan konsep surat KMA ke Presiden
Panmud menandatangani dan memberi paraf konsep surat ke Presiden
Staf mengirim memo dan konsep surat KMA ke Presiden

Koordinator menerima surat KMA ke Presiden

Staf membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Setneg

Panmud menandatangani surat pengantar berkas ke Setneg

Staf mengirim berkas ke Setheg

Staf Mengupdate data

Staf mengarsipkan berkas Grasi

Panmud menerima laporan distribusi Grasi
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 13/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan 14 September 2018

Tanggal Revisi 14 September 2018

Tanggal Efektif 25 September 2018

Disahkan oleh Panitera

Pengiriman Berkas dan
Keppres Perkara Grasi
Pidana Militer

Nama SOP

SOP PENGIRIMAN BERKAS DAN KEPPRES PERKARA GRASI PIDANA MILITER

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;
Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- Buku Register

- Buku Ekspedisi
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Check list

- Buku register

- Sistem informasi
- Buku Bantu

1. SOP Register
2. SOP Distribusi berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Panitera Persyaratan / Ket.
Staf Koordinator Muda PP Perlengkapan Waktu|  Output
PidMil
1 | Menerima Keppres tidak o Berkas Grasi | 4 Berkas
dan berkas perkara P e Keppres Jam Grasi
Grasi dari Kemsetneg C) = PP dan
Keppres
2| Meneliti dan * Berkas Grasi | 1 Hari | Berkas
memberikan disposisi o Keppres Grasi
untuk mengirimkan > dan
Keppres dan berkas Keppres
Grasi ke Pengadilan
Pengaju
3 | Membuat konsep surat va o Komputer 4 Draft
pengiriman berkas <+ e Printer Jam | surat
Grasi kepada - penganta
Pengadilan Pengaju r
4 Mengoreksi dan tidak e Draft Surat 4 Draft
membubuhi paraf pada / Pengantar Jam | Surat
konsep surat Penganta
pengitiman berkas \ r
Grasi kepada
Pengadilan Pengaju
5 Menandatangani iva e Draft Surat 4 Surat
konsep surat R Pengantar Jam | Penganta
pengitiman berkas > r
Grasi kepada
Pengadilan Pengaju
6 |e Melakukan cek list e Surat 11 . Tapda
kelengkapan berkas Pengantar hari terima
e Menerima, e Keppres pos, (:jata
menyiapkan dan  Berkas Grasi website
mengirim surat C) < SIAP,
pengantar arsip

pengiriman berkas ke
pengadilan pengaju

e Mengarsipkan Fc
berkas Grasi

Prosedur / Deskripsi :

1. Koordinator menerima Keppres dan berkas perkara Grasi dari Kemsetneg.

2. Panmud meneliti dan memberikan disposisi untuk mengirimkan Keppres dan berkas Grasi ke

Pengadilan pengaju.

3. Staf membuat konsep surat pengiriman berkas Grasi ke Pengadilan pengaju.

4. Koordinator PK dan Grasi mengoreksi dan membubuhi paraf pada konsep surat pengiriman berkas
Grasi kepada Pengadilan pengaju

5. Panmud menandatangani konsep surat pengiriman berkas ke Pengadilan pengaju

6. Staf menyiapkan berkas Grasi untuk dikirim ke pengadilan pengaju dan mengarsipkan fotocopy berkas

grasi
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

14/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan

14 September 2018

Tanggal Revisi

14 September 2018

Tanggal Efektif

25 September 2018

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan Perkara Kasasi
Pidana Militer (Tahanan)

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PERKARA KASASI PIDANA
MILITER (TAHANAN)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA Rl;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;
Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Komputer

- Jaringan Internet

- Buku Register

- Buku Ekspedisi

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Check list
- Buku register

- Sistem informasi

- Buku Bantu

1. SOP Register
2. SOP Distribusi berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Banitora Persyaratan / Ket.
Koordinator Muda Staf PP Perlengkapan Waktu|  Output
Perkara
1 | Menerima dan e Berkas 2 Jam | Putusan
memeriksa . ( > Perkara dan
I;elter;gl:]ag:;] s:::(n;sn Bundel A dan Berkas
utu
perkara Bur.1del B Perkara
e Salinan
Putusan
¢ Asli Putusan
2 | Mengoreksi dan X . o Berkas 2 Jam | Salinan
mencocokkan salinan \ tidak Perkara Putusan
putusan dengan asli / Bundel A dan
putusan Bundel B
e Salinan
Putusan
iva e Asli Putusan
e Lembar
Quality
Control
3 | Melakukan otentikasi v Salinan 2 Jam | Salinan
(pembubuhan paraf Putusan Resmi
dan stempel) salinan Putusan
putusan
4 | Membuat konsep surat Draft Surat 2 Jam | Draft
pengantar pengiriman < Pengantar / Surat
berkas / relaas > Relaas Penganta
pemberitahuan tidak Pemberitahuan '
putusan ke Pengadilan da
Pengaju
5 Mengoreksi dan Draft Surat 2 Jam | Draft
membubuhi paraf pada \: Pengantar / Surat
surat pengantar / relas / Relaas Penganta
pemberitahuan i Pemberitahuan '
putusan va
6 | Menandatangani surat Surat 2 jam | Surat
pengantar / relas Pengantar Penganta
pemberitahuan Relas r
putusan
7 e Menggandakan e Berkas 1 hari | Berkas
salinan putusan Perkara perkara
o Meniilid Salinan Bundel A dan
Putusan R Bundel B
o Memberikan identitas ¢ Salinan
pada sampul Salinan Putusan
Putusan e Sampul
¢ Melakukan Check berkas
List kelengkapan e ATK
Bundel A e Buku
e Memasukan Salinan Ekspedisi
Putusan dan Bundel
A ke dalam amplop
e Menuliskan alamat
penerima pada A 4
amplop
o Menulis Buku
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Pelaksana Mutu Baku

Mengarsipkan Asli

Putusan dan Bundel y Perkara
B Berkas Perkara ( )

Mengirim Bundel A
dan Salinan Putusan

ke Pengadilan

Pengaju

No Uraian Prosedur —— Sersyaratan Ket.
Koordinator Muda Staf PP Perlengkapan Waktu|  Output
Perkara
Ekspedisi
N
8 4 jam | Berkas

Prosedur / Deskripsi :

1.

2.

3.

Koordinator menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara yang akan di
kirim ke Panmud.

Panmud mengkoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan untuk diserahkan ke PP
setelah itu Panmud melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan.

Staf membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas/relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan
pengaju setelah itu diberikan ke koordinator untuk di koreksi dan di paraf pada surat pengantar
pemberitahuan putusan.

Surat pengantar pemberitahuan putusan yg sudah di koreksi oleh koordinator di serahkan ke Panmud
untuk ditandatangani.

Staf menggandakan, menijilid salinan putusan dan memberikan identitas pada sampul salinan putusan
serta melakukan chek list kelengkapan bundel A dan memasukkan salinan putusan kedalam amplop
yang sudah diberi alamat dan di catat ke buku ekspedisi.

Koordinator mengirim bundel A dan salinan putusan ke pengadilan pengaju setelah itu mengarsipkan
asli putusan dan bundel B kedalam berkas perkara.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

15/PAN/OT.01.3/9/2018

Tanggal Pembuatan

14 September 2018

Tanggal Revisi

14 September 2018

Tanggal Efektif

25 September 2018

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Pengiriman Berkas
Perkara dan Salinan
Putusan

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI DAN SALINAN PUTUSAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;
Keputusan  Sekretaris  Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Komputer

- Jaringan Internet

- Buku Register

- Buku Ekspedisi

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Check list
- Buku register

- Sistem informasi

- Buku Bantu

1. SOP Register
2. SOP Distribusi berkas

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Panitora Persyaratan / Ket.
Koordinator Muda Staf PP Perlengkapan Waktu|  Output
Perkara
1 | Menerima dan e Berkas 2 Jam | Putusan
memeriksa _ (: Perkara dan
kelengkapan salinan Bundel A dan Berkas
putusan dan berkas Bundel B Perkara
perkara .
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
2 | Mengoreksi dan X o Berkas 2 Jam | Salinan
mencocokkan salinan \ tidak Perkara Putusan
putusan dengan asli / Bundel A dan
putusan Bundel B
e Salinan
Putusan
e Asli Putusan
e Lembar
iva Quality
Control
3 | Melakukan otentikasi X Salinan 2 Jam | Salinan
(pembubuhan paraf Putusan Resmi
dan stempel) salinan Putusan
putusan
4 | Membuat konsep surat Draft Surat 2 Jam | Draft
pengantar pengiriman Pengantar / Surat
berkas / relaas i Relaas Penganta
pemberitahuan . Pemberitahuan '
putusan ke Pengadilan tidak
Pengaju
5 | Mengoreksi dan Draft Surat 2 Jam | Draft
membubuhi paraf pada Pengantar / Surat
surat pengantar / relas < Relaas Penganta
pemberitahuan _ Pemberitahuan '
putusan Iva
6 | Menandatangani surat Surat 2jam | Surat
pengantar / relas Pengantar Penganta
pemberitahuan d Relas r
putusan
7 |e Menggandakan e Berkas 1 hari | Berkas
salinan putusan Perkara perkara
o Menijilid Salinan Bundel A dan
Putusan R Bundel B
e Memberikan identitas _ * Salinan
pada sampul Salinan Putusan
Putusan e Sampul
¢ Melakukan Check berkas
List kelengkapan y e ATK
Bundel A e Buku
e Memasukan Salinan Ekspedisi

Putusan dan Bundel
A ke dalam amplop

e Menuliskan alamat
penerima pada
amplop
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No

Pelaksana Mutu Baku

Uraian Prosedur -
Panitera PP Persyaratan /

Koordinator Muda Staf Perlengkapan
Perkara

Waktu| Output

Ket.

Menulis Buku

Ekspedisi \r

Putusan dan Bundel Perkara
B Berkas Perkara

Mengirim Bundel A
dan Salinan Putusan C)

ke Pengadilan

Mengarsipkan Asli l 4 jam | Berkas

Pengaju

Prosedur / Deskripsi :

1.

2.

3.

Koordinator menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara yang akan di
kirim ke Panmud.

Panmud mengkoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan untuk diserahkan ke PP
setelah itu Panmud melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan.

Staf membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas/relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan
pengaju setelah itu diberikan ke koordinator untuk di koreksi dan di paraf pada surat pengantar
pemberitahuan putusan.

Surat pengantar pemberitahuan putusan yg sudah di koreksi oleh koordinator di serahkan ke Panmud
untuk ditandatangani.

Staf menggandakan, menijilid salinan putusan dan memberikan identitas pada sampul salinan putusan
serta melakukan chek list kelengkapan bundel A dan memasukkan salinan putusan kedalam amplop
yang sudah diberi alamat dan di catat ke buku ekspedisi.

Koordinator mengirim bundel A dan salinan putusan ke pengadilan pengaju setelah itu mengarsipkan
asli putusan dan bundel B kedalam berkas perkara.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

56/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

SOP Registrasi Berkas
Perkara Kasasi TUN

SOP REGISTRASI BERKAS PERKARA KASASI TUN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

7. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PP

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register
- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

- Registrasi / Berkas Perkara

- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terhambatnya proses Registrasi Berkas
Perkara Kasasi Tata Usaha Negara
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Pelaksana Mutu Baku Ket.

No| Uraian Prosedur

P?I_TJT\IUd Koigrdina_tor Staff Operator PﬁLtJa’llak F?;:Zﬁg:(aatsza Waktu | Output
asasi

1. | Menerimaberkas Berkas perkara, |4 Jam | Berkas
Kasasi dari buku ekspedisi perkara
Direktorat C)

Pranata& Tata
Laksana TUN

2. | Meneliti Berkas perkara 4 Jam | Berkas
kelengkapan perkara
berkas sesuai
dengan checkilist,
termasuk
kelengkapan
dokumen
elektronik

3 | Menetapkan v Berkas perkara | 1 hari | Berkas
iteallgfgkapan < \ Tidak > perkara
berkas /

4. | Mencatat dan Berkas perkara, | 4 Jam | Konsep
memberikan Buku register relas
nomor perkara Ya nomor
dalam buku
register

5. | Menginput data v Komputer, 1 hari | Data
perkara ke Aplikasi SIAP Website
aplikasi SIAP SIAP

6. | «Menggandakan Mesin Fotocopy | 3 hari |-2

bundel B Komputer, eksemplar
rangkap 2 (P1 & Printer, Fotocopy
P2) -Relas

e Membuat surat pemberita
pemberitahuan huan
(Relas) berkas nomor
perkara Kasasi

7. | Menandatangani Relas 4 Jam [Relas
Relas Pemberitahuan pemberitahu
Pemberitahuan P Nomor Perkara an nomor
Nomor yang N Perkara
sudah dikoreksi
dan diparaf

8. | Mengirim  Relas Relas 4 Jam [Relas
kePengadilan pemberitahuan Pemberitahy
Pengaju dan para nomor Perkara an nomor
pihak Perkara

~~
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No

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

Panmud
TUN

Koordinator
Kasasi

Staff

Operator

Pratalak
TUN

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu

Output

Mencetak
Advisblad perkara
Kasasi yang
sudah diregister

S

Tidak

Komputer,
Printer

4 Jam

Advisblad

10

Mengkoreksi dan
membubuhi paraf
Advisblad perkara
Kasasi

Advisblad

4 Jam

Advisblad

11

Menandatangani
advisblad yang
sudah  dikoreksi
dan diparaf

Ya

Advisblad

4 Jam

Advisblad

12

Menyiapkan
Memorandum ke
Ketua MA untuk
Penetapan
Majelis:

1.Memo Penetapan
2.Memo sesuai dg
SK

Tidak

Komputer,
Printer

4 Jam

Memoran
dum

13

Mengkoreksi dan
membubuhi
parafMemorandu
m ke Ketua MA
untuk Penetapan
Majelis yang
memeriksa berkas
Kasasi

Ya

Memorandum

4 Jam

Memoran
dum

14

Menandatangani
Memorandum ke
Ketua MA untuk
Penetapan
Majelis yang
memeriksa berkas
Kasasi

Memorandum

4 Jam

Memoran
dum
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Prosedur / Deskripsi :

1.

ook w

Panmud TUN Menerima berkas Kasasi dari Direktorat Pranata & Tata Laksana TUN dan menyerahkan
kepada Koordinator Kasasi

Koordinator Kasasi Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen
elektronik

Panmud TUN Menetapkan status kelengkapan berkas setelah terlebih dahulu di check Koordinator Kasasi
Staf Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register

Operator Menginput data perkara yang sudah diregister ke aplikasi SIAP

Staf Menggandakan bundel B rangkap 2 (P1 & P2) serta Membuat surat pemberitahuan (Relas) berkas
perkara Kasasi

Panmud TUN Menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor yang sudah dikoreksi dan diparaf

Staf Mengirim Relas ke Pengadilan Pengaju dan para pihak melalui Kantor Pos Jakarta

Staf Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister untuk diparaf Panmud TUN

. Koordinator KasasiMengkoreksi dan membubuhi paraf Advisblad perkara Kasasi
. Panmud TUN Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan Memaraf
. Staf menyiapkan memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis : 1 Memo Penetapan, 2. Memo

sesuai SK

. Koordinator Mengkoreksi dan membubuhi parafMemorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang

memeriksa berkas Kasasi

. Panmud TUN Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa

berkas Kasasi
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 57/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Registrasi Berkas Perkara

Nama SOP PK TUN

SOP REGISTRASI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TUN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan  Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

7. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Hukum
S-3 Hukum

PP

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- Komputer

- Jaringan Internet
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

- Registrasi / Berkas Perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terhambatnya proses Registrasi Berkas
Perkara Kasasi Tata Usaha Negara
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Pelaksana Mutu Baku Ket.

No| Uraian Prosedur

P?I_TJT\]Ud Ko}grdina_tor Staff Operator PﬁLtJa’llak F?;:Zﬁg:(aatsza Waktu | Output
asasi

1. | Menerimaberkas Berkas perkara, |4 Jam | Berkas
PK TUNdari buku ekspedisi perkara
Direktorat (:

Pranata& Tata
Laksana TUN

2. | Meneliti Berkas perkara 4 Jam | Berkas
kelengkapan perkara
berkas sesuai
dengan checkilist,
termasuk
kelengkapan
dokumen
elektronik

3 | Menetapkan v Berkas perkara | 1 hari | Berkas
iteallgfgkapan < \ Tidak > perkara
berkas /

4. | Mencatat dan Berkas perkara, | 4 Jam | Konsep
memberikan Buku register relas
nomor perkara Ya nomor
dalam buku
register

5. | Menginput data v Komputer, 1 hari | Data
perkara ke Aplikasi SIAP Website
aplikasi SIAP SIAP

6. | «Menggandakan Mesin Fotocopy | 3 hari |-2

bundel B Komputer, eksemplar
rangkap 2 (P1 & Printer, Fotocopy
P2) -Relas

e Membuat surat pemberita
pemberitahuan huan
(Relas) berkas nomor
perkaraPK

7. | Menandatangani Relas 4 Jam [Relas
Relas Pemberitahuan pemberitahu
Pemberitahuan P Nomor Perkara an nomor
Nomor yang N Perkara
sudah dikoreksi
dan diparaf

8. | Mengirim  Relas Relas 4 Jam [Relas
kePengadilan pemberitahuan Pemberitahy
Pengaju dan para nomor Perkara an nomor
pihak Perkara

~~
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No

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

Panmud
TUN

Koordinator
Kasasi

Staff

Operator

Pratalak
TUN

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu

Output

Mencetak
Advisblad perkara
PK TUN vyang
sudah diregister

-

Tidak

Komputer,
Printer

4 Jam

Advisblad

10

Mengkoreksi dan
membubuhi paraf
Advisblad perkara
PK TUN

Advisblad

4 Jam

Advisblad

11

Menandatangani
advisblad yang
sudah  dikoreksi
dan diparaf

Ya

Advisblad

4 Jam

Advisblad

12

Menyiapkan
Memorandum ke
Ketua MA untuk
Penetapan
Majelis:

1.Memo Penetapan
2.Memo sesuai dg
SK

Tidak

Komputer,
Printer

4 Jam

Memoran
dum

13

Mengkoreksi dan
membubuhi
parafMemorandu
m ke Ketua MA
untuk Penetapan
Majelis yang
memeriksa berkas
PK TUN

Ya

Memorandum

4 Jam

Memoran
dum

14

Menandatangani
Memorandum ke
Ketua MA untuk
Penetapan
Majelis yang
memeriksa berkas
PK TUN

Memorandum

4 Jam

Memoran
dum
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Prosedur / Deskripsi :

1.

ook w

Panmud TUN Menerima berkas PK TUN dari Direktorat Pranata & Tata Laksana TUN dan menyerahkan
kepada Koordinator PK TUN

Koordinator PK Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen
elektronik

Panmud TUN Menetapkan status kelengkapan berkas setelah terlebih dahulu di check Koordinator PK TUN
Staf Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register

Operator Menginput data perkara yang sudah diregister ke aplikasi SIAP

Staf Menggandakan bundel B rangkap 2 (P1 & P2) serta Membuat surat pemberitahuan (Relas) berkas
perkara PK TUN

Panmud TUN Menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor yang sudah dikoreksi dan diparaf

Staf Mengirim Relas ke Pengadilan Pengaju dan para pihak melalui Kantor Pos Jakarta

Staf Mencetak Advisblad perkara PK TUN yang sudah diregister untuk diparaf Panmud TUN

. Koordinator KasasiMengkoreksi dan membubuhi paraf Advisblad perkara PK TUN
. Panmud TUN Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan Memaraf
. Staf menyiapkan memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis : 1 Memo Penetapan, 2. Memo sesuai

SK

. Koordinator Mengkoreksi dan membubuhi parafMemorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang

memeriksa berkas PK TUN

. Panmud TUN Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas

PK TUN
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 58/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara

Nama SOP Kasasi TUN

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI TUN

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1. Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985
tentangMahkamahAgungsebagaimanatelahdiuba
hdenganUndang-UndangNomor 5 Tahun 2004
danPerubahankeduadenganUndang-
UndangNomor 3 Tahun 2009

2. Undang-UndangNomor 48Tahun
2009tentangKekuasaanKehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/II/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

N

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- BerkasPerkara

- ATK

Keterkaitan :

Pencatatandanpendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Reqgistrasi/berkasperkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur -
Panitera Staf Ketua Persyaratan/ Waktu Output
Muda Majelis Perlengkapan
1 Menerima Buku 4 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Ekspedisi Terima
Hakim
2 Melengkapi err_n - 1 Hari
berkas dengan viesblad,
Adviesblad, Map Berkas,
Penetapan Buku Bantu,
Majelis Hakim Eukl_J
.. . egister,
gﬂeerﬂgy; :joi'em'tas Aplikasi SIAP
sampul berkas
Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menyerahkan Berkas Bundel | 1 Hari Berkas
berkas A dan Bundel Bundel A
perkaraKasasi B (asli) dan 2 dan
rangkap Bundel B
Bundel B
(copy)
4| Meng-update data Lembaranadvi | 4 Jam Ter-
dalam buku register shlad update
dan SIAP nya
tanggal
distribusi

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

Panitera Muda Perkara Menerima penetapan Majelis Hakim yang telah ditandangani oleh Ketua MA

Staf menerima Penetapan Majelis dan melengkapi berkas dengan advisblaad, penetapan Majelis
Hakim, Menulis Identitas perkara di sampul.coverberkas, dan memilah berkas sesuai Majelis Hakim
Setelah Sesuai dan siap, maka Staf menyerahkan berkas perkara Kasasi ke Ketua Majelis pada
masing-masing berkas perkara

Setelah terdistribusi, staf mengupdate data yang telah diserahkan ke Ketua Majelis dalam buku register
maupun dalam Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara)
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

59/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Distribusi Berkas Perkara
PK TUN

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TUN

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PwbhpE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30

desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
waktu

desember 2014 tentang jangka
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- BerkasPerkara

- ATK

Pencatatandanpendataan:

Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkasperkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.

No UraianProsedur -

Panitera Staf Ketua Persyaratan/ Waktu Output
Muda Majelis Perlengkapan

1 | Menerima Buku 4 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Ekspedisi Terima
Hakim

2 le Melengkapi ":3”_“ i 1 Hari

berkas dengan viesblad,
Adviesblad, Map Berkas,
Penetapan Buku Bantu,
Majelis Hakim 2ukl_1
o . egister,
e Menulis |d_ent|tas > Aplikasi SIAP
perkara di
sampul berkas
e Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menyerahkan Berkas Bundel | 1 Hari Berkas
berkas perkaraPK A dan Bundel Bundel A
TUN B (asli) dan 2 dan
rangkap Bundel B
Bundel B
(copy)

4 | Meng-update data Lembaranadvi | 4 Jam Ter-
dalam buku register sblad update
dan SIAP nya

tanggal
distribusi

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

Panitera Muda Perkara Menerima penetapan Majelis Hakim yang telah ditandangani oleh Ketua MA

Staf menerima Penetapan Majelis dan melengkapi berkas dengan advisblaad, penetapan Majelis
Hakim, Menulis Identitas perkara di sampul.coverberkas, dan memilah berkas sesuai Majelis Hakim
Setelah Sesuai dan siap, maka Staf menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali TUN ke Ketua
Majelis pada masing-masing berkas perkara

Setelah terdistribusi, staf mengupdate data yang telah diserahkan ke Ketua Majelis dalam buku register
maupun dalam Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara)
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

60/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Pembacaan Berkas
Perkara

SOP PEMBACAAN BERKAS PERKARA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.(disesuaikan)

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

- Profesor
- S3
- 82
- S1

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Peraturan Perundang — Undangan

- Yurisprudensi

- Perangkat Komputer

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- SOP Registrasi

- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
- SOP Distribusi

- Buku Register Induk Perkara

- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu Kendali
- Cek List

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Ketua Persyaratan/
Staf PP l\|f||a1e_hs Kamar Perlengkapan Waktu Output
akim
1 | Menerima dan Buku Register | lhari Berkas
meregister Berkas Perkara
Berkas Perkara, ( > Perkara
Mencatat Buku
tanggal Ekspedisi
Musyawarah Advisblaad
dan Ucapan
2 | Meneliti Berkas vy Berkas 6 Hari Data Perkara
Perkara untuk tidak Perkara pada buku
melihat - Buku Kontrol
kemungkinan Ekspedisi
adanya konflik Buku Kontrol
kepentingan
3 |- Membaca . Berkas 90 Hari | Memorandum
berkas Perkara pengunduran
- Menyusun Advisblaad diri
resume A
- Menuangkan
pendapat
dalam
Advisblaad

Prosedur / Deskripsi :

1.

Menerima Berkas Perkara
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

61/PAN/OT.01.3/10/2017

TanggalPembuatan

01 Juli 2014

TanggalRevisi

25 September 2017

TanggalEfektif

02 Oktober 2017

Disahkanoleh

Panitera

Nama SOP

Musyawarah dan Ucapan
Putusan

SOP MUSYAWARAH DAN UCAPAN PUTUSAN

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;

6.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

- Staf

- Asisten Ketua Majelis

Majelis Hakim

Panitera Pengganti

Peralatan/Perlengkapan :

- Roll Sidang

- Berkas Perkara

Pencatatan dan pendataan:

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

Keterkaitan :

- Hakim Agung

- Panitera Muda Perkara
- Panitera Muda Kamar
- Panitera Pengganti

- Staf

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Maieli Persvaratan/
Asisten aels Panitera Panmud Staf y Waktu | Output
Tualis Hakim Pengganti Kamar Perlengkapan
dan PP 99
1 | Membuat dan Rol Sidang lhari RolSida
Mendistribusikan ng
Rol Sidang G
2 « Menerima Rol ¢ Rol Sidang 1 Hari Hasil
Sidang e Berkas Muscap
an
o Melakukan y Perl.<ara zicaqfat
Musyawarah e Advisblaad o
Majelis
J Rol
» Mengucapkan Hasil
Putusan Sidang
e Menandatangani
Advisblaad
3 | Membuat Rol Hasil v Rol Sidang 4 Jam Memor
Sidang andum
pengun
duran
diri
4 | Menerima Rol A RolSidang 4 Jam Rol
Sidang Hasil
Sidang
untuk di
Publika
Si
5 | Upload Amar e Berkas 1 Jam Informa
singkat ke Sistem Perkara si_Amar
Informasi Perkara o Ekspedisi Singkat
6 | Menerima Berkas v e Berkas 1 Jam Berkas
Perkara hasil Q Perkara Perkara
Sidang e Ekspedisi

Prosedur / Deskripsi :

1. Menerima Berkas Perkara
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Nomor SOP 62/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal Revisi 25 September 2017

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 02 Oktober 2017

Tanggal Efektif

Jakarta 10010

Disahkan oleh Panitera

Nama SOP Penyusunan Draft Putusan

SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN

DasarHukum : KualifikasiPelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang || - S2 Hukum
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah || - S2 Humaniora
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun || - S1 Hukum
2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- || - D3
Undang Nomor 3 Tahun 2009; -SLTA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

- (Perundang-undangan Khusus untuk Perkara
Pidana Khusus sesuai klasifikasi perkara)
- SuratKeputusanKetuaMahkamahAgung R.I.

Peralatan/Perlengkapan :

Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan

Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah - BerkasPerkara
Agung; - Perangkat Komputer
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. - ATK

Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman
Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah

- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

Agung;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.

Nomor 214/KMA/SK/XI1/2014: Pencatatandanpendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol

Keterkaitan : - Kartu kendali dan buku ekspedisi

- SOP Registrasi - CekList
- SOP PanmudKamar

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Persyaratan/
Ketua Waktu Output
PP Maieli Operator | Perlengkapan
jelis
1 | Menunjuk Operator - Berkas 4 jam Surat Dilaksanaka
untuk menyusun ( ; Perkara Penunjuka | N setelah
Draft Putusan - Sistem n Operator qu;zlrg“ka”
Informasi Halj<im dan
PP
2 |e Mengumpulkan / - Dokumen Draft Dilaksanaka
mengakses Elektronik Putusan n pada
dokumen elektronik - Template proses
untuk kebutuhan Putusan pembacaan
berkas oleh
menyusun draft majelis
putusan hakim
o Melakukan scaning
dokumen (apabila
tidak tersedia
dokumen
elektronik)
e Menyusun draft
putusan minus
pertimbangan
hukum dan amar
3 | Menyerahkanberkas - Berkas 4 jam Berkas
perkarahasil sidang perkara perkara
- ekspedisi
4 |y Menerima berkas - Berkas 4 jam Berkas
perkara dan perkarg . perkara
mencatat dalam - ekspedisi
buku register
Membuat catatan
mengenai kedudukan
pihak — pihak
berperkara
Menentukan jenis
template
Menyerahkan berkas
perkara hasil sidang
dan catatan
5 | - Menerima berkas - Berkas 8 hari Draft
perkara perkara putusan
- Mencatat dalam buku - Buku
register .
- Mgnyempurnakan register
draft putusan - Dokumen
elektronik

- Memilih template

putusan yang sesuai
dengan amar pada
Advisblaad

- Menyusun draft

putusan perkara

- Mencetak
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Prosedur / Deskripsi :
1. Menerima Berkas Perkara
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

63/PAN/OT.01.3/10/2017

TanggalPembuatan

01 Juli 2014

TanggalRevisi

25 September 2017

TanggalEfektif

02 Oktober 2017

Disahkanoleh

Panitera

Nama SOP

Minutasi Berkas

SOP MINUTASI BERKAS

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;
Keputusan  Sekretaris  Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

- Profesor
-S3

-S2

- S1 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara

Pencatatandanpendataan:

Keterkaitan :

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi

- Cek List

— SOPMusyawarahdanUcapanPutusan
— SOP Penyusunan Draft Putusan

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur ) Paniter | Panitera
Hakim Ketua a Muda Muda Persyaratan/ Waktu Output
PP Anggota Majelis Perlengkapan
(P1) (P3) Kamar Perkara
1 |e Menerima Print- e Bundel A 30 hari | Hardcopy
Out dan softcopy dan B Asli Putusan
draft putusan dari * Advisblad
Operator
o Memformulasikan
redaksional
pertimbangan
hukum
berdasarkan
Advisblaad
¢ Menyempurnakan
draft putusan
¢ Mencetak draft
putsan
2 |e Menerima draft ‘ 4 BukuEkpedis | 20 hari |e Lembark
tidak i oreksi
putusan dan /\ Lembarkorek e Bundel A
berkas perkara Si dan B
e Mengoreksi draft \/ Bundel A Asli
putusan dan B Asli e Advisblad
e Advisblad e Hardcopy
e Hardcopy Putusan
Putusan
3 |e Menerima draft BukuEkpedis | 20 hari |e Lembark
putusan dan ! oreksi
Lembarkorek e Bundel A
berkas perkara \ Si dan B
e Mengoreksi draft Bundel A Asli
putusan dan B Asli e Advisblad
Advisblad e Hardcopy
Hardcopy Putusan
Putusan
4| Mencetak draft Final iB“k“Ekpedis 4jam e '(;?err(gi"’”k
putusan Lembarkorek e Advisblad
si e Hardcopy
Advisblad Putusan
Hardcopy
Putusan
5 Menandatangani R iBukuEkpedis 7 hari e tfenllgiark
putusan Lembarkorek e Advisblad
si e Hardcopy
Advisblad Putusan
Hardcopy
Putusan
6 |e Membuat Salinan iBukuEkpedis Qhari |e g,grr:%elA
Putusan Bundel A Asli
e Membuat dan dan B Asli e Advisblad
menandatangani l e Advisblad e Hardcopy
lembar Quality Hardcopy Putusana
Control Putusan sli
~N~— 180




e 3
rangkapH
ardcopy
SalinanP
utusan

Menerima Asli SBiukuEkspedl 3hari e g;rr]\dBelA
Putusan, Salinan Bundel A Asli
Putusan, Softcopy dan B Asli « Advisblad
Putusan, dan Advisblad  Hardcopy
Berkas Perkara 4 o Hardcopy Putusana
Budel A dan Putusanasli sli
Bundel B 3 e 3
Menandatangani rangkapHard rangkapH
lembar qualit by ardcopy
q y SalinanPutus SalinanP
control an utusan
Upload Softcopy
Menerima Asli SBiUkUEkspedi wahar e g;rr:dsel A
Putusan, Salinan Bundel A Asli
Putusan, Softcopy dan B Asli « Advisblad
Putusan, dan Advisblad e Hardcopy
Berkas Perkara ¢ Hardcopy Putusana
Budel A dan Putusanasli sli
Bundel B 3 rangkap * 3
Hardcopy rangkap
Melakukan check SalinanPutu Hardcopy
list kelengkapan SalinanP
berkas san utusan

Prosedur / Deskripsi :
1. Menerima Berkas Perkara
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 64/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Nama SOP Minutasi Petikan Putusan

SOP MINUTASI PETIKAN PUTUSAN

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

- Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

- (Perundang-undangan Khusus untuk Perkara
Pidana Khusus sesuai klasifikasi perkara)

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.
Nomor 119/KMA/SK/VI1/2013 tentang Penetapan
Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah
Agung;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.
Nomor 213/KMA/SK/XI11/2014 tentang Pedoman
Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah
Agung;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.
Nomor 214/KMA/SK/XI1/2014;

- Profesor
-S3

-S2

- S1 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara

Pencatatandanpendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

Keterkaitan :

- SOP Musyawarah dan Ucapan Putusan
- SOP Penyusunan Draft Putusan

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Panitera Panitera Persvaratan/
Ke_tu_a Muda Muda y Waktu Output
PP Majelis Perlengkapan
Kamar Perkara
(P3)
1 Menerima Print- e BundelAdan | Lhari |e Hardcopy

Out dan softcopy
draft putusan dari

B Asli
e Advisblad

PetikanPutus
an

PetikanPutusan
dan Salinan
PetikanPutusan

e Hardcopy
Petikanasli

¢ Salinanpetika
n

Operator e Lembarkorek
Memformulasikan S
redaksional
pertimbangan
hukum
berdasarkan
Advisblaad
Menyempurnakan
draft putusan
Mencetak draft
putsan
2 |e Menerima draft dar ) e BukuEkpedis | 1hari e Lembarkorek
. fda | Sl
dpae;lkbaenrﬁggugz:]kara o Lgmbarkorek . BunngAdan
Si B Asli
« Mengoreksi draft \ « Bundel A dan « Advisblad
Petikanputusan B Asli e Hardcopy
e Advisblad PetikanPutus
e Hardcopy an
PetikanPutus
an
4 | Mencetak draft Final Ya * Lembarkorek | 1jam  |e Lembarkorek
: Sl Sl
Petikanputusan . Advisblad . Advisblad
e Hardcopy e Hardcopy
Petikan Petikan
° Menandatangani e BukuEkpedis | 1jam |e Advisblad
i I e Hardco
Petikanputusan . Advisblad Petikanpy
e Hardcopy
Petikan
6 ¢ Menandatangani  Advisblad ljam  |e Hardcopy
Petikanputusan e Hardcopy Pet_lkanasll_
Petikan ¢ Salinanpetika
e Membuat Salinan n
PetikanPutusan
7 |s Menerima Asl + BukuEkpedis | 1jam |+ Hardcopy
PetikanPutusan ! Petikanasli
" Fettan ¢ et
PetikanPutusan, « Salinanpetika
n
8 e Menerima Asli v e BukuEkpedis | 1jam  |e Hardcopy
i Petikanasli

Salinanpetika
n
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Prosedur / Deskripsi :
1. Menerima Berkas Perkara
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KAMAR PERDATA



MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 65/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Penetapan Kamar dan
Nama SOP Penetapan Majelis
Penanganan Perkara

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan = Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PWONPRE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatandanpendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Panmud Kamar

Peringatan

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Majelis Hakim
dan Panitera
Pengganti

—

Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Panitera | Kasubbag Ketua Panitera
No | UraianProsedur MudaPer TU Kamar Muda Persyaratan/
dataUmu | Pimpinan | KMA | perdat | KamarP | Perlengkapan Waktu | Output
m A a erdata
1 | MengirimMemo Memorandum | 4 jam | Memor
Distribusi ke (' andum
Ketua MA untuk
Penetapan
Kamar yang
Mengadili
Perkara
2 Mengagendakan Memorandum | 2 Jam | Memor
dan Mengajukan andum
Memo Penetapan
Kamar
3 | Menunjuk Kamar SuratPenetap | 4 Jam | SuratP
Penanganan ) anpenunjukan enetap
Perkara Hakim anpenu
njukan
Hakim
4 | Menginput data Lembaranadvi | 3 hari | Lembar
penunjukan shladdan anadvis
Kamar ke SIAP memorandum bladda
dan Mengirim distribusi n
Disposisi v memor
andum
distribu
si
Menerima ! Surat . 4 Jam Lembgr
Disposisi Penunjukan anadvis
penunjukan Majelis Hakim blad
Kamar dan
Menunjuk Majelis
Hakim
Penunjukan Lembaran Hari
Panitera Penetapan
Pengganti
Menerima
Penunjukan

Prosedur / Deskripsi :

Nogkrwbdr

Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara
Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar
Menunjuk Kamar PenangananPerkara

Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi
Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim
Penunjukan Panitera Pengganti
Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 66/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Distribusi Berkas Perkara

Nama SOP Perdata

SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang  Kepaniteraan ~ Mahkamah  Agung
Republikindonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PWONPRE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu

- Buku Register

- Komputer

- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP

- Berkas Perkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
(disesuaikan)
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Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Uraian Prosedur Panitera St . Porsyaratan]

Panitera Waktu Output
Muda Pengganti Perlengkapan
1 Menerima Buku 4 Jam Tanda
penetapan Majelis C) Ekspedisi Terima
Hakim
2 Melengkapi FZ”_“ o 1 Hari
berkas dengan Adviesblad,
Adviesblad, Map Berkas,
Penetapan Buku Bantu,
Majelis Hakim Eukg
i . egister,
g/leerrll::g :jc:entltas Aplikasi SIAP
sampul berkas
Memilah berkas
sesuai Majelis
Hakim
3 Menerima berkas Berkas Bundel | 1 Hari Berkas
perkara A dan Bundel Bundel A
B (asli) dan 2 dan
rangkap Bundel B
Bundel B
(copy)

4 Meng-update data Lembaran 4 Jam Ter-
dalam buku register advisblad update
dan SIAP nya

tanggal
distribusi

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

Menerima penetapan Majelis Hakim

Staff melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim, Menulis identitas perkara di
sampul berkas, Memilah berkas sesuai Majelis Hakim.

Menerima berkas perkara
Meng-update data dalam buku register dan SIAP
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 67/PAN/OT.01.3/10/2017

TanggalPembuatan 01 Juli 2014

TanggalRevisi 25 September 2017

TanggalEfektif 02 Oktober 2017

Disahkanoleh Panitera

Penetapan Hari
Musyawarah dan Ucapan
Kamar Perdata

Nama SOP

SOP PENETAPAN HARI MUSYAWARAH DAN UCAPAN KAMAR PERDATA

Dasar Hukum :

KualifikasiPelaksanaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009;

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Reglement of De Buistengewesten (R.Bg)
Reglement of Voordering (Rv.)

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata

- S2 Hukum

- S2 Humaniora

- S1 Hukum

- D3 Keuangan

-SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP PanmudKamar

- BerkasPerkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

Peringatan

Pencatatandanpendataan:

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

- Buku Register Kasasidan PK

- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No | UraianProsedur Asiste . Persyaratan/
Tualis | PP Staf n Hakim Perlenak Waktu | Output
Tualis Anggota eriengkapan
1 | Menerima dan Berkas Bundel | 1jam | Berkas
meneliti o A dan Bundel Perkar
kelengkapan B (asli) dan 2 a
Berkas Perkara rangkap
Bundel B
(copy)
2 |e Mencatat dalam * Buku 1 Hari | Registr
buku Register Register asi
» Membuat Draft * Berkas Perkar
Penetapan Hari Tidak Perkara a
Musyawarah dan e Buku
Ucapan Ekspedisi
e Adviesblad
3 | Mengoreksi Draft e Berkas 1 Hari | Data
Penetapan Hari Perkara Perkar
Musyawarah dan e Buku a pada
Ucapan \, S buku
spedisi Kontrol
Ya e Buku Kontrol
4 | Menandatangani ¢ Penetapan 1 Hari | Peneta
Penetapan Hari e Buku pan
Musyawarah dan Ekspedisi v'\\//lgrsgt?
Ucapan
p e Buku Kontrol dan
Ucapa
n
> Melengkapi ¢ Berkas 1 Hari | Berkas
Berkas (untuk P1 Perkara Perkar
dan P2) dengan e Buku a
Penetapan Ekspedisi
Muscap e Penetapan
6 Menerima o Berkas 1 Hari | Peneta
Penetapan Hari .l Perkara pan
Muscap dan e Buku
Berkas Ekspedisi
e Penetapan
7| Input Data Jadwal ¢ Berkas 2 Jam Ir_lforma
Sidang di Sistem (: Perkara si
Informasi e Penetapan Jadwal
Sidang
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Prosedur / Deskripsi :

Menerima Berkas Perkara

Staff Mencatat dalam buku Register, Membuat Draft Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
Mengoreksi Draft Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan

Menandatangani Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan

Melengkapi Berkas (untuk P1 dan P2) dengan Penetapan Muscap

Menerima Penetapan Hari Muscap dan Berkas

Input Data Jadwal Sidang di Sistem Informasi

NogokrwhpE
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 68/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Pembacaan Berkas

Nama SOP Perkara Perdata

SOP PEMBACAAN BERKAS PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentangMahkamahAgung sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S3 Hukum
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Peraturan Perundang — Undangan
- Yurisprudensi

- Perangkat Komputer

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- SOP Registrasi

- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
- SOP Distribusi

- Buku Register Induk Perkara
- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu Kendali

- Cek List

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur
Majelis Ketua Persyaratan/ Waktu Output
Staf Hakim Kamar Perlengkapan
1 | Menerima dan Buku Register lhari Berkas
meregister D— Berkas Perkara Perkara
Berkas Perkara, Buku Ekspedisi
Mencatat Advisblaad
tanggal
Musyawarah
dan Ucapan
2 | Meneliti Berkas ' Berkas Perkara | 6 Hari Data Perkara
Perkara untuk tdak | Buku Ekspedisi pada buku
melihat / Buku Kontrol Kontrol
kemungkinan
adanya konflik
kepentingan
3 Membaca ya Berkas Perkara | 90 Hari Memorandum
berkas Advisblaad pengunduran
Menyusun diri
resume
Menuangkan
pendapat
dalam
Advisblaad

Prosedur / Deskripsi :

1.

2. Meneliti Berkas Perkara untuk melihat kemungkinan adanya konflik kepentingan

Menerima dan meregister Berkas Perkara, Mencatat tanggal Musyawarah dan Ucapan

3. Majelis Hakim Membaca berkas, Menyusun resume, Menuangkan pendapat dalam Advisblaad
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

69/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Musyawarah dan Ucapan
Putusan Kamar Perdata

SOP MUSYAWARAH DAN UCAPAN PUTUSAN KAMAR PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;

6.Keputusan Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

- Staf

- Asisten Ketua Majelis

Majelis Hakim

Panitera Pengganti

Peralatan/Perlengkapan :

- Roll Sidang
- Berkas Perkara

Pencatatan dan pendataan:

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

Keterkaitan :

- Hakim Agung

- Panitera Muda Perkara
- Panitera Muda Kamar
- Panitera Pengganti

- Staf

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Maielis Persyaratan/
Asisten H aJkim Panitera Panmud Staf Perlengkapan Waktu | Output
Tualis dan PP Pengganti Kamar
1 | Membuat dan Rol Sidang lhari | RolSida
Mendistribusikan ng
Rol Sidang G
2, Menerima Rol ¢ Rol Sidang 1 Hari | Hasil
Sidang e Berkas Muscap
e Melakukan Perl.<ara ﬁgng: "
Musyawarah e Advishlaad dlclaa
Majelis alam
Rol
e Mengucapkan Hasil
Putusan Sidang
« Menandatangan
i Advisblaad
3 | Membuat Rol v Rol Sidang 4 Jam | Memor
Hasil Sidang andum
pengun
duran
diri
4 | Menerima Rol A RolSidang 4 Jam | Rol
Sidang Hasil
Sidang
untuk di
Publika
Si
5 | Upload Amar __ |e Berkas 1Jam | Informa
singkat ke Perkara si Amar
Sistem Informasi o Ekspedisi Singkat
Perkara
6 | Menerima s e Berkas 1 Jam | Berkas
Berkas Perkara @ Perkara Perkara
hasil Sidang e Ekspedisi

Prosedur / Deskripsi :

N

o gk w

Membuat dan Mendistribusikan Rol Sidang
Majelis Hakim dan PPMenerima Rol Sidang, Melakukan Musyawarah Majelis, Mengucapkan Putusan,

Menandatangani Advisblaad

Membuat Rol Hasil Sidang
Menerima Rol Sidang
Upload Amar singkat ke Sistem Informasi Perkara

Menerima Berkas Perkara hasil Sidang
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 70/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Penyusunan Draft Putusan

Nama SOP Kamar Perdata

SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN KAMAR PERDATA

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;
HerzienelndonesischReglement (HIR)

Reglement of De Buistengewesten (R.BQ)
Reglement of Voordering (Rv.)
BurgelijkeWetbook (B.W)
KitabUndang-UndangHukumPerdata

(KUHPerdata)

QanunNomor 7 Tahun 2013
tentangHukumAcaraldinayat;

QanunNomor 6 Tahun 2014
tentangHukumJinayat;
Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974
tentangPerkawinan

Undang-UndangNomor 21 Tahun 2008
tentangPerbankanSyariah;
Undang-UndangNomor 41  Tahun 2004
tentangWakaf

Undang-UndangNomor 23  Tahun 2011
tentangPengelolaan Zakat;
Undang-UndangNomor 40  Tahun 2014
tentangAsuransidanReasuransiSyariah
Undang-UndangNomor 4 Tahun 1996
tentangHakTanggungan;
Undang-UndangNomor 30  Tahun 1999

tentangArbitrasedanAlternatifPenyelesaianSeng
keta;
Undang-UndangNomor 19

Tahun 2008

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata

- S2 Hukum

- S2 Humaniora

- S1 Hukum

- D3 Keuangan

-SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

Pencatatandanpendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Panitera Persyaratan/
Penggant Ketua Operator | Perlengkapan Waktu Output
i Majelis
1 | Menunjuk Operator - Berkas 4 jam Surat Dilaksanaka
untuk menyusun ( ; Perkara Penunjuka | N setelah
Draft Putusan - Sistem n Operator qu;zlrg“ka”
Informasi Halj<im dan
PP
2 |e Mengumpulkan / - Dokumen | 2 hari Draft Dilaksanaka
mengakses Elektronik Putusan n pada
dokumen elektronik - Template proses
untuk kebutuhan Putusan pembacaan
berkas oleh
menyusun draft maelis
putusan hakim
o Melakukan scaning
dokumen (apabila
tidak tersedia
dokumen
elektronik)
¢ Menyusun draft
putusan minus
pertimbangan
hukum dan amar
3 | Menyerahkanberkas - Berkas 4 jam Berkas
perkarahasilsidang perkara perkara
- ekspedisi
4 |, Menerima berkas v - Berkas 4 jam Berkas
perkara dan perkarg . perkara
mencatat dalam - ekspedisi
buku register
Membuat catatan
mengenai kedudukan
pihak — pihak
berperkara
Menentukan jenis
template
Menyerahkan berkas
perkara hasil sidang
dan catatan
5 | - Menerima berkas - Berkas 8 hari Draft
perkara perkara putusan
- Mencatat dalam buku - Buku
register .
- Mgnyempurnakan register
draft putusan - Dokumgn
elektronik

- Memilih template

putusan yang sesuai
dengan amar pada
Advisblaad

- Menyusun draft

putusan perkara

- Mencetak
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Prosedur / Deskripsi :

1. Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan

2. Operator Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan,
Melakukan scaning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik), Menyusun draft putusan
minus pertimbangan hukum dan amar

3. Menyerahkan berkas perkara hasil sidang

4. PaniteraPenggantiMenerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register, Membuat catatan
mengenai kedudukan pihak-pihak berperkara, Menentukan jenis template, Menyerahkan berkas
perkara hasil sidang dan catatan

5. Menerima berkas perkara, Mencatat dalam buku register, Menyempurnakan draft putusan, Memilih
template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad, Menyusun draft putusan perkara,
Mencetak
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

71/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkanoleh

Panitera

Nama SOP

Minutasi Berkas Perkara
Perdata

SOP MINUTASI BERKAS PERKARA PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;
Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Peralatan/Perlengkapan :

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

Peringatan

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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No

UraianProsedur

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

PaniteraP
engganti

Hakim
Anggota
(P1)

Ketua
Majelis
(P3)

Panitera
Muda
Kamar

Panitera
Muda
Perkara

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu

Output

Menerima Print-
Out dan softcopy
draft putusan dari
Operator
Memformulasikan
redaksional
pertimbangan
hukum
berdasarkan
Advisblaad
Menyempurnakan
draft putusan
Mencetak draft
putusan

e Menerima draft

putusan dan
berkas perkara

e Mengoreksi draft

putusan

tidak

Ya

¢ Menerima draft

putusan dan
berkas perkara

e Mengoreksi draft

putusan

tidak

Mencetak draft Final
putusan

Ya

Menandatangani
putusan

e Membuat Salinan

Putusan

¢ Membuat dan

menandatangani
lembar Quality
Control

e Menerima Asli

Putusan, Salinan
Putusan, Softcopy
Putusan, dan
Berkas Perkara
Budel A dan
Bundel B

e Menandatangani

lembar quality
control

e Upload

236




Menerima Asli
Putusan, Salinan
Putusan, Softcopy
Putusan, dan
Berkas Perkara
Budel A dan
Bundel B

Melakukan check
list kelengkapan
berkas

Prosedur / Deskripsi :

1.

NSnARWN

Panitera Pengganti Menerima Print-Out dan softcopy draft putusan dari Operator, Memformulasikan
redaksional pertimbangan hukum berdasarkan Advisblaad, Menyempurnakan draft putusan, Mencetak
draft putusan

Hakim Anggota (P1) Menerima draft putusan dan berkas perkara, Mengoreksi draft putusan

Ketua Majelis (P3) Menerima draft putusan dan berkas perkara, Mengoreksi draft putusan

Mencetak draft Final putusan

Menandatangani putusan

Panitera Pengganti Membuat Salinan Putusan, Membuat dan menandatangani lembar Quality Control
Panitera Muda Kamar Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy Putusan, dan Berkas Perkara Budel
A dan Bundel B, Menandatangani lembar quality control, Upload

Panitera Muda Perkara Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy Putusan, dan Berkas Perkara
Budel A dan Bundel B, Melakukan check list kelengkapan berkas
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 72/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Penetapan Kamar dan
Nama SOP Penetapan Majelis
Penanganan Perkara

SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S-1 Hukum
S-2 Hukum
S-1 Komputer
S-2 Komputer

PWONPRE

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register

- Buku Bantu

- Buku Ekspedisi

- Aplikasi SIAP

- Komputer

- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

- SOP Registrasi
- SOP Panmud Kamar

Peringatan

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Panitera | Kasubbag Ketua Panitera
No | Uraian Prosedur Muda TU Kamar Muda Persyaratan/ Waktu | Output
Perkara | Pimpinan KMA | Agama | Kamar Perlengkapan P
Agama A Agama
1 | Mengirim Memo Memorandum | 4 jam | Memor
Distribusi ke ' andum
Ketua MA untuk
Penetapan
Kamar yang
Mengadili
Perkara
2 Mengagendakan Memorandum | 2 Jam | Memor
dan Mengajukan andum
Memo Penetapan
Kamar
3 | Menunjuk Kamar Surat 4 Jam | Surat
Penanganan X Penetapan Peneta
Perkara penunjukan pan
Hakim penun)
ukan
Hakim
4 | Menginput data Lembaran 3 hari | Lembar
penunjukan advisblad dan an
Kamar ke SIAP memorandum advisbl
dan Mengirim distribusi ad dan
Disposisi memor
andum
distribu
Si
5 Menerima 1 Surat _ 4 Jam | Lembar
Disposisi Penunjukan an
penunjukan Majelis Hakim advisbl
Kamar dan ad
Menunjuk Majelis
Hakim
6 Penunjukan ¥ Lembaran Hari
Panitera Penetapan
Pengganti
7 Menerima !
Penunjukan @
Majelis Hakim
dan Panitera
Pengganti
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Prosedur / Deskripsi :

Mengirim Memo Distribusi perkara ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar

Staf Ketua MA mengagenda dan mengajukan memo Penetapan Kamar

Ketua MA Menetapkan Kamar untuk menangani perkara

Staf Ketua MA menginput hasil memo ke dalam sistem informasi

Memo diserahkan kepada Ketua Kamar Agama dan diterima Staf Ketua Kamar

kemudian diserahkan kepada Ketua Kamar Agama

Ketua Kamar Agama Menetapkan Majelis Hakim

Memo Penetapan Majelis Hakim dari ketua kamar diserahkan kepada Panitera

Muda Kamar untuk ditetapkan Panitera Penggantinya kemudian diserahkan ke staf

untuk di ketik Penetapan Majelis Hakim kemudian diserahkan kembali ke Ketua

Kamar untuk ditandatangani oleh Ketua Kamar

8. Staf memasukkan penetapan majelis hakim ke dalam informasi perkara dan
menyerahkan copy memo Penetapan Majelis Hakim kepada Panitera Muda Perkara
Agama

arwbdE

No
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 73/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Penetapan Hari
Musyawarah dan Ucapan
Kamar Agama

Nama SOP

SOP PENETAPAN HARI MUSYAWARAH DAN UCAPAN KAMAR AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
Reglement of De Buistengewesten (R.BQ)
Reglement of Voordering (Rv.)

Burgelijke Wetbook (B.W)
Kitab Undang-Undang
(KUHPerdata)

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum
Acara Jinayat;

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Asuransi dan Reasuransi Syariah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Hukum Perdata

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata

- S2 Hukum

- S2 Humaniora

- S1 Hukum

- D3 Keuangan

-SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara
Ruang sidang

Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No | Uraian Prosedur Asisten Persyaratan |
PP Tual Staf Tualis Hakim Perlengkapan Waktu | Output
S Anggota

1 | Menyerahkan Berkas Bundel | 1 jam | Berkas

berkas perkara |[CD) A dan Bundel Perkar
yang diterima B (asli) dan 2 a

dari Panitera rangkap

Muda Kamar Bundel B

Agama (copy)

2 |4 Menerima dan e Buku 1 Hari | Registr
meneliti Register asi
kelengkapan e Berkas Perkar
Berkas Perkara Perkara a

e Buku
Ekspedisi
¢ Adviesblad

3 |e Mencatat dalam \ 4 . Bukl_J 1 Hari Re_gistr
buku Register Register asi

 Membuat Draft * Berkas Perkar
Penetapan Hari tidak Perkara a
Musyawarah dan e Buku
Ucapan Ekspedisi
¢ Adviesblad

4 | Mengoreksi Draft e Berkas 1 Hari | Data
Penetapan Hari / Perkara Perkar
Musyawarah dan « Buku a pada
Ucapan Ekspedisi buku

spedisi Kontrol
e Buku Kontrol

5 | Menandatangani e Penetapan | 1Hari | Peneta
Penetapan Hari e Buku pan
Musyawarah dan Ekspedisi Cvﬂgfgr?
Ucapan

p e Buku Kontrol dan
Ucapa
n
6 | Melengkapi o Berkas 1 Hari | Berkas
Berkas (untuk P1 Perkara Perkar
dan P2) dengan e Buku a
Penetapan Ekspedisi
Muscap e Penetapan
7 Menerima e Berkas 1 Hari | Peneta
Penetapan Hari Perkara pan
Muscap dan e Buku
Berkas Ekspedisi
e Penetapan
8 | Input Data Jadwal o Berkas 2 Jam | Informa
Sidang di Sistem Perkara si
Informasi ;’ ° Penetapan Jadwal
Sidang
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Prosedur / Deskripsi :

1.

akrwn

No

Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari panitera muda kamar agama kemudian meregister
perkara kedalam buku pembantu setelah itu menyerahkan berkas asli ke Tualis dan foto copy berkas ke
pembaca 1 dan pembaca 2.

Tualis menerima Berkas Perkara kemudian meneliti kelengkapan dan mempelajari berkas perkara

Staf membuat Draft penetapan hari musyawarah atas perintah ketua kamar

Ketua Kamar mengoreksi draft penetapan hari musyawarah yag diketik oleh staf

Setelah diteliti tidak ada kesalahan draft penetapan hari musyawarah di tanda tangani oleh panitera
pengganti

Staf menyerahkan penetapan hari musyawah ke Pembaca 1 dan Pembaca 2 serta Panitera Pengganti
Hakim anggota Pembaca 1 dan Pembaca 2 serta Panitera Pengganti menerima penetapan hari
musyawarah kemudian dicatat dalam agenda sidang

Staf memasukkan data informasi jadwal penetapan hari musyawah ke dalam sistem informasi perkara.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 74/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Pembacaan Berkas

Nama SOP Perkara Kamar Agama

SOP PEMBACAAN BERKAS PERKARA KAMAR AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SKI/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah
Agung Republik Indonesia.

SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan
perkara pada Mahkamah Agung RI

- S3 Hukum
S2 Hukum
- S2 Humaniora
S1 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Peraturan Perundang — Undangan
- Yurisprudensi

- Perangkat Komputer

- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Induk Perkara
- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu Kendali

- Cek List

Keterkaitan :

SOP Registrasi

SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim
SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
SOP Distribusi

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada
terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya
tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No | Uraian Prosedur Ketua Persyaratan |
Staf PP 'ngfilr': Kamar Perlengkapan Wakiu Output
1 | Menerima dan e Buku Register | 1 hari Berkas
meregister Perkara
Berkas Perkara, G e Berkas
Mencatat Perkara
tanggal
Musyawarah e Buku
dan Ucapan Ekspedisi
e Advisblaad
2 | Meneliti Berkas . e Berkas 6 Hari Data
Perkara untuk tidak Perkara Perkara
melihat / pada
kemungkinan e Buku buku
adanya konflik Ekspedisi Kontrol
kepentingan
e Buku Kontrol
3 |-Membaca ya e Berkas 90 Hari | Memoran
berkas Perkara dum
-Menyusun pengund
resume y e Advisblaad uran diri
-Menuangkan ( }
pendapat
dalam
Advisblaad

Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

Staf Menerima Berkas Perkara dari Panitera Pengganti dan mencatat dalam buku register
Staf menyerahkan berkas kepada Hakim Agung untuk dibaca dan jika ternyata hakim agung sudah

pernah menangani di tingkat sebelumnya berkas di kembalikan kepada Ketua Kamar untuk dibuatkan
penetapan majelis hakim yang baru
Hakim Agung membaca berkas dan memberi pendapat dalam lembar Advisblaad
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 75/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Nama SOP Musyawarah dan Ucapan

Putusan Kamar Agama

SOP MUSYAWARAH DAN UCAPAN PUTUSAN KAMAR AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah
dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA
RI;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No0.004/SK/11/1999
tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
No.MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;

- Staf

- Asisten Ketua Majelis
Majelis Hakim
Panitera Pengganti

Peralatan/Perlengkapan :

- Roll Sidang

- Berkas Perkara
- Buku Sidang

- Buku Register
- Ruang Sidang
- Palu Sidang

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Hakim Agung

Panitera Muda Perkara
Panitera Muda Kamar
Panitera Pengganti

- Staf

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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No

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

Asisten “ﬂzjﬁpﬁ Panitera Panmud Staf E:rrlse):wzrlf;?)r;rlw Waktu | Output
Tualis dan PP Pengganti Kamar
1 | Membuat dan Rol Sidang 1 hari | Rol
Mendistribusikan Sidang
Rol Sidang G
2, Menerima Rol ¢ Rol Sidang 1 Hari | Hasil
Sidang Muscap
e Berkas yang
o Melakukan Perkara dicatat
Mu_sygwarah dalam
Majelis « Advisblaad Rol
» Mengucapkan Hasil
Putusan Sidang
o Menandatangani
Advisblaad
3 | Membuat Rol v Rol Sidang 4 Memor
Hasil Sidang Jam | andum
pengun
duran
diri
4 | Menerima Rol A Rol Sidang 4 Rol
Sidang Jam Hasil
Sidang
untuk di
Publika
Si
5 | Upload Amar e Berkas 1 Informa
singkat ke Sistem | Perkara Jam si Amar
Informasi Perkara Singkat
e Ekspedisi
6 | Menerima Berkas i e Berkas 1 Berkas
Perkara hasil @ Perkara Jam Perkara
Sidang
e Ekspedisi

Prosedur / Deskripsi :

N

ook w

Asisten Tualis membuat Rol Sidang

Rol sidang didistribusikan ke Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dilanjutkan membacaan berkas

pada saat musyawawah dan ucapan. Majelis Hakim menandatangani Advisblaad.
Asisten Tulias Membuat rol sidang yang sudah ada pendapat Majelis Hakim
Rol sidang di serahkan ke panitera muda kamar

Staf panitera muda kamar memasukkan amar singkat Rol ke dalam Web informasi perkara

Berkas hasil sidang diserahkan staf ketua majelis ke masing-masing panitera pengganti.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 76/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Penyusunan Draft Putusan

Nama SOP Kamar Agama

SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN KAMAR AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
Reglement of De Buistengewesten (R.BQ)
Reglement of Voordering (Rv.)

Burgelijke Wetbook (B.W)
Kitab Undang-Undang
(KUHPerdata)

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum
Acara Jinayat;

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Asuransi dan Reasuransi Syariah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Hukum Perdata

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata

- S2 Hukum

- S2 Humaniora

- S1 Hukum

- D3 Keuangan

-SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara

Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Prosedur Persyaratan /
Ketua Waktu Output
PP Maieli Operator | Perlengkapan
jelis
1 | Menunjuk Operator - Berkas 4 jam Surat Dilaksanaka
untuk menyusun ( ) Perkara Penunjuka | N setelah
Draft Putusan n Operator pen_ur_]JUkan
- Sistem majelis
Informasi Hakim dan
PP
2 |e Mengumpulkan / - Dokumen Draft Dilaksanaka
mengakses Elektronik Putusan n pada
dokumen elektronik proses
untuk kebutuhan - Template pembacaan
menyusun draft Putusan berkea_s oleh
majelis
putusan hakim
o Melakukan scaning
dokumen (apabila
tidak tersedia
dokumen
elektronik)
e Menyusun draft
putusan minus
pertimbangan
hukum dan amar
3 | Menyerahkan berkas - Berkas 4 jam Berkas
perkara yang akan di perkara perkara
sidang
- ekspedisi
4 |y Menerima berkas - Berkas 4 jam Berkas
perkara dan perkara perkara
mencatat dalam .
buku register - ekspedisi
e Membuat catatan
mengenai kedudukan
pihak — pihak
berperkara
e Menentukan jenis
template
¢ Menyerahkan berkas
perkara hasil sidang
dan catatan
5 | - Menerima berkas - Berkas 8 hari Draft
perkara perkara putusan
- Mencatat dalam buku
register - Buku
- Menyempurnakan register
draft putusan
- Memilih template
putusan yang sesuai ) Dokumgn
elektronik

dengan amar pada
Advisblaad

- Menyusun draft
putusan perkara

- Mencetak
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Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

Panitera Pengganti menunjuk operator untuk mengetik draft putusan

Operator Komputer melakukan tugas mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk
kebutuhan menyusun draft putusan. Melakukan scaning dokumen (apabila tidak tersedia
dokumen elektronik) dan menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar.
Berkas dikirim ke Majelis Hakim untuk disidang

Setelah selesai sidang Panitera Pengganti menerima berkas perkara dan mencatat dalam
buku register. Membuat catatan mengenai kedudukan pihak — pihak berperkara. Menentukan
jenis template dan menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan kepada operator.
Operator menerima berkas perkara kemudian mencatat berkas perkara yang diterima dalam
buku register. Menyempurnakan draft putusan. Memilih template putusan yang sesuai dengan
amar pada Advisblaad dan menyusun draft putusan perkara

Setelah Draft putusan selesai, Panitera Pengganti mengoreksi putusan setelah benar
kemudian Panitera Pengganti mencetak putusan.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

77/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

14 September 2018

Tanggal Efektif

25 September 2018

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Minutasi Berkas Perkara
Kamar Agama

SOP MINUTASI BERKAS PERKARA KAMAR AGAMA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;
Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Pidana Militer

- S2 Hukum

- S2 Humaniora

- S1 Hukum

- D3 Keuangan

- SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara

- Ruang Sidang

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

Buku Register Kasasi dan PK
Buku Kegiatan

Buku Kontrol

Kartu Kendali dan buku Ekspedisi
Cek List

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Panitera . Persyaratan
No Uraian Prosedur i Panitera
Hakim Ketua Muda Muda / waktul ©CUt
PP Anggota Majelis Kamar Perlengkap put
(P1) (P3) Perkara an
1 |1. Menerima Print- 30
Out dan softcopy ~ ( ) - Berkas hr | Draft
draft putusan dari perkara Putu
7 san
Operator - Advisblad
2. Memformulasikan i Ikembar
. ontrol
redaksional - Soft Copy
pertimbangan - Buku
hukum ekspedisi
berdasarkan
Advisblaad
3. Menyempurnakan
draft putusan
4. Mencetak draft
putsan
2 : - Berkas 20
e Menerima draft tidak perkara hr Draft
putusan dan - Advisblad Putu
berkas perkara I_ - Lembar san
e Mengoreksi draft Kontrol
putusan - Soft Copy
- Buku
ekspedisi
3 : - Berkas 20
e Menerima draft perkara hr Draft
putusan dan - Advisblad Putu
berkas perkara - Lembar san
e Mengoreksi draft Kontrol
putusan - Soft Copy
- Buku
ekspedisi
4 . - Lembar 1hr | Putu
Mencetak draft Final Kontrol san
putusan - Soft Copy
- Buku
ekspedisi
5 i - Putusan 7 hr | Putu
Menandatangani _ Advice san
putusan - Lembar
Kontrol
- Buku
EKspedisi
6 i - Putusan 9 hr | Sali
* penbuat Salnar saeopy ||
putusan
e Membuat dan vy - Lembar san
menandatangani Kuality
lembar Quality ESEHOI
Control S Ekspedisi
7 . . - Berkas 3hr | QQ
* Menerima Asl tidak - Soft Copy Uplo
Putusan, Salinan - Buku ad
Putusan, Softcopy Ekspedisi
Putusan, dan h 4 - Lembar
Berkas Perkara QQ
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e Menandatangani

Budel A dan
Bundel B N

lembar quality

e Melakukan check

control

e Upload

« Menerima Asli “hoentelA | | da
Putusan, Salinan dan B teri
Putusan, Softcopy - Lembar ma
Putusan, dan Ceklist berk
Berkas Perkara v as
Budel A dan C:)
Bundel B

list kelengkapan
berkas

Prosedur / Deskripsi :

1.

Panitera Pengganti menerima Print-Out dan softcopy draft putusan dari Operator yang sudah
diketik. Memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan Advisblaad.
Menyempurnakan draft putusan kemudian mencetak draft putusan.

Panitera Pengganti mengirim draft putusan dan berkas perkara kepada Hakim Agung
Pembaca 1 apabila ada kesalahan diperbaiki lagi oleh Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti melanjutkan mengirim berkas putusan untuk Koreksi Pembaca 3.

Setelah selesai koreksi Pembaca berkas, Panitera Pengganti mencetak putusan yang sudah
final.

Panitera Pengganti mengirim berkas yang sudah selesai koreksi untuk di tandatangani oleh
Majelis Hakim Pembaca 1, 2 dan 3.

Selesai berkas ditandatangani Majelis, Panitera Pengganti membuat salinan putusan rangkap
2 dan menanda tangani putusan dan juga lembar Quality control.

Panitera Muda Kamar Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy Putusan, dan
Berkas Perkara Budel A dan Bundel B. Melakukan koreksi putusan jika ada perbaikan berkas
dikembalikan kepada Panitera Pengganti dan jika tidak ada kesalahan Panitera Muda Kamar
menandatangani lembar Quality control. Staf Panitera Muda Kamar melakukan Upload
putusan ke dalam website putusan.

Panitera Muda Perkara menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy Putusan, dan
Berkas Perkara Budel A dan Bundel B dan melakukan check list kelengkapan berkas

253




KAMAR MILITER



MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 78/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Penetapan Hari

Nama SOP Musyawarah dan Ucapan

SOP PENETAPAN HARI MUSYAWARAH DAN UCAPAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
Reglement of De Buistengewesten (R.BQ)
Reglement of Voordering (Rv.)

Burgelijke Wetbook (B.W)
Kitab Undang-Undang
(KUHPerdata)

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum
Acara Jinayat;

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Asuransi dan Reasuransi Syariah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Hukum Perdata

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Pidana Militer

- S2 Hukum

- S2 Humaniora

- S1 Hukum

- D3 Keuangan

-SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No | Uraian Prosedur Asisten Persyaratan/
. ) i Wakt! Output
Tualis PP Staf Tualis Al:gg(r)]:a Perlengkapan atu utpu
1 | Menerima dan Berkas Bundel | 1 jam | Berkas
meneliti o A dan Bundel Perkar
kelengkapan B (asli) dan 2 a
Berkas Perkara rangkap
Bundel B
(copy)
2 | Mencatat dalam * Buku 1 Hari | Registr
buku Register Register asi
» Membuat Draft * Berkas Perkar
Penetapan Hari tidak Perkara a
Musyawarah dan e Buku
Ucapan Ekspedisi
¢ Adviesblad
3 | Mengoreksi Draft  Berkas 1 Hari | Data
Penetapan Hari Perkara Perkar
Musyawarah dan « Buku a pada
Ucapan \ Ekspedisi buku
spedisi Kontrol
¢ Buku Kontrol
4 Menandatangani ¢ Penetapan 1 Hari | Peneta
Penetapan Hari e Buku pan
Musyawarah dan Ekspedisi Cv/':rsg’r?
Ucapan
p e Buku Kontrol dan
Ucapa
n
5 | Melengkapi o Berkas 1 Hari | Berkas
Berkas (untuk P1 Perkara Perkar
dan P2) dengan e Buku a
Penetapan Ekspedisi
Muscap e Penetapan
6 | Menerima o Berkas 1 Hari | Peneta
Penetapan Hari Perkara pan
Muscap dan e Buku
Berkas Ekspedisi
e Penetapan
7 | Input Data Jadwal e Berkas 2 Jam | Informa
Sidang di Sistem Perkara Si
Informasi ¢ Penetapan Jadwal
Sidang

Prosedur / Deskripsi :
Menerima Berkas Perkara

1.
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

79/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Perkara

Pembacaan Berkas

SOP PEMBACAAN BERKAS PERKARA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

. Peraturan Presiden Nomor

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

. SK KMA No 214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

S3 Hukum
S2 Hukum
S2 Humaniora
S1 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

Berkas Perkara

Peraturan Perundang — Undangan
Yurisprudensi

Perangkat Komputer

ATK

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- SOP Registrasi

- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

- SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
- SOP Distribusi

Buku Register Induk Perkara
Buku Kegiatan

Buku Kontrol

Kartu Kendali

Cek List

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur et Persyaratan/
T etua
Staf PP 'ngfilr': Kamar Perlengkapan Waku Output
1 | Menerima dan Buku Register | 1hari Berkas
meregister G Berkas Perkara
Berkas Perkara, Perkara
Mencatat Buku
tanggal Ekspedisi
Musyawarah Advisblaad
dan Ucapan
2 | Meneliti Berkas ' Berkas 6 Hari Data
Perkara untuk tidak Perkara Perkara
melihat Buku pada
kemungkinan Ekspedisi buku
adanya konflik Buku Kontrol Kontrol
kepentingan
3 |- Membaca ya Berkas 90 Hari | Memoran
berkas Perkara dum
- Menyusun Advisblaad pengund
resume uran diri
- Menuangkan
pendapat
dalam
Advisblaad

Prosedur / Deskripsi :

1.

Menerima Berkas Perkara
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 80/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Nama SOP Penyusunan Draft Putusan

SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
Reglement of De Buistengewesten (R.BQ)
Reglement of Voordering (Rv.)

Burgelijke Wetbook (B.W)
Kitab Undang-Undang
(KUHPerdata)

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum
Acara Jinayat;

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Asuransi dan Reasuransi Syariah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008

Hukum Perdata

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Pidana Militer

- S2 Hukum

- S2 Humaniora

- S1 Hukum

- D3 Keuangan

-SLTA

Peralatan / Perlengkapan

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Persyaratan/
Ketua Waktu Output
PP Maieli Operator | Perlengkapan
jelis
1 | Menunjuk Operator - Berkas 4 jam Surat Dilaksanaka
untuk menyusun ( ; Perkara Penunjuka | N setelah
Draft Putusan - Sistem n Operator E’ne;‘e‘lrg“ka”
Informasi HaIJ<im dan
PP
2 |e Mengumpulkan / - Dokumen Draft Dilaksanaka
mengakses Elektronik Putusan n pada
dokumen elektronik - Template proses
untuk kebutuhan Putusan pembacaan
berkas oleh
menyusun draft majelis
putusan hakim
o Melakukan scaning
dokumen (apabila
tidak tersedia
dokumen
elektronik)
e Menyusun draft
putusan minus
pertimbangan
hukum dan amar
3 | Menyerahkan berkas - Berkas 4 jam Berkas
perkara hasil sidang perkara perkara
- ekspedisi
4 |y Menerima berkas - Berkas 4 jam Berkas
perkara dan perkarq . perkara
mencatat dalam - ekspedisi
buku register
Membuat catatan
mengenai kedudukan
pihak — pihak
berperkara
Menentukan jenis
template
Menyerahkan berkas
perkara hasil sidang
dan catatan
5 | - Menerima berkas - Berkas 8 hari Draft
perkara perkara putusan
- Mencatat dalam buku - Buku
register .
- Mgnyempurnakan register
draft putusan - Dokumen
elektronik

- Memilih template

putusan yang sesuai
dengan amar pada
Advisblaad

- Menyusun draft

putusan perkara

- Mencetak

259




Prosedur / Deskripsi :
1. Menerima Berkas Perkara
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP

81/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan

01 Juli 2014

Tanggal Revisi

25 September 2017

Tanggal Efektif

02 Oktober 2017

Disahkan oleh

Panitera

Nama SOP

Minutasi Berkas

SOP MINUTASI BERKAS

DasarHukum :

KualifikasiPelaksanaan

1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009
tentang MA RI;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang
Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke
Mahkamah Agung RI ;

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No0.004/SK/11/1999 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Mahkamah Agung RI;

5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya,;
Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung
No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Pidana Militer

- S2 Hukum

- S2 Humaniora
- S1 Hukum

- D3 Keuangan
-SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara

- PerangkatKkomputer

- ATK

- Buku Register Perkara

- Ruangsidang

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

Peringatan

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi

- Cek List

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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No

UraianProsedur

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

PP

Hakim
Anggota
(P1)

Ketua
Majelis
(P3)

Panitera
Muda
Kamar

Panitera
Muda
Perkara

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu

Output

Menerima Print-
Out dan softcopy
draft putusan dari
Operator
Memformulasikan
redaksional
pertimbangan
hukum
berdasarkan
Advisblaad
Menyempurnakan
draft putusan
Mencetak draft
putsan

e Menerima draft

putusan dan
berkas perkara

e Mengoreksi draft

putusan

tidak

¢ Menerima draft

putusan dan
berkas perkara

e Mengoreksi draft

putusan

O\,

Mencetak draft Final
putusan

Menandatangani
putusan

e Membuat Salinan

Putusan

e Membuat dan

menandatangani
lembar Quality
Control

e Menerima Asli

Putusan, Salinan
Putusan, Softcopy
Putusan, dan
Berkas Perkara
Budel A dan
Bundel B

e Menandatangani

lembar quality
control

e Upload
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e Menerima Asli
Putusan, Salinan
Putusan, Softcopy
Putusan, dan
Berkas Perkara
Budel A dan
Bundel B

e Melakukan check
list kelengkapan
berkas

Prosedur / Deskripsi :
1. Menerima Berkas Perkara
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KAMAR TATA USAHA
NEGARA



MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 82/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014
Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 02 Oktober 2017
Disahkan oleh Panitera
Minutasi Berkas Perkara
Nama SOP Kasasi dan Peninjauan
Kembali TUN

SOP MINUTASI BERKAS PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TUN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka  waktu
penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata

- S2 Hukum

- S2 Humaniora

- S1 Hukum

- D3

-SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
. Panitera | Paniter | Persyara
No UraianProsedur )
Hakim Ketua Muda a Muda tan/ Waktu|  Output
PP Anggota Majelis Kamar Perkar | Perlengk
(P1) (P3) a apan
1 |1. Menerima Print- -Berkas 2 -Draft
Out dan softcopy ( ) Perkara Putusan
draft putusan dari -Draft Jam | .| embar
Operator Putusan Koreksi
2. Memformulasikan -Lembar
redaksional Koreksi
pertimbangan
hukum
berdasarkan
Advisblaad
3. Menyempurnakan
draft putusan
4. Mencetak draft
putusan
2 |e Menerima draft , Y -Berkas 2 ) -Draft
putusan dan tidak /\ Perkara | hari | Putusan
berkas perkara -Dratt -Lembar
) Putusan Koreksi
e Mengoreksi draft \/ _Lembar
putusan Koreksi
3 le Menerima draft v -Berkas |2 | -Draft
putusan dan Perkara | hari | Putusan
berkas perkara / -Draft -Lembar
) Putusan Koreksi
e Mengoreksi draft \ -Lembar
putusan Koreksi
4 | Mencetak draft Final -Berkas | 5 |-Draft
putusan Perkara Jam | Putusan
-Draft -Lembar
Putusan Koreksi
-Lembar
Koreksi
5 Menandatangani Putusan 1 _ Putusan
putusan Hari
6 |, Menandatangani -Putusan | 1 _ -Putusan
putusan -Lempar Hari -Lempar
<« Quality Quality
e Membuat Salinan Control Control
Putusan
e Membuat dan
menandatangani
lembar Quality
Control
7, Menerima Asli G -Berkas 1 -Putusan
Putusan, Salinan Perkara Jam -Lempar
Putusan, Softcopy -Draft Quality
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Putusan, dan Putusan Control

Berkas Perkara -Lembar -Soft
Budel A dan Quality Copy
Bundel B Control Putusan
« Menandatangani -Lembar
lembar quality Pengant
control ar
Minutasi
¢ Upload -Soft
Copy
Putusan

Prosedur / Deskripsi :

1. - Menerima Print-Out dan softcopy draft putusan dari Operator
- Memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan Advisblaad
- Menyempurnakan draft putusan
- Mencetak draft putusan

- Menerima draft putusan dan berkas perkara

- Mengoreksi draft putusan

Menerima Draft dan Putusan Perkara, mengoreksi draft putusan

Mencetak Draft Final Putusan

Menandatangani Putusan

Menandatangani putusan dan membuat salinan putusan, membuat dan menandatangani lembar Quality
Control

Menerima asli putusan, salinan putusan, softcopy putusan, dan berkas perkara bundel A dan bundel B,
menandatangani lembar QC, serta upload

N

oukw

~
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Nomor SOP 83/PAN/OT.01.3/10/2017

MAHKAMAH AGUNG RI

TanggalPembuatan 01 Juli 2014

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13

Jakarta 10010

TanggalRevisi 25 September 2017
TanggalEfektif 02 Oktober 2017
Disahkanoleh Panitera

Minutasi Berkas Perkara
Kasasi Pilkada dan
Pelanggaran Administrasi
Pemilihan TUN

Nama SOP

SOP MINUTASI BERKAS PERKARA KASASI PILKADA DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

TUN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-UndangNomor 14  Tahun 1985
tentangMahkamahAgungsebagaimanatelahdiub
ahdenganUndang-UndangNomor 5 Tahun 2004
danPerubahankeduadenganUndang-
UndangNomor 3 Tahun 2009

2. Undang-UndangNomor 48Tahun
2009tentangKekuasaanKehakiman

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata

- S2 Hukum

- S2 Humaniora

- S1 Hukum

- D3 Keuangan

-SLTA

tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
Republikindonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Peralatan/Perlengkapan :

Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/I11/2006
tentang  Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

5. SK KMA No 213/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30
desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31
desember 2014 tentang jangka waktu

Pencatatan dan pendataan:

penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

Keterkaitan :

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat
pada terlambatnya penyelesaian perkara dan
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .
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e Menerima Asli

Putusan, Salinan
Putusan, Softcopy
Putusan, dan
Berkas Perkara
Budel A dan
Bundel B

¢ Menandatangani

lembar quality
control

e Upload

U

-Draft Putusan

-Lembar Quality
Control

-Lembar
Pengantar
Minutasi

-Soft Copy
Putusan

-Lembar Quality
Control

-Soft Copy
Putusan

Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Panitera Persyaratan/
pp Majglis Muda Perlengkapan Waktu Output
Hakim Perkara
1 Menerima Print- -Berkas Perkara 1 Jam -Draft Putusan
Out dan softcopy ( ) -Draft Putusan -Lembar Koreksi
draft putusan dari — -Lembar Koreksi
Operator
Memformulasikan
redaksional
pertimbangan
hukum
berdasarkan
Advisblaad
Menyempurnakan
draft putusan
Mencetak draft
putusan
2 |4 Menerima draft ' 4 -Berkas Perkara 2,5 -Draft Putusan .
putusan dan tidak -Draft Putusan . Jam -Lembar Koreksi
berkas perkara l -Lembar Koreksi
e Mengoreksi draft
putusan secara
bersama-sama
3 Mencetak draft Final ¥a -Berkas Perkara 1Jam -Draft Putusan _
putusan -Draft Putusan . -Lembar Koreksi
-Lembar Koreksi
4 Menandatangani Putusan 1Jam | Putusan
putusan
5 le Membuat Salinan -Putusan 1,5Jam |-Putusan
Putusan -Lembar Quality -Lembar Quality
¢ Control Control
e Membuat dan
menandatangani
lembar Quality
Control
6 -Berkas Perkara 1Jam -Putusan
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Prosedur / Deskripsi :

1. Menerima Print-out dan softcopy draft putusan dari operator, memformulasikan redaksional
pertimbangan hukum berdasarkan adviesblaad, menyempurnakan draft putusan, serta mencetak draft
putusan
Menerima draft putusan dan berkas perkara, serta mengoreksi draft putusan secara bersama — sama
Mencetak draft Final Putusan
Menandatangani putusan
Membuat salinan putusan, dan membuat dan menandatangani lembar QC
Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy Putusan dan Berkas Perkara Bundel A dan Bundel
B, menandatangani lembar QC, serta Upload

gk~ wWN
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 84/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017

Tanggal Efektif 02 Oktober 2017

Disahkan oleh Panitera

Penyusunan Draft Putusan

Nama SOP Kasasi & PK TUN

SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN KASASI & PK TUN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan kedua atas Undang-UndangNomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004;

Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1
Tahun 2016 tentang Mediasi;

Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 2
Tahun 2015

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata

- S2 Hukum

- S2 Humaniora

- S1 Hukum

-D3

-SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Persyaratan]
Ketua Waktu Output
PP Maieli Operator | Perlengkapan
jelis
1 | Menunjuk Operator - Berkas 1jam Surat Dilaksanaka
untuk menyusun ( ) Perkara Penunjuka | N setelah
Draft Putusan - Sistem n Operator E’ne;‘e‘lrg“ka”
Informasi HaIJ<im dan
PP
2 |1. Mengumpulkan / - Dokumen | 1 hari Draft Dilaksanaka
mengakses Elektronik Putusan n pada
dokumen elektronik - Template proses
untuk kebutuhan Putusan pembacaan
menyusun draft berkas oleh
majelis
putusan hakim
2. Melakukan scaning
dokumen (apabila
tidak tersedia
dokumen
elektronik)
3. Menyusun draft
putusan minus
pertimbangan
hukum dan amar
3 | Menyerahkan berkas - Berkas 1 jam Berkas
perkara hasil sidang perkara perkara
- ekspedisi
4 1. Menerima berkas - Berkas 9hari Berkas
perkara dan perkarq . perkara
mencatat dalam - ekspedisi
buku register
2. Membuat catatan
mengenai
kedudukan pihak —
pihak berperkara
3. Menentukan jenis
template
4. Menyerahkan
berkas perkara
hasil sidang dan
catatan
5 | 1. Menerima 8. Berkas 2 hari Draft Untuk
berkas perkara perkara putusan Perkara
2. Mencatat 9. Buku Zﬁlanggar
dalam buku register -
register 10. Dokumen ,:idmlnlstra
3. Memilih elektronik Pemilihan
template putusan (PAP)
yang sesuai penyelesai
dengan amar pada A annya 1
Advisblaad ( ) hari
4. Menyusun
draft putusan
perkara
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5.

6.

7.

Menyempur
nakan draft
putusan

Mengoreksi
Draft Putusan

Mencetak

Prosedur / Deskripsi :

1.
2,

Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan

Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan
Melakukan scaning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik)

Menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar

Menyerahkan berkas perkara hasil sidang

Menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register
Membuat catatan mengenai kedudukan pihak — pihak berperkara

Menentukan jenis template

Menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan

Menerima berkas perkara

Mencatat dalam buku register

Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad
Menyusun draft putusan perkara

Menyempurnakan draft putusan

Mengoreksi Draft Putusan

Mencetak
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MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10010

Nomor SOP 85/PAN/OT.01.3/10/2017

Tanggal Pembuatan 01 Juli 2014

Tanggal Revisi 25 September 2017
Tanggal Efektif 020ktober 2017
Disahkan oleh Panitera

Penyusunan Draft Putusan
Perkara Khusus yang
Nama SOP Ditentukan Undang-
Undang atau Perkara
Menarik Perhatian Publik

SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN PERKARA KHUSUS YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG ATAU
PERKARA MENARIK PERHATIAN PUBLIK

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan kedua atas Undang-
UndangNomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974;

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004;

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata

- S2 Hukum

- S2 Humaniora

- S1 Hukum

-D3

-SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara

- Perangkat Komputer

- ATK

- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

Pencatatandanpendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK

- Buku Kegiatan

- Buku Kontrol

- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List
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Pelaksana Mutu Baku Ket.
No UraianProsedur Persyaratan]
Ketua Waktu Output
PP Maieli Operator | Perlengkapan
jelis
1 | Menunjuk Operator - Berkas 1jam Surat Dilaksanaka
untuk menyusun ( ) Perkara Penunjuka | N setelah
Draft Putusan - Sistem n Operator E’ne;‘e‘lrg“ka”
Informasi HaIJ<im dan
PP
2 |e Mengumpulkan / - Dokumen | 1 hari Draft Dilaksanaka
mengakses Elektronik Putusan n pada
dokumen elektronik - Template proses
untuk kebutuhan Putusan pembacaan
menyusun draft berkas oleh
majelis
putusan hakim
o Melakukan scaning
dokumen (apabila
tidak tersedia
dokumen
elektronik)
¢ Menyusun draft
putusan minus
pertimbangan
hukum dan amar
3 | Menyerahkanberkas - Berkas 1jam Berkas
perkarahasilsidang perkara perkara
- ekspedisi
4 |, Menerima berkas - Berkas 6 jam Berkas
perkara dan perkarg . perkara
mencatat dalam - ekspedisi
buku register
Membuat catatan
mengenai kedudukan
pihak — pihak
berperkara
Menentukan jenis
template
Menyerahkan berkas
perkara hasil sidang
dan catatan
5 | - Menerima berkas - Berkas 2 hari Draft Untuk
perkara perkara putusan Perkara
- Mencatat dalam buku - Buku Pelanggar
register : an
- Mgmilih template register Administra
putusan yang sesuai - Dokumen si
dengan amar pada elektronik Pemilihan
Advisblaad (PAP)
- Menyusun draft penyelesai
putusan perkara é annya 1
- Menyempurnakan hari

draft putusan

- Mengoreksi Draft

Putusan

- Mencetak
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Prosedur / Deskripsi :

1.
2.

Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan

Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan
Melakukan scaning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik)

Menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar

Menyerahkan berkas perkara hasil sidang

Menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register
Membuat catatan mengenai kedudukan pihak — pihak berperkara

Menentukan jenis template

Menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan

Menerima berkas perkara

Mencatat dalam buku register

Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad
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